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ABSTRAK 

Nama : LAJLAANDIITAP.D 
Program Studi : Magister Kenotariatan 
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG 

DIANGKAT SEBAGAl PEJABATNEGARA 

Salah satu kekurangan UUIN yaitu adanya konJ:lik Pasal 8 ayat (I) huruf e juncto 
Pasal 3 lmruf g dengan Pasal J 1 ayat (1 ), prosedur manakah yang seharusnya diambil 
oleh Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Negara, serta Pasal 17 huruf d dengan 
Pasal J I, menyebabkan perangkapan jabatan dan benturan kepentingan. Tesis ini 
menggunakan metode penelitian Empiris, baban Kepustakaan sebagai Data Sekunder 
dan wawancara langsung sebagai Data Primer. Dari hasil penelitian terdapat pro 
kontra terhadap ketentuan cuti dengan Notaris Pengganti. AJternatif sementara yaitu 
Notaris tersebut dapat diberhentikan sementara atau cuti tanpa Notaris Penggantil 
sebingga tidak ditemukan permasalahan rangkap jabatan pada kepala akta Notaris dan 
protokol Notaris yang diganti. 

Kata kunci: 
Notaris, Pejabat Negara 
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ABSTRACT 

Name : LAILAANDITTAP.D 
Study Program: Master ofNolary Programme 
Title : JURIDICAL REVIEW OF THE PUBLIC NOTARY WHO WAS 

APPOINTED AS THE STATE OFFICIALS 

One of the deficiencies in the UUJN is about the impact or conflict between the 
Article 8, Jl"f"grllph (I) letter e juncto Article 3 letter g with Article II paragraph 
(l) that raises a question, which procedures should be taken by a Notary who was 
appointed as State Officials, and the Article 17 letter d with Article 11, which cause 
the existence of geminating of position that cause conflict of interest. This thesis 
uses empirical research methods, materials bibliography as Secondary Data and 
direct interviews as Primary Data. From the results of the research there is a pro
contra Ieave vtith the provisions of the Notary Replacement. Alternative to 
intercede that is does not refer Substitution Notaryl that means Notary can be 
dismissed for a while or leave without Substitution Notary so that does not 
duplicate the problems: found positions as seen in the making of the head of 
teaching license and Notary protocols that replaced it 

Keyword: 
Notary, State Officials 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1~1- Latar BeJakang Permasalahan 

Indonesia adalah Negara Hukum yang berlaudaskan Pancasila dan Undang

undang Dasar 1945, menurut Aristoteles Negara Hukum adalah " ... Negara yang 

berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada Warga Negaranya .... " 1 dimana 

setiap tindakan dan perilaku harus sesuai dengan norma kaedah yang berlaku di 

masyarakat yang rnenjadi pegangan dan pedoman. Nilai-nilai dan nonna~norma 

tersebut merupakan kehiasaan yang menggambarkan sikap tindak manu.sia dalarn 

hidup bermasyarakat dan perilaku baik atau buruk berdasarkan kodrat manusia yang 

diwujudkan melalui kebebasan kehendakuya sehingga diatur dengau peraturan 

hukum. 

Peraturan tersebut jika didasarkan pada isi atau hubungau dan kepentingan yang 

diatur dapat dibedakan ke dalam bidang Hukum Publik dan Hukum Privat2 Hukum 

Publik dihubungkan dengan aturan dimana terdapat unsur carnpur tangan Penguasa 

sehingga merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan 

Negara, antara lain yang terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi 

Negara, Hukum Pidana. Sedangkan Hukum Privat mengatur hubungan hukum di 

antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya dalarn bidang Perdata, 

1Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragib, !Jmu Negara, Cet.ke--5, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 
2005), haL 13L 

ZSoetjono Soekanto dan Purnadi Purbacan!ka, Sendi..Sendi !Jmu Hukum dan Tota Hukum. Cet ke
VJ. (Bandung: PT.Citra AdityaBakli, 1993), hal. 45 
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yaitu mengenai orang, bend~ perikatan~ pembuktian dan daluwarsa. yang diatur di 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam ketentuan Hukum 

Pidana yang merupakan Hukum Publik, tidak sedikit peraturannya yang menyangkut 

kepentingan perseorangan. kepentingan jiwa serta harta benda. Begiru pula 

sebaliknya, dalam Hukum Privat terdapat peraturan-peraturan yang menyangkut 

kepentingan umum, seperti Hukum Perkawinan yang mengatur kepentingan 

perseorangan, namun untuk kepentingan ketertiban umum maka Pemerintab turut 

campur Iangan dalam hal tersebut, sehingga " ... Paham kepentingan ini tidak dapat 

menentuknn perbedaan antara Hukum Publik dan Hukum Privat berdasarkan 

kepentingan yang diaturnya itu secara mutlak dan tajam ... ,'13 karena Hukum Publik 

mengatur juga kepentingan perseorangan atau sebilliknya Hukum Privat mengatur 

kepentingan umurn. 

Hal ini terlihat pula di dalam kewenangan seorang Notaris yang menjalankan 

sebagian fungsi publik dari Negara khusus dalam bidang Huknm Perdata, sehingga 

dalam hal ini Notaris adalah seorang Pejabat Umum, seperti yang dinyatakan dalam 

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

( untuk selanjutnya disebut UUJN), "... Notaris adalah Pejahat Urn urn yang 

berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang iru .... "" 

Pengertian bahwa yang dimaksud Pejabat Umum tersebut bukan berarti bahwa 

Notaris merupakan Pegawru Negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 

Tahun !974 tentang Pclcok-pokok Kepegawaian, me1ainkan Pejabat yang dimaksud 

dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).' 

Akta Otentik itu menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah 

akta yang bentuknya ditentuknn undang-undang, dibnat di hadapan P<;jabet Umum 

:JKusnardi dan Saragih., Op.Cil., hal. 99. 

4fndonesia (1), Undang-Undang tentang Jabaran NottJris, UU No, .30, LN. No. 117 Tahun 2004, 
TLN. No. 4432, psi. 1 ayat (I). 

'Komar Adasasmita. NQ/aris Selayang Pandang, Cet kc-2. (Bandung: Alumni, 1983). hal2. 
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yang berwenang, di tempat akta dibuatnya. • Pemberian kualifikasi Notaris sebagai 

Pejabet Umum berkaitan dengan kewenangan Notaris membua! Akta Otentik, 

sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada 

Pejabat lain. 11 
• ., Pemberian wewenang kepada Pejabat lain tersebut, tidak berarti 

memberikan kualifikasi sebagai Pejabat. Umum tetapi hanya ~enjalankan fungsi 

sebagai Pejabat Umum saja ketika membual akta-akta yang ditentukan oleh aturan 

h k 
,, 

u um .... 

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang ·Notaris tunduk terbadap 

peraturan sebagaimana terdapat di dalam UUJN, selain itu, Notaris juga barns 

memperbatikan kepentingan Masyaraka! umum yang bersifut pelayanan dan 

menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya, balk di dalam tingkah laku 

Notaris maupun pelaksanaan jabatannya. Notaris barns mematuhi seluruh kaedah 

yang telah hidup dan berkembang di Masyarakat, agar dapat menjalankan tugasnya 

dengan balk sebagai pelayan Masyarakat, seorang Notaris harus menjalankan 

jabataonya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan 

menjunjung tinggi kode etik profesi yaitu kode etik Notaris. 

UUJN merupakan pedoman hukum positif bagi Notaris untuk melaksanakan 

jabatannya sehari-hari yang mengatur sikap dan tingkah laku Notaris balk di dalam 

maupun diluar jaba!annya. Secara rinci UUJN mengatur !entang Ketentuan Umum, 

Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris, Kewenangan Kewajiban dan Larangan. 

Tempat Kedudukan Formasi dan Wilayah Jabatan Notaris, Cuti NO!aris dan Notaris 

Pengganti, Honorarimn, Akta Notaris, Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan 

Notaris. Pengawasan, Organisasi Notaris, Ketentua.Q. Sanksi, Ketentuan Peralihan~ 

dan Ketentuan Penutup. 

Dengan berlakunya UUJN, pada tanggal 6 Oktober 2004, telah membawa . . 
-

perubahan besar bagi Notaris untuk memasuki era barn. Lahimya UUJN mengakhiri 

6Kitab Undong~zmdang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbaek), ditetjernahkan oleh R. Subekti dan 
R. Tjitrosudlbio, Cet. ke-33. (Jakarta: Pradn}·a Paramita, 2003), psl. 186!:1. 

1Wawan Setiawan, "Kedudukan dan Keberadaan serta Fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat 
Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukurn di Ind0De$ia," (Makalah 
dlsampaikan pada Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Oa.erah Jawa 
Timur, 22~23 Mei 1998), hal. 7. 
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ketenll.lan perundang-undangan yang sebagian besar rnerupakan produk peninggalan 

pemerintahan Kolonial Hindi a Be Ianda, an tara, lain sebagai berikut : 

!. Reg/ement Op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stb !860:3) sebagaimana telah 
diubah terakhirdalarn Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor !01; 

2. Ordonanti< !6 September !931 tentang Honorarium Notaris; 
3. Undang-undaog Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil 

Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 700); 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Ata.s Undang
undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkarnah Agung (vide Pasal 36 telah 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat olah Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004); 

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang
undang Nomor 2 Tabun 1986 tentang Peradilan Uinum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tarnbaban Lembaran Negara 
Republik lndoncsia Nomor 4379); dan 

6. Peraturan Pemerlntah Nomor II Tabun 1949 tentang Sumpah!Janji Jabatan 
Notaris.8 

Peraturan Jabatan Notaris (PJN) Stb 1860 dan peraturan-peraturan tersebut di atas 

dianggap sudab tidak relevan dan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

hukum Masyarakat saat ini, kbususnya dalarn menjamin kepastian hukum profesi 

Notaris. Landasan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) Stb 1860 bukan berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, karena merupakan basil oari undang

Wldang Notarls di Be1anda. Sehingga dengan 1hlrirnya UUJN maka labir pula suatu 

produk hukum pnsitif asli Indonesia yang berlandaskan Paneasila dan Undang

undang Dasar 1945. 

Pembenll.lkan UUJN bertujuan unlllk mewujudkan unifikasi hukum di bidang 

kenotariatan. Tetapi setelah lebib dari 4 (empat) tabun UUJN beljalan, terdapat 

kekurangan-kekurangan yang menyebabkan pluralisme hukum dan pennasalabau di 

1Hadi Setia Tungga1. ed., Himpunan Peraturan PeJaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, 
(Jakarta: Harvarindo, 2008), hal. 205. 
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dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Hal ini sangat disadari mengingat UUJN 

merupakan " ... produk buatan rnanusia yang tidak luput dari kekurangan .... "9 

Salah satu kekurangan dalam UUJN, antara lain mengenai prosodur atau lata cara 

yang harus dilakukan oleh Notaris yang diangkal sebagai Pejahat Negaril mempunyai 

pemaharnan yang herheda di dalarn pas a! UUJN. Sebagaimana dinyatakan di dalam 

Pasal 8 ayat (I) UUJN, yaitu : 

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatarmya dengan hormat karena: 

a. meninggal dunia; 
b. Ielah berumur 65 ( enam puluh lima) tahun; 
c. permintaan sendiri; 
d. tidak mampu secara robani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas 

jabatan Notaris se<;ara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau 
e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g. 10 

Rangkap jabatan yang dbnaksod dalam Pasal 3 humf g adalah mengenai salah satu 

syarat untuk diangkat sebagai Notaris, yaitu : "... tidak herstatus sebagai Pegawai 

Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atau tidak sedang mernangkujabatan lain yang oleh 

Undang-undang dilarang unUJk dirnngkap denganjabatan Notaris .... " 11 

Ketentuan Pasal 8 ayat (I) huruf ejuncto Pasal 3 huruf g tersebut, menghendaki 

bahwa Notaris yang meraogkap sebagai Pejabat Negara harus berhenti atau 

diherhentikan dari jabatannya. Sementara itu di dalam Pasal 11 ayat (!), memuat 

ketentuan bahwa Notaris tersebut wajib mengambil cuti dan menunjuk. ·seorang 

Notaris Pengganti. 

Selain itu ketentuan mengenai adanya pasal yang mengatur tentang Notaris 

sebagai Pejabat Negara (Pasal 11 UUJN) terlihat saliug berlawaoan atau kontradiksi 

dengan iarangao Notaris untuk meraogkap sebagai Pejabat Negara (Pasal 17 huruf d 

UUJN), seh.ingga menyebabkao terjadinya perangkapao jabatan. Masalah rnngkap 

9 Aoke Owl Saputro, ed., Jari Diri Notaris Indonesia Du{u, Sekarang. dan di .4.filsa Datang. 
(Jakarta : PT. Gramedia: Pustaka., 2008}, haL l 04. 

IQlndonesia (1), Op.Cit., psl8 ayat (I). 

11/bid., psl3 hurufg. 
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jabatan terlihat di dalam pembuatan kepala akta Notaris dan protokol-protokol 

Notaris yang diganti tersebut. Di mana dalam kepala akta mencantumkan nama 

Notaris yang menjabat sebagai Pejabat Negara beserta nama Notaris Penggantinya 

sehingga dengan ketentuan itu dapal menyebabkan 'te~adinya benluran kepentingan 

terhadap Notaris yang diangkat sehagai Pejahat Negara tersebut. 

Mengenai adanya benturan a tau konflik antara Pasal 8 ayat (1) huruf e juncto 

Pasal 3 huruf g dengan Pasal II ayat (I) 'menimbulkan suatu pertanyaan, prosedur 

maoakah yang seharusnya diambil oleh Notaris yang merangkap sebagai Pejabat 

Negara, apakah diberhentikan dengan hotmat atau diberhentikan sementara, atau 

mengambit cuti dengan pengganti atau tanpa pengganti, serta Pasat 17 huruf d dengan 

Pasal II, yang menyebabkan adanya perangkapan jabatan yang menyebabkan 

benturan kepentingan, hal-hal tersebut sudah pasti menimbutkan suatu permasalalben 

baru di dalarn pelaksanaan tugas Notaris. 

Sehubuogan dengan apa yang diuntikan di atas, maka Penu!is mengadakan 

pembahasan 1ebih lanjut tentang Tinjauan Yuridis Terbadap Notaris yang 

Diangkat Sebagai Pejabat Negara. 

1.2, Pokok Permasalaban 

Sesuai dengan pembahasan sebeJumnya,. maka Penulls mengemukak:an 

pembatasan masalah yang akan dibahas dalarn Tesis inl, yakai sebagai berikut: 

I. Bagaimana pengaturan terbadap Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara 

dalarn Undang-undang Jabatan Notaris? 

2. Bagahnana efektifitas ketentuan larangan rangkap jabatan dalarn kaitannya 

terhadap Notaris yang menjabat sebagai Pejabat Negara? 

3. Bagaimana penyelesaian untuk menghindari pertentangan kepentingan dalarn 

rangkap jabatan? 
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1.3. Metode Penelithln 

Metode yang digunakan dalam Tesis ini adalah. metode penelitian Lapangan, 

dengan jenis penelitian Empiris. Penulis mengumpulkan data dari bahan-bahan 

Kepustakaan sebagai Data Sekunder dan juga bahan-bahan yang diambillangsung 

dari Masyarakat sebagai Data Primer. Data Sekunder tersebut meliputi :12 

l. Sumbar Primer, berupa peraturan peruodang-undangan, Peraturan Menteri dan 

bahan hukum lain yang tidak dikodifikasikan. 

2. Sumbar Sekunder, barupa buku-buku teks yang barhuburigan dengan 

pennasalahan, Tesis, Kumpulan Makalah, Tulisan atau Artikel yang berkaitan. 

3. Somber Tersier) berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Tipologi penelitian ini adalah Eksplanatoris, berusaha menggambarkan atau 

menjelaskan lebih dalam suatu permasalahan yang teljadi, dengan metode penelitian 

Problem Solution, yaitu bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau saran dari 

suatu permasalahan. Alat pengumpulan data yang digunakan barupa Studi Dokumen 

sebagai bahan masukan untuk penelitian dan Wawancara yang digunaknn Untuk 

memperoleh infonnasi yang dilakukan secara Jangsung. 

1.4. Sistematika Penulisao 

Penulisan ini terdiri dari tiga bab sebagai barikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

BAB II: 

Bab ini meropakan gambaran dari Penulis secara keseluruhan~ yaitu 

deogan menguraikan tentang Jatar belakang permasalahan, wkok 

permasalahan, metode penelitian dan bagian terakhir dari bab inl 

adalah sistematike penulisan yang merupakan gambaran singkat dari" 

Bab I sampai Bab IlL 

T!NJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT 

SEBAGAI PEJABATNEGARA 

12Sri Mamudji et.aJ., Merade Penelilian dan Penulisan Hukum, Cet J, (Jakarta; Fakultas Hukwn 
Universitas lndonesia, 2005), hal. .30~31. 
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Dalam bab ini menjelaskan tentang ketentuan umum dan menguraikan 

pertrulSlllahan di dalam Pasal 8 ayat {I) humf e junctc Pasal 3 huruf g. 

Pasai II dan Pasal 17 huruf d Undang-undang Jabatan Notaris, 

berkaitan dengan Pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Negara dan cara 

penyelesaiannya. 

BAB III: PEN\ITUP 

Dalarn bab Penutup ditulis tentang. kesirupulan dari seluruh bab 

terdahulu dalarn arti kata yang tersirat dalarn bab-bab tersebut. 

Saran merupakan harapan, hirubauan maupun jalan keluar untuk 

membahas masalah yang timbul. 
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BABII 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG 
DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA 

2.1. TINJAUAN UMUM 

2.1.1. Pengertian Pejabat, Pejabat Negara, Pejabat Publik 

2.1.1.1. Pejabat 

Istilah Pejabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

mempunyai arti sebagai "... dinas; bag ian peketjaan Pemerintah a tau 

sebagai Pegawai Pernerintah;jabai .. ,." 1 Pejabat merupakan individu yang 

menjalankan suatujabatan yang merupakan hak dan kewajiban ))··· Jabatan 

bertindak dengan perantaraan Pejabatnya .... " ' Menurut E. Utrecht , 

Jabatan (ambt} adalah " ... suatu lingkungan pekerjaan retap (kring van 
. 

vaste werkzaamheden} yang diadakan dan dilalrukan guna kepentingan 

negara (kepentingan umum) ... .''3 

Dengan demikian hubungan antara Pejabat dengan Jabatan, babwa 

jabetan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat 

oleh aturan hukum untuk keperluan tertentu serta bersifat 

berkesinambungan sebagai suatu pekerjaan tetap, ngar suatu jabatan dapat 

1Jun Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Umum Bahasa 
Indonesia, Cet ke-16, (Jakarta: Bala! Pustaka, 1999), hal. 723. 

2E. Utrecht, Penganlar Hukwn Admin;strasi indonesia, (Djakarta : Penerbitan dan Balai Buku 
Ichtiar, 1963), hal. 124-125. 

llbid., haL !59. 
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'berjalan maka jabatan tersebut dilaksanakan oleh manusia sebagai 

pendukung hak dan kewajiban, manusia yang menjalankan tersebut 

disebut Pejabat Mengenai Jabatan Notaris, Prof. A.G. Lubbers, menulis 

dalam buku Het Notariaat {1963) sebagai " . ._ suatu jabatan yuridis yang 

tidak spektakuler {tidak amat menarik perbatian), namun tidak kurang 
'kk ,, mengasy1 an .... 

Pejabat adalah subyek yang menjaJankan hak dan kewajiban jabatan. 

Pejabat yang menduduki jabatan selaJu berganli-ganti, sedangkan jabalan 

terus menerus (continue), artinya Pejabat bisa digantikan oleh siapapun, 

sedangkan Jabatan akan tetap ada selama diperlukan daJam suatu stuktur 

·pemerintllh atau organisasi. Hubungan antata Jabatan dengan Pejabat tidak 

dapat dipisahkan, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetllp (lingkungan 

pekerjaan te!llp ), sisi yang lain bahwa jabatan dapat dijalaakan oleh 

marrusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehlngga yang mengisi 

atau menjalankan jabalan disebut Pejabat atau Pejabat adaJah yang 

menjaJaakan hak dan kewajiban jabatan. Oleh karena itu suatu jabatan 

tidak akan beijalan jika tidal< ada pejabet yang menjalankannya. Kata 

Pejabat iebih menunjuk kepada '\.. orang yang memangku suatu 

jabatan .... "' SegaJa tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai 

·dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan, 6 

2.1.1.2. Pejabat Negara 

MenU!llt PasaJ I ayat (4) Undang-uudang Nomor 43 Tahun 1999 

Pejabat Negara adaJah " ... pimpinan dan anggota lembaga tertinggi dan 

tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang·undang Dasar 1945 

4Tan Thong Kie, Studi Notarial Beberapa Maio Pelajaran dan Serba Serhi Praklek Notaris, Cet 
kc·2, (Jakarta ; PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 2000), bal. I 72. 

5 Indroharto, Usaha Memahami Undangw'f.tndang Te1itang Peradflan Tala Usaha Negora, 
Beberapa Pengerti.an Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Buku I, (Jakarta ; Pustaka Sinar Harapan, 
1996), hal. 28. 

iiabib Adjie (I). Sanlisi P?rdata dan Admini'stratifTerhadap Notaris Sebagai Pfljabal Publit, Cet 
I, (Bandung: PT, Ret'ika Aditama, 2008), hal. 18. 
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dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang ... ," 7 

Pejabat Negara menurut Pasal II ayat (1), terdiri atas 

a. Presiden dan Wakil Presiden. 
b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan 

Rakyat. 
c. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 
d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada 

Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada 
semua badan peradilan. 

e. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung. 
f. Ketu~ Wakil Ketua, dan anggota Badan Perneriksa Keuangan. 
g. Menteri danjabatan yang setingkat Menteri. 
h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang 

berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa 
penuh. 

1. Gubemur dan Wakil Gubemur. 
J. Bupati!Walikota, dan Wakil Bupati!Wakil Walikota; dan 
k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang 8 

Pejabat Negara lainnya yang dimaksud dalam undang-undang 

tersebut antara lain Ketua, Wakil Ketua dan anggota KPU, KPK, DPD, 

DPRD, BIN (Badan lntelijen Negara), BAPPENAS, BPN (Badan 

Pertanahan Nesional), Sekretaris Negara, Komisi Ombusman dan 

sebagainya. 

Sejak dikeluarkaonya arnandemen ke-IV Undang-undang Dasar 1945 

pada tanggal 10 Agustus 2002, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung 

(DPA) dalarn Bab IV Pasal 15 dihapus, dan diganti menjadi Presiden 

membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan 

nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Perubahan lainnya yaitu tidak 

ada lagi istilah lembaga tertinggi atau lembaga tinggi negara, susunan dan 

kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

1Indonesia (2), Undang-undang tentang Perubahan alas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU No. 43 Tahun 1999, psi. I ayat (4). 

8/bid., psi 11 ayat (1). 
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Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah 

sebagai lembaga negara yang mempunyai kedudukan yang setara. 

Pejabat Negara yang diangkat dari Pegawai Negari, diberhentikan 

dari jabatan organiknya selama menjabat sebagai Pejabat Negara, tanpa 

kehilangan statusnya sebagai Pegawai. Negeri, dan apabi!a telah selesai 

menjalaakan tugasnya sebagai Pejabat Negara, maka dapat diangkat 

kembali dalam jabatan organiknya tersebut9 Menurut Hoge Raad (H.R), 

Pegawai Negeri adalah : 

Mereka yang diangkat oleh penguasa yang berhak untuk 
kepentinganlkegunaan dari setiap orang atau mereka yang bekerja 
pada bedan publik, misa!nya negara, propinsi atau kotapraja, yang 
mewakili bedan itu di dalarn menjalaakan tugesnya dan menjalankan 
kekuasaan yang ada pada badan itu.10 

Pejabat Negara berbada dengan Pejabat Umum (Notaris). Dllibat dari 

kewenangannya, Pejabat Negara menjalaakanjabatan berdasarkan Manda! 

dari rakyat karena Pejabat Negara dipilih oleh rakyat melalui lembaga 

perwakilan rakyat, karena itu Pejabat Negara bertanggung jawab kepada 

pemberi mandat. Sedangkan Pejabet Umum (Notaris) menjalankan 

kewenangannya berdasarkan kewenangan atributif yaitu kewenangan yong 

diatur dalarn peraturan perundang-undangan pada saat jabatan itu 

dibentuk, sehlngga Pejabat Umum banya bertanggung jawab kepeda 

dirinya sendiri tetapi pe!aksanaan jabatannya diawasi oleb Pemerintah. 

Jika dilihat dari runng lingkup jabatan, maka Pejabat Negara meliputi 

bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan digaji oleh Pemerintah, 

sedangkan Pejabat Umwn (Notaris) berslfat independent, terlepas dari 

ketiga bidang tersebut, Pejabat Umum (Notaris) hanya menjalankan 

sebagian fungsi publik dari negara kbusus dalam bidang huknm perdata, 

9Jbid .• haL 20. 

10G.H.S. Lumban Tobing, PeraturanJabatan Notaris, CeL ke-3, (Jakarta: Brlangga. 19&3), hat 
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yaitu membuat akta otentik, sehingga jabatan Notaris bukan jabatan yang . 

digaji oleh. Pemerintah, Notaris mendapatkan honor alas jasa yang telah 

diberikannya. 

VUJN juga mengatur mengenai Notaris yang diangkat sebagai 

Pejabat Negara, berdasarkan Pasal 11 ayat (I) dan Pasal 11 ayat (2) 

UUJN, seornng Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara wajib 

mengambil euti 11 dan mengangkat Notaris Penggantinya, 12 dan setelah 

tidal: lag! memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, maka Notaris yang 

diangkat sebagai Pejabat Negara tersebut dapat melanjutkan kembali togas 

jabatannya sebagai Notaris. 13 

2.1.1.3. Pejabat Publik 

Publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bcrarti orang 

banyak (umum)," sedangkan menurut bahasa Latin, Publik diambil dari 

kala Publicum yang berarti " ... rnilik negara, tanah milik negara, kbalayak 

ramai, umum .... n 
15 Dalam bahasa Belanda publik -mempunyai istllah 

GeneraaJ, Algemeen, Openbaar, dan Publiek. Kata Generaal 

dipergnnakan sebagai lawan kala khusus (Speciaal), Algemeen diartikan 

sebagai aturan hukurn yang berSifat umum, seperti Algemene Bepalingen 

vat Wetgeving voor Nederlands-Indie · (Ketentuan Umum mengenai 

Pemturan Perundang-nndangan di Indonesia-Sib. 1847-23), Openbaar 

ditujukan untuk lembaga (huknm) yang melayani umum, seperti 

Openbaar Ambtenaar, yang ditujukan kepada Notaris sebagai Pejabat 

Umnm yang melayani umum dalarn pembuatan akta otentik, sedangkan 

11lndonesia {1), Op.Cit., psi. 11 ayat (I}. 

t1lbid., psi. 11 ayat(2). 

u !bid., psL 11 ayat (6). 

1'7im Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op.Cit., hal. 771. 

tsK Prent., C.M., 1. Adi Sub~ dan W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Latin-Indonesia, (Kanisius, 
1969). hal699. 
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Pub/iek merupakan sebutan untuk badanlpejabat pemerintab yang 

diperlengkapi dengan kekuasaan umum, misalnya Pub/ieklichaam yang 

berarti badan pemerintahlumum.16 

Pejabat Publik adalah seseorang yang tugasuya berfungsi untuk 

melayani kepentingan umum) sesuai dengan kewenangan yatlg diberikan. 

Pejabat Publik tidal< hanya kepada mereka yang berkedudukan sebagai 

Pejabat Eksekutif (Pemerintab) saja, tempi juga kepada Notaris yang 

mempunyal jabatan independent terlepas dari kekuasaan dalam bentuk 

apapun.'7 

Pemerintab sebagai Pejabal Publik, mempunyai wewenang publik 

yang meneakup dua hal, yaitu wewenang prealabel, yang merupakan 

wewenang untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil tanpa 

rneminta persetujuan terlebih dahulu dari siapapun balk instansi amu 

orang perorangan dan wewenang ex officio, yang berarti semua keputusan 

yang diambil kareaa jabatan yang berdasarkan sumpah jabatan, tidak 

dapat dilawan oleh siapa pun. Sehingga terhadap pibak yang melawan 

keputusannya dikenakan sanksi pidana (misalnya Pasal 160, 161, 211, 

212,216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP). 

Dengan demikian, pejabat-pejabat publik mempunyal kewenangan 

dalam mengambil keputusan-keputusan pemerintab yang menjadi 

· tugasnya sehari-hari dan oleh kerena itu tindakan-tindakan pejabat 

pemeriutab harus selalu diawasi agar tidal< tetjadi kesewenang-wenangan. 

Pengawasan ini menjadi aspek yaug sangat penting bagi berjalannya 

· pemerintaban. 

Dalam hal ini, jahatan Notaris adalah jabatan kepercayaan, tugas dan 

jabatan Notaris selalu diawasi oleh Majelis Pengawas yang bertugas 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, selain ltu 

pengawasan juga dilakukan dalam bentuk kode etik Notaris yang 

16Adjie (1), Op.Cit,, hal. 25-26. 

L
1Jbid., hal. 26. 
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merupakan sarana kontrol sosial,1s sehlngga dengan ketentuan ini,jabatan 

Notaris dapat mendukung gagasan mengenai pemerintahan yang baik dan 

bersih (clean and good governance). 

2.1.2. Pengertian Notaris sebagai Pejabat Umnm, Notaris Penggantj, 

Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. 

2.1. 2.1. Notaris sebagai Pejabat Umum 

Notaris sebagru Pejabat Umum ditegaskan dalam bab I Pasal I PJN 

(Ord Stbl. 1860 No. 3, mulru berlaku tanggal I Juli 1860), yang 

menyebutkan : 

Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk 
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan 
penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh 
yang berkepentingan dikehendaki ontuk dinyatakan dalam suatu akta 
otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akianya dan 
memberikan grosse. salinan dan k:utipannya, semuanya sepanjang 
pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak jnga ditugaskan 
atau dik~cualikan kepada pejabat atau orang lain.19 

Sedangkan menurut Pasal l ayat (I) UUJN " ... Notaris adalah Pejabat 

Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan 

lahmye sebagaimana dimaksud dalarn undang-undang ini .•. ," 20 

kewenangan lain yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur di dalam 

Pasal 15 UUJN dan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan 

perundang-undangan lainnya ( di luar ketentuan UUJN), dalarn arti 

peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan agar perbuatan 

hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris (sebagai contoh Undang

undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas}. 

18Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Cet. Ke~2, (Bandung : PT. Citra Aditya Baldi, 
2001), hal. 78. 

1~obing, Op.Cit .• haL 3L 

~ndonesia {I), Op.Cit., psi I ayat (I). 
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Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata hanya menerangkan definisi ak.ta 

otentik, ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai siapa 

yang dimaksud dengan Pejabat Urnum, serta tidak menjelaskan tempat di 

marla ia berwenang hingga batas-batas wewenangnya, sehingga pembuat 

undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan 

untuk mengatur· hal" tersebut, _dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

UUJN dan PJN adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 

KUHPerdata dan Notarislah yang dimaksud dengan Pejabat Umum itu.-21 

Notaris menjalankan sebagian fungsi publik dari negara khusus dalam 

bidang hukum perdata, seperti yang dimaksud dalam Openbaar 

Ambtenaar, dimana Notaris sebagai Pejabat Umum bertugas untuk 

memberikan pelayanan kepada umum (masyarakat) dalam pembuaran akta 

otentik sebagai alat bukti yang sempuma Otensitas akta Notaris 

ditentukan apabila dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, seperti 

yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Jabaran Notaris tidak 

ditempatkan di lembaga Yudikatif, Eksekutif atau{mn Legislatif, karena 

jabatan Notaris berhubWigan dengan pelayanan kepada masyarak~t 

sehingga nntuk menjamin kepastian hukumnya maka Notaris hams berada 

di dalam posisi netral, apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga 

lembaga tersebut maka Notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Posisi 

netral tersebut berlaku pula dalam pembuaran akta, Notaris tidak 

diperbolehkan Wltuk mem~at isi akta yang memihak kliennya, karena 

tugas Notaris adalah memberikan pelayanan tanpa membeda,bedakan 

status ataupWl kepentingannya, kecuali apabila melanggar peraturan 

perundang-Wldangan. 

Dengan memperhatikan beberapa pasal dari beberapa peraturan 

penmdang-nndangan yang melegitimasikan keberadaan Notaris sebagai 

Pejabat Umum, dan melihat tugas dan pekerjaan Notaris memberikan 

pelayanan publik (pelayanan pada masyarakat) untuk m,mbuat akta-akta 

otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pencatatan dalam buku 

21Tobing, Op.Cit., hal35. 
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daftar sura! di bawah tangan yang dibukukan (waarmerken) serta 

melakukan pendaftaran dalam buku daftar sura! di bawah Iangan yang 

disahkan (legaliseren) terhadap surat-surat atau akta-akla yang dibuat di 

hawah Iangan (L.N. 1916-46 jo. 43).22 

Menurut Pasal 3 UUJN, Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris 

ildalah: 

a. warga Negara Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. bcrumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; 
d. sehat jasmani dan rohani; 
e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua 

kenotarintan; 
f. telah menjalani magang atau nyata-nyata Ielah bekerja sebagai 

karyawan Notaris dalarn waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut 
pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas iekomendasi 
Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan 

g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejahat negara, advokat, 
atau tidak .sedang memangku jabatan lain yang oleh undang
undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris23 

Pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh 

Pemerintah, 24 dalam hal ini adalah Menteri yang bidang tugas dan 

tanggung jawabnya meliputi bidang kanotariatan, 25 "dangan demikian 

persyaratau Pejabat Umum ·adalah seseorang yaeg diangkat oleh 

Pemerintah dengan tugas kewenangan memberikan pelayanan publik di 

bidang tertentu, terpenulti olehjabatan Notaris.,. 

"Ibid., hal. 32-35. 

21 Indonesia (I), Op.Cil., psi. 3. 

24/bid., psi. 2, 

"Ibid., psi. layat (14). 

1'Tobing., Op.Cil,, hal. 37~39. 
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2.1.2.2. Nolaris Pengganti. 

Notaris Pengganti adalah " ... seseorang yang sementa:ra diangkat 

sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti~ sakit atau 

untuk sementara bexhalangan menjalankan jabatannya sebagai. 

Notaris .... " 21 Syarat untuk dapat diangkat me'1)adi Notaris Pengganti 

adalah " ... warga negara Indonesia yang berijazah srujana hukum dan Ielah 

bekelja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedik:it 2 (dua) tahun· 

berlurut ·turut. .. :'" 

Notaris Pengganti oleh undang-undang diberikan kewenangan dan 

ke~iban serta larangan yang sama dengan Notaris yang digantikannya,. 

(sebegalmana yang dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 

UUJN), sehingga seorang Notaris Pengganti bertugas melanjutken 

pelaksanaan jabatan Notaris yang digantikannya. Ketentuan pasal-pasal 

ini untak menjaga kesinambungan jabatan Notaris sepanjang kewenangan 

Notaris masih melekat pada Notaris yang digantikan." 

Menurut ketentuan Pasal · 32 ayat (I) UUJN, Notaris yang 

menjalanken cuti wajib menyetahkan Protokol Notaris kepada Notaris 

Penggantinya, apabila cutinya sudah berakhir maka Notaris Pengganti 

menyerahken kembali Protokol tersebut kepada Notaris, dan Notaris 

Pengganti tetap ·oertanggungjawali atas setiap akta yang dibuatnya 

walaupun Protokol tersebut relah disetahkan.30 

Susunau kepala akta yang dibuat oleh Notaris Penggaeti berbeda 

. dengan susunan kepala akta Notaris yang digautikannya, yaitu sebagai 

berikut : 

21Jndonesia ( 1), Op.Cit., psl. I ayat {3). 

"'Ibid., psL 33 ayat(!). 

29Habib Adjie (2), Hukum Notarls Indonesia, Tuftit' Tematik Torrhadap UU No, 30 Tuhun 2()1)4 
Tentang Jabatan Notaris, Cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal. 43. 

311Indonesia (I), Op.Cit., psi. 65. 
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-Berhadapan dengan saya, ABC, Sarjana Hukum, herdasarkan Surat 

Keputusan Majelis Pengawas 

tanggal \0-0l-2005 (sepuluh 

Daerah Notaris di Jakarta Selatan, 

Januari dua ribu lima). Nomor : 

!9/IJMPDN-JSICT/2095, pengganti dari XYZ, Sarjana Hukum, 

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama

namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: --------··:---------

Sadangkan susunan kepala akta Notaris yang digantilam, herbunyi sebagai 

berikut: 

-Berhadapan dengan saya, XYZ, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, 

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut 

pada hegian akhir akta ini. ----------------------------------------

2.1.2.3. Notari~ Pengganti Khusus. 

Menurut ketentuan Pasal I ayat ( 4) UUJN Notaris Pengganti Khusus 

adalah: 

seorang yang diangkat sebagai Notarls khusus untuk membuat akta 
tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai 
Notaris karena di dalaro satu daerah kabupaten atau kota terdapat 
hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang hersangkutan 
menurut ketentuan undang-undang · ini tidak boleh membuat akta 
dimaksud. 31 

Yang dimakaud Notaris tidak boleh membuat akta di atas adalah 

berkaitan dengan adanya Jarangan di daJarn Pasal 52 ayat (!) UUJN, 

dimana Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, 

isteri!suami, atau orang Jain yang mempunyai hubungan kekeluargaan 

dengan Notaris baik karena perkawinan maupun bubungan darah dalam 

garis keturunan !urns ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, 

"Ibid., psl. I ayat (4). 
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serta dalam garis ke sarnping sampai dengan demjat ketiga, serta menjadi 

pihak untuk diri perantaraan kuasa. 

Pengaturan Notaris Pengganti Khusus juga berkaitan dengan tempat 

kedudukan Notaris dan wilayah jahatan Notaris. Hal tersebut di atur di 

dalamPasall8 UUJN: 

I. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau 
kola. 

2. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah 
provinsi dari tempat kedudukannya. 32 

Jike substansi Pasal I ayat (4) UUJN dikaitkan dengan Pasal 18 

UUJN menjadi ketentuan yang tidak berguna. Jika di sebuah kebupaten 

atau kola hanya ada seorang Notaris, den Notaris tcrsebut ingin membuat 

akta untuk dirinya, maka Notaris yang bersangkutan datang saja kepada 

Notaris yang berkedudukan di kahupaten alau kola lain sepanjang masih 

daiam provinsi yang sama, sehingga tidak pelru mengangkar Notaris 

Pengganti Khusus untuk membuat akta untuk kepentingan Notaris yang 

bersangkutan,33 

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti Khusus sama 

dengan syarat pengangketan Notaris Pengganti, yaitu " ... warga negara 

Indoneaia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai 

karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut...:'" 

Kewenangan, kewajiban dan larangannya juga berlake ketentuan Pasal 15, 

Pasall6 danPasal17lJUJN. 

Ketentuan mengenai serah terima Protokol Notaris terhadap Notaris 

Pengganti Khusus berbeda dengan Notaris Pengganti. Menurut Pasal 34 

ayat (2) UUJN, penlll\iukkan sernentara Notaris Pengganti Khusus tidak 

disertai dengan serah terima Protokol Notaris, karena pada saat bersarnaan 

31Jbid .• psL 18 . 

. n Adjie (2), Op.Cit., hal. 44. 

34Indonesia (i), Op.Cit., psl. 33 ayat (1). 
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Notaris yang digantikan masih berwenang untuk melaksanakan 

jabatannya, sehlngga . Protokol Notaris tetap dipegang oleh Notaris 

tersebut, tetapi Notaris Pengganti Khusus wajib untuk diambil 

sumpahljanji jabatannya (Pasal 34 ayat (3) UUJN). Notaris Pengganti 

Khusus juga turut. bertanggung jawab atas akta tertentu yang Ielah 

dibuatnya. 

2.1.2.4. Pejabat Sementara Notaris. 

Menurut Pasal I ayat (2), yang dimaksud dengan Pejabat Sementarn 

Notaris adalah " ... seorang yang sementarn rnenjabat sebagai Notaris 

untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, dibarhentikan 

atau diberhentikan sementara .... n 
35 Penunjukkan Pejabat Sementara 

Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia, diberhentikan (dengan tidal< 

hormat) atau diberhentikan sementara di dalam pasal ini mempunyai 

penafsiran yang berbada dengan pasal yang diatur di dalam Peraturan 

Menteri Hokum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 

M.OI-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 

Perpindahan dan Pemberhentian Notaris. 

Notaris yang meninggal dunia dan diberheotikan (dengan tidal< 

hormat) atau diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 

21 ayat (4), Pasa!34 ayat (3) dan Pasal32 ayat (1) Permen Kum&Ham 

No. M.OJ-HT.03.01 Tbn. 2006, wajib menyerahkan protokolnya kepada 

Majelis Pengawas (Menteri) yang kemudian akan menunjuk Notaris lain 

untuk menyimpan protokol tersebut sebagai Pemegang Sementara 

Protokol Notaris, 36 sehingga berdasarkan ketentuan terse but penyerahan 

dan penunjukkannya bukan kepada Pejabat Sementara Notaris, melaiukan 

kepada Pemegang Sementara Protokol Notaris. 

n ibid., psi. 1 ayat (2). 

3~ndonesia {:3). Pcraturan Menteri Hukum dan Hak: Asas! Manusia Republik Indonesia tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhent!an Notaris, Permen Kum&Ham No. 
M.Ol·HT.03.01 TahWJ2006, psi. 21 ayat (4), psi. 34 ayat (3), psl32 ayat (!). 
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Tetapi apabila pengertian meninggal dunia dalam Pasal I ayat (2) 

dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UUJN, maka dapat 

disimpulkan bahwa apabila Notaris meninggal dunia pada saat 

menjalankan cuti maka Pejabat Sementara Notaris bertugas untuk 

. meneruskan pelaksanaan jabatan yang belum selesai, yaitu paling lama 30 

(tiga pulah) bari sejak Notaris tersebut meninggal,37 Pejabat Sementara 

Notaris memegang protokol Notaris tersebut dan akan menyerahkannya 

kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 ( enam pulah) hari 

terhltung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.'' 

Substansi Pasal I ayat (2) UUJN menimbulkan kerancuan terhadap 

Notaris sebagai suatu jabatan. Notaris dalam menjalankan tugas dan 

jabatannya dibarikan wewenang tertentu. Notaris yang meninggal dunia 

dan dibarhentikan dengan tetap tidak mempunyai kewenangan lagi, 

artinya jabatan Notaris yang disandangnya telah berhenti dan tidak akan 

kembali sebagai Notaris, oleh karena itu protokol Notaris yang 

bersangkutan disimpan oleh Notaris lain sebagai Pemegang Sementara 

Protokol Notaris, sedangkan untuk Notaris yang diborhentikan semen tara 

maka untuk. sementara wak:tu ia tidak mempunyai kewenangan untuk 

menjalankan tugas jabatannya, sehlngga tidak logis apabila orang yang 

sudah tidak mempunyai kewenangan (selnentara waktu), tetapi 

kewenangannya itu dija!ankan oleh orang lain dengan mengangkat Pejabat 

Sementara Notaris. 3~ 

2.1.3. Sejarah Notaris 

Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia, 

pada mulanye lembaga Notarial ini dibawa dari ltalia ke Perancis hlngga 

akhimya rneluas ke negara-negara lain. Lembaga ini muncul dari kebutuhan 

dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya, 

31Indonesia(l). Op.CII., pst 35 ayat (3). 

nlbid., psi. 35 ayat(4). 

:wAdjie (2), Op.Cil., hal. 42-43. 
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mengenai hubungan hukum keperdataan yang terjadi di antara mereka. Sejarah 

lahimya Notaris diawali dengan lahimya profesi Scribae pada zaman Romawi 

kuno permulaan abad Masehi. 

Scribae adalah seorarig terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta 
akan sebuah kegiatan atau keputusan, kemudian membuat salfnan 
dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat, yang sangat 
dibutuhkan karena sebagian besar Masyalakat bula huru£.40 

" ... Kata Notaris berasal dari kala Notarius (majemuknya Notarir), yang 

pada zarnan Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan 

· pekeljaan menulis:.:."'' Fungsi Notarius berbe<la dengan fungsi Nolaris pada 

masa sekarang, dimana pada abed ke-dua sesudah Masehi, istilah ini menjadi 

istilah bagi golongan orang penulis cepat atau Sterwgrafor, sadangkan tauda 

atau karak:ter yang dipakai dalam panulisan cepat disebut Stenograjie, 

ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro pada tahun 63 BC (sebelum Maselti), pada 

zaman Romawi. 42 Pejabat-pejahat yang dinamakan Notarii ini merupakan 

pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani publik 

(umum), tugas utama Nolarii adalah W:ltuk menuliskan segala sesuatu yang 

dibicarakan dalam konsistorium Kaisar pada rapat -rapat yang membahas soal di 

· bidang kenegaraan. 

Pada permulaan abad ke-tiga sesudah Maseru, muncul pejabat-pejahat yang 

melayani publik yang dinamakan Tabelliones. Tabelliones diarnbil dari kala" ... 

tabulae yang berarti plat berlapis Jilin yang dipakai untuk menulis ... ,"'' mereka 

adalah pejabat yang menjalankan tugas sebagai penulis untuk publik yang 

membutuhkan keahliannya dalarn membuat surat-surat atau akta-akta, tetapi 

surat-surat yang dibuatnya tldak mempunyai sifat ambtelijk yaitu sifat jahatan 

40Saputro, Op.Cit., hal. 40. 

41R. Soegondo Notodisoetjo, Hukum Notarial di Indonesia Sualu Penjela:mn, Cet·2, (Jakarta: PT. 
R.jaGmfindo Persada, 1993), hat 13. 

42Saputro, Op.Cit., bal. 41. 

43lbid. 
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negeri, tidak mempunyal sifat otentik sehingga kekuatannya seperti akta di 

bawah Iangan, oleh karena itu mereka barada di bawah pengawasan 

Kebaklman. " ... Jabatan Ta!Jelliones tidak mempunyai sifat kepegawaian dan 

juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasrum tllllum untuk melakukan 

sesuatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang ... ,"" sehingga jabatan 

Tabelliones in.i rnempunyai beberapa persamaan dengan Notaris pada zaman 

sekarang. 

Disamping Tabelliones, terdapat pula apa yang dinamakan Tabularli, yaitu 

" ... pegawai-pegawai yang bertugas untuk memegang dan mengetjakan buku

buku keuangan kota-kota serta mengadakan pengawasan terhadap administrasi 

dari magistrat kota .... n-4S Selain itu. mereka ditugaskan pula untuk menyimpan 

sural-sural (dokumen-dokumen) bahkan diberi wewenang untuk membuat akta, 

dengan demikian publik lebih banyak mengalihkan perbatiannya kepada 

Tabularii dan lebih suka mempergunakan jasa-jasa mereka di bandingkan 

dengan Tabelliones) karena Tabularii mempunyai sifat ambrelifk dan berhak 

menyatakan secara tertulis terjadinya tindakan-tindakan hukum. 

Sekitar ahad ke-lima sesudah Masehi, kerajaan Romawi Barat diduduki 

oleh bangsa Lombardia, raja-raja Longobarden menjalankan kerajaannya 

dengen mempergunakan sistem pemerintaban Romawi Barat. Pada zaman itu 

Notarii kerajaan ditunjuk dari Tabelliones yang cakap, sehingga Tabelliones 

yang ditunjuk oleh kerajaan mempunyai kedudukan lebih terhormat di mata 

rakyat dibanding dengan Tabelliones biasa, mereka dianggap sebagai Pejabat 

!slana tanpa pengangkatan, dan nama Tabe//iones tersebut diganti menjadi 

Notarius. Namun akhirnya pada abad ke-delapan sesudah Masehi, Kerajaan 

Lombardia ditundukkan oleh Karel de Grote, Raja dati bangsa Frank. 

Setelah penundukkan tersebut, Karel de Grote menjalaukan kekuasrumnya 

dengan mengadakan perubaban-pembahan dalarn bidang hukum peradilan yang 

turut memberikan pengareh basar terhadap pembahan di bidang Notariat, yaitu 

ia membagi Notaris menjadi NotarH untuk Konselor Raja dan Konselor Pau~ 

44Tobing. Op.Cit.. hal. 7. 

·~otodisoeUo. Op.Cit., hal.l4. 
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serta Tabelio dan C/ericus untuk Gereja lnduk dan Pejabat-pejabat agama yang 

kedudukannya lebih rendab dari Paus. Selain itu salab satu perubaban yang 

terpenting yang telah dilakukan oleh Karel de Grote yaitu : 

Pemberian perintah kepada para Komisaris Raja_ guna menjamin 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan di berbagai bagian dari 
kerajaan ·Perancis, untuk memperbantukan seorang Notarius atau 
Cancellarius pada badan-badan peradilan di tiap-tiap daerah kekuasaan 
Graaf, terutama dengan tugas untuk menuliskan semua apa yang teijadi 
pad a sidang-sidang peradilan terse but. 46 

Kemudian sejalan dengan perkembangan, Tabellionat dan Notarial 

Pengadilan mulai tergabuilg dalam satu badan yaitu Corporalie, Notarii dari 

Corporatie ini dianggap sebagai satu-satunya pejabat yang berhak untuk 

membuat akta-akta, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

Pada abad ke-sebelas sampai dua belas sesudab Masehi, Italia Utara 

menjadi sebagai daerah perdagangan utama, yang. merupakan daerah asal dari 

lembaga Notariat Latijnse Notarial. Hal ini terlihat dari " ... diangkatnya Notaris 

oleh Penguasa Umum, bertujuan rnelayani kepentingan masyarakat umum, dan 

menerima honorarium atas pelayanan yang telah diberikan .... " 47 Pada tahun 

1888, terbitlah buku Formularium Tabellionum oleh Imerius, pendiri sekolah 

Bologna, dalam rangka peringatan 8 (delapan) abad sekolab hokum Bologna. 

Seratus tahun kemudian diterbitkan Summa Artis Notariae oleh Rantero dari 

Perugia, kemudian pada abad ke-tiga belas buku dengan judul yang sama 

diterbitkan oleh Ro/andinus Passegeri, yang kemudian juga menerbitkan Flos 

Tamentorum. 

Selilentara itu, kebutuhan atas profesi Notaris telah sampai ~i Perancis. 

Pada abad ke-tiga belas, lembaga Notariat memperoleh puncak 

perkembangannya. Raja Lodewijk de Hei/ege merupakan tokoh ketatanegaraan 

46-yobing, Op.Cit., hal. 9. 

47Saputro, Op.Cit., hal. 45. 
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Perancis, yang banyak berjasa da!am pembuatan undang-undang khusus di 

bidang Notariat, yang menjadi oontoh bagi undang-undang selanjutnya. 

Pada 6 Oktober 1791, pertama kali diundangkan undang-undang di bidang 

Notariat, yang menghapuskan perbedaan di antara berbagai macam Notaris 

menjadi satu jcnis Notaris~ dimana '1
••• undang~undang tersebut juga 

mengbapuskan ketentuan bahwa jabatan Notaris ketentuan bahwa jabatan 

Notaris dapat dijual dan diwariskan .... "48 Namun pada tanggal 16 Maret 1803, 

undang-undang tersebut kemudiatf diganti dengan Ventosewel, Undang-undang 

dari 25 Ventose an XI, yang menjadikan Notaris sebagai Ambtenaar dan berada 

di bawah pengawasan Chambre Des Notaries, serta memperkenalkan 

pelembagaan Notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi 

kepentingan masyatakat umum, agar Notaris dapat melakukan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya49 

Sete1ah Notariat mencapai puneak perkembangannya, maka pada abad ke

empat belas, profesi Notaris mengalami kemunduran karena penjualan jabatan 

Notaris oleh Pengnasa yang dilatarbe1akangi faktor uang, tanpa memperhatikan 

keahlian dan kesiapan Notaris, sehingga hal tecsebut menimbulkan keiugian 

kepada masyatakat dan berakibat adanya ketidakpercayaan masyatakat terhadap 

Notaris serta timbul ucapan-ucapan scperti ·~ ... Ognorantia notariorum, panis 

advocatorum, yang becarti kebodohan dari para Notaris adalah pen<iaharian bagi 

para Pengnoara, ... ""' Kemerosotan di bidarig Notariat ini tidak hanya teijadi di 

ltalia saja, tetapi juga di negara-negara lainnya. 

Sejarah Notarial di Indonesia tidak 1epas dari sejarah Notariat di Belanda 

dan Perancis. Pada abad ke-tujuh balas, penjajahan pemerintah kn1onial Belanda 

Ielah dimulai di Indonesia, Be1anda mengadaptasi Ventosewet dari Perancis dan 

melakukan penyempurnaan terhadap beberapa pasalnya, hingga dikeluarkanlah 

Undang-undang tanggal 19 Juli 1842 (Ned Stb no. 20) tentang Jabatan Notaris 

atau dikenal dengan Notariru•et dan sesuai dengan a.~ konkordasi, undang~ 

~9Loc.Cil. 

~obing, Op.Cit., hat 1 I. 
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undang itu juga berlaku di Hindia Belanda atau Indonesia. Adapun perbedaan

perbedaan terpenting antara Ventosewet dengan Notariswet antara lain sebagai 

berikut: 

1. Ventasewet mengenal 3 (tiga) golongan Notaris, yakni 
Hofootarissen. Arrondissementsnotarissen dan Kantonnotarissen, 
yang berturut-turut mempunyai ternpat kedudukan dan menjalaukan 
tugas jabatannya di selundl daerab hukum dari "Gercchtshor', 
"Rechtban!C', uKantongerechf'. Notariswet hanya mengenal satu 
maeam Notaris di!Jl tiap-tiap Notaris, dengan tidak mengadakan 
pembedaan, berwenang untuk menjalankan tugas jabatannya di 
selundl daerah hukum dari "Recht bane', di dalam daerah hukum mana 
Notaris itu bertempat keduduka!L 

ii. Berdasarkan ketentuan <!!"am Ventosewet diadakan yang dinamakan 
"Chambres des Notaires" yang mempunyai tugas rangkap, ynitu 
melakukan pengawasan terhedap para Notaris dan menguji para 
Notaris. Oleh kerena badan ini menurut penilaian pembuat undang
undang tah1m 1842 di dalam me!lialaukan tugasnyn tidak mencapai 
tujuannyn, maka badan ini dihapusken dan pengawasan terhedap para 
Notaris diserahkan kepada badan-badan peradihm, sedang tugas 1mtuk 
mengadakan ujian para Notaris mula-mula dipercayakan kepada 
"gereclrtshoven" dan kemudian dalam tahun 1878 dijadikan Ujian 
Negara. 

iii:. Ventosewet mengharuskan adanya suatu masa magang bagi para calon 
Notaris selama 6 (enam) tahun dan penyerahan sertifikat yang 
dinamakan '~certificate de moralite et de capacite" (keterangan 
berkelakuan baik dan memiliki kecakapan) dari caJon polamar yang 
diberikan oleh " Chambre de discipline" dari daerah hukum kamar, di 
mana caJon Notaris itu hendak menjalankan tugas jabatannya. Dalam 
tahun 1842 masa magang ini dibapuskan berdasarkan pertimhangan 
yang semata-mata bersifut teoritis dan tidak tepat, bahwa tidak 
menjadi soal darimana seseorang mendapatkan keahliannya itu~ a.sal 
saja ia memilikinya dan lag! pula suatu jangka wak!n tertentu mungkin 
bagi seseorang adalah terlalu lama. sehingga sebagai penggantinya 
diadakan Ujian Negara. 

iv. Menurut Ventosewel suatu akta Notaris hanya dapat dibuat di badapan 
2 (dua) Notaris tanpa saksi-saksi atau di hadapan seorang Notaris dan 
2 (dua) orang sakai. Notariswet 1842 mengbapuskan ketentuan itu dan 
menetapkan pembuatan akta dilaltukan dihadapan seorang Notaris dan 
2 (dua) saksi, kecuali untuk pembuatan akta superskripsi dan sural 
wasiat rahasia, dengan aneaman batal demi hukum, jika tidak 
dilakukan demikian. sr · 

' 1 Ibid., haL 13-14. 

• 
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Notaris pertarna yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Ke/chem, 

Sekretaris dari College van Schenpenen di Jakarta, pada tanggal 27 Agustus 

1620, ia menjabat jabatan Natarius Publicus dalam wilayah kota Jakarta dan 

menjalankan jabatannya itu secara baik dan patut selayaknya seorang Notaris. 

Selanjutnya, untuk. memenuhi kebutuban akan Notaris ·di Jakarta serta di luar 

kota Jakarta, maka berturut turut diangkai beberapa Notaris lainnya . oleh 

penguasa-penguasa setempat, dengan · demiklan Notariat mulai berkembang di 

wilayah Indonesia 

Pada tahun 1&33 (Sib/. No. II) dengan Resolusi Gubemur Jenderal 7 Maret 

1822 No. 8, dikeluarkan lnstruksi untuk Notaris (Instructie vaor de Notarissen ), 

yang mengatur lebih luas mengenai jabatan Notaris. Kemudian pemerintah 

Belanda mengeluarkan kembali peratunm perundang-undangan baru mengenai 

Notariat di Indonesia, yang telah disesuaikan dengan perundang-undangan 

Notarial di Belanda, sehingga pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah 

Reglement op het NQ/arisambt in Neder/ands lndie (Stbl 1860 No.3) yang 

berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, dan dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris 

(selanjulnya disebut PJN), menggantikan lnstructie voor de Notarissen 

sehingga undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang 

adalah berakar dari peratunm kenotariatan Perancis yang telah disempurnakan 

oleh Belanda. " •.. Peratunm Jabatan Notaris adalah copie dari pasal-pasal dalam 

Notariswet yang berlaku di Indonesia. .. :.s2 

Setelah Indonesia merdeka, terjadi kekosongan Pejabat Nataris 

dikarenakan Notaris yang berkewarganegaraan Belanda hams meninggalkan 

jabatannya di Indonesia, sehingga Pemerintah mengundangkan Undang-undang 

Nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakll Notaris Sementarn. 

Pilsal 4 undang·undang ini mengatur behwa untuk menjadi Wakil Notaris 

(sementarn) tidak perlu lulus ujian keseluruhan tetapi cukup satu atau dua 

bagian dari ujlan, bagi mereka yang telah memilikl ijazah dianggap cukup 

memilikl pengetahuan dan keterampilan. Hal ini dilakukan karena situasi dan 

kondisi yang mendesak,. guna mengisi kekosongan Pejabat Notaris di Indonesia. 

~Saputro, Op.Cit., hal. 48. 
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Setelah keadaan Notarial di lndonesia sudah mulai membaik, Pemerintah 

tetap mempertahankan PJN sebagai satu-satunya undang-undang yang 

mengatur kenotariatan di Indonesia. Dalam hal ini apa yang diatur di dalam P JN 

tersebut banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. 

Hingga pacta tanggal 6 Oktober 2004, diundangkanlah Undang-undang N0mor 

30 tahun 2004 lentang Jabatan Notaris, yang tidak Jerlepas dari peljuangan 

Ikatan Notaris Indonesia (IN!) sejak tahun I 970an, dahun membangun undang

undang kanotariatan yang baru dan sejalan dengan perkembangan 'hukum dan 

ekonomi di Indonesia. 

2.1.4. Cuti Notaris 

Pengertian cuti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti 

sebegai " ... libur, tempoh, pakan.si; beberapa lamanya tidak bekerja (untuk 

beristi.rnhat dsb}, perlop.,.,"53 Notaris oleh undang-undang diberikan hak untuk 

mengajukan euti dengan jurnlah waktu cuti keseluruban paling lama 12 (dua 

belas) tahun selama menjalankan jabatannya."' Dengan ketentuan hak euti dapat 

diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 ( dua) tahun," oleh 

karena itu apabila Notaris hendek menggunakan hak cutinya maka ia 

diwajibkan untuk menjalaukan jabatannya terlebih dahulu serta diwajibkan 

untuk menunjuk seorang Notaris Pengganti." 

Ketentuan mengenai cuti Notaris diatur pula di dalam PJN, jika 

dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di Belanda, maka terdapat 

perbedaan-perbedaan sebagai berikut : 

l. Notaris di negeri Belanda dapat tanpa cuti meninggalkan tempat 
kedudukannya selarna 14 (empat belas) hari, sedang Notaris di 
Indonesia hanya selarna 3 (tiga) hari berturut-turut. 

53Tlm Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Op.Cil .• hat 218. 

'
54 Indonesia (l). Op. Cit., psl. 26 ayat (3). 

55/bid .• pst 25 ayat {2). 

"Ibid., psi. 25 aya! (3). 
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2. Notariswet hanya mengenal satu macam cut:4 yakni cuti atas 
pennintaan dari Notaris itu sendiri, sedang PJN mengenal 2 (dua) 
rnacarn cuti, yakni cuti atas permintaan NOtaris- sendiri dan cuti karena 
berhalangan sementara, )'llllg diherikan atau atas permintaan atau 
karena jabatan. Di negeri Belanda tidak diberikan cuti dalam hal 
Notaris berhalangan karena sakit atau sebab lain, akan tetapi diadakau 
pengganti dari Notaris itu berdasarkan ketentuan dalarn psi. 53 

_ Notariswet, yakni atas pennintaan Notaris yang bersangkutan atau 
istarinya atau salab seorang dari keluarganya ;'edarab atau keluarga 
semenda. 

3. Lamanya cuti begi Notaris di Belanda tidak terbatas, sedang untuk cuti 
begi Notaris di Indonesia diadakan pembatasan. 

4. Cuti begi Notaris di negeri Belanda dibarikan oleh satu instansi, sedang 
di Indonesia boleh lebih dari satu instansi.57 

PJN juga memberikan penjelasan mengenai pejabat-pejabat mana yang 

berwenang untuk memberikan cuti dan untuk berapa lama cuti dapat diberikan 

oleh pejabat-pejabet tersebut, yaitu dijelaskan sebagai berikut : 

a. cuti )'llllg larnanya tidak lebib dari 6 (enam) bulan, demikian juga 
perpanjangan dari cuti sedemikian, yang keseluruhan jangka waktunya 
tidak melebihi 6 (enarn) bulan, diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri 
darl tempat di mana Notaris mempunyai kedudukan; 

b. cuti yang laruanya lebih dari 6 (enam} bulan dan perpanjangan cuti 
sademikian, dengan tidak mengindahkan berapa lamanya perpanjangan 
cuti itu, demikian juga perpanjangan cuti yang dimaksud pada sub a di 
atas sampai jangka waktu lebih dari 6 (enarn) bulan, diberikan oleh 
Menteri Kehakiman; · 

c. untuk cuti dan perpanjangan cuti dalarn hal banding, 
diberikanlditetapkan oleh Presiden (dabulu Gub. Jenderal)." 

Sedangkan di dalarn UUJN, prosedur pengajuan hak cuti Notaris diuralkan 

di dalam Pasal 27 hingga Pasal. 32, seorang Notaris dapat meng,Yukan 

pem1.ohonan cuti yaitu dengan cara tertulis dan disertai usulan penunjukkan 

Notaris Pengganlinya Permohonan tersebut kemudian diajakan kepada pejabat 

yang berwenang memberikan izin cuti, dengan ketentuan diajukan kepada : 

51 Tobing, Op,Cit .• bal. 74. 

$1 Ibid., hal. 88. 
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a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lcbih dari 
6 (en am) bulan; 

b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 
(enam) bulan sampai dengan I (satu) tabun; atau 

c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari I (satu) 
tahun.59 

Sehingga, apabila seorang Notaris yang be.rlempat kedudukan di 

Kotamadya Jakarta Selatan ingin menggunakan hak cutinya selama 2 (dua) 

bulan dalam rangka menunaikan ibadab baji, maka Notaris tersebut mengajukan 

permohonan cutinya kepada Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan, karena 

ia menggunakan bak cutiuya tidak lebih dari 6 {enam) bulan dan 

mengajukannya kepada Majelis Pengawas Daerah tempat dimana Notaris 

tersebut berkedudukan. 

Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang, 

penolakan permohorum cuti berus disertai dengan alasan penolakan. 

Berdasarkan Pasal 38 ayat {2) Permen Kum&Ham No. M.Ol-HT.03.01 Tho. 

2006, alasan ditolaknya permohonan cuti antara lain : 

a Masa jabatan Notaris yang mengajukan permob.onan cuti balum 
mencapai 2 {dua) 1ahun tethitung sejak melaksanakan sumpah jabatan 
Notaris; 

b. Notaris yang bersangkutan telah menjalani cuti selama 12 (dua belas) 
tahun; atau 

c. Permohonan cuti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 
ayat 2 {yaitu tidak melengkapi dokumen..ctokumen yang wajib Wltuk 
dilampirkan) .•• 

Surat pennohorum wajib di!ampirkan dengan dokumen barnpa: 

I. Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindab sebagai Notaris 
yang disahkan oleh Notaris; 

.!!'Indonesia (t), Op.Cit .• psL 21 ayat (2). 

66Indonesia {3), Op.Cit., psL 38 ayat (2). 
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2. Fotokopi yang disahkan dari berita acaraswnpahljanji sebagai Notaris; 
3. Fotokopi sural yang menjadi dasar untuk cuti yang disahkan oleh 

Notaris; 
4. AsH sertifikat cuti Notaris.61 

Sertifikat cuti mcmuat data pengambilan cuti yang dicatat dalam buku 

register cuti Notaris serta ditandatangani oleh Majelis Pengawas. Permohonan 

sertifikat cuti diajukan dalam waktu paling lar!lll 90 (sembilan puluh) hari 

setelah Notaris yang bersangkutan disumpah sebagai Notaris dan diterbitkan 

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan 

diterima secara lengkap. 

Petmohonan sertifikat euti wajib dilampirkan dengan dokumen berupa : 

a. Fotokopi surat keputusan pengangkatan Notaris yang disuhkan oleh 
Notaris; 

b. Fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris; 
c. Kertas dobel folio 2 (dua) lembar; 
d. Meterai secukupnya 2 (dua), lembar; dan 
e. Perangko pos secukupnya. 2 

Notaris yang mengajukan perrnohonan cuti wajib menyampaikan laporan 

permohOnan cuti dengan melmnpirkan sertiflkat cuti dan harus sudah diterima 

o!eh Majelis Pengawas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelwn 

waktu cuti dimulai, kecuali ada alasan lain yang dapat diterima. 

Apabila permohonan cuti ditolak, maka Notaris dapat mengajukan banding 

kepada Majelis Pengawas Wilayah jika penolakan permohonan cuti ter:;ebut 

dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah, dan apabila penolakan 

· permohonan cuti dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan 

banding kepada Majelis Pengawas Pusat. 

Setelah seluruh persyaratan-persyaratan di atas telah dilengkapi, 

permohonan cuti dapat diterima oleh pejabat yang berwenang dengan 

61lbid., psi. 39 ayat (2). 

62/bid,, psl40 ayat (3). 
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mengeluarkan surat keterangan izin cuti, dirnana menurut Pasal 29 ayat (1) 

UUJN, surat keterangan tersebut paling sedikit memuat; 

a,, Nama Notaris; 
b. Tanggal dimulai dan berakhimya cuti; dan 
c. Nama Notaris Pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris 

Pengganti tersebut sebagaimana diatur .di dalam peraturan peiundang
undangan.., 

Dokumen yang mendukung Notaris Pengganti adalah sebagai berikut : 

l. Fotokopi ija:zah paling rendah srujana hukum yang disahkan oleh 
perguruan tinggi yang bersangkutan; 

2. Fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris; 
3. Fotokopi alrta kelahiran yang disahkan oleh Notaris; 
4. Fotokopi alrta perkswinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh 

Notaris; 
5. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat; 
6. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintahi 
7. Pasfoto terbaru berwama uknran 3x4 em sebanyak 4 (empat) lembar; 

dan 
8. Daftar riwayat hidup. 64 

Dcngan ditunjuknya Notaris Pengganti, maka Notaris yang rnenjalankan 

cuti wajib menyerahkan Protokolnya kepada Notaris Penggantinya, dengan 

kstentuan apabila cutinya sudah berak.hir, Notaris Pengganti tersebut akan 

menyerahkan kembali Protokol tersebut kepada Notaris yang bersangkutan. 

Hal ini dilakuksn untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris. 

2.1.5. Aida Notaris. 

2.1.5.1. Pengertian Akta Notaris sebagai Aida Otentik 

Menurut Prof. R. Soebekti, S.H yang dinarnakan A.ksl adalalt '' ... 

suatu lulisan yang mern!Ulg dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti 

"'ndonosia (I), Op.Cil., pst. 29 a)'l't (t). 

"Ibid., penjelasan pst. 29 oynt(l) huruf c. 
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tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. .. ,"" sedangkan Dr. Sudilmo 

Mertokusuma, S.H. berpendapat ball\va yang dimaksud akta adalah " •.. 

surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang 

menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula 

- dengan sengaja untuk pembuktian ... ,"~ agar suatu surat di~but Akta 

maka: 

a, Sural harus ditandatangani. 

Keharusan ditandatangani sesuatu surat uutuk dapat disebut akta 

ditcntukan dalam Pasall874 ayat (!) KUHPerdata, yang berbunyi : 

Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta 
yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register
register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tufisan 
yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. 67 -

Tujuan dari keharusan ditandatangani adalah wttuk memberikan 

ciri atau untuk mengindividua!lsasi sebuah ak:ta yang satu dengan 

akta yang lainnya, sebah tanda Iangan dari setiap orang mempunyai 

ciri tersendiri yang. berbeda dengan tanda tangan orang lain, dan 

dengan penandatanganannya, seseorang dianggap menjamin tentang 

kebenaran dari apa yang ditulis dalarn akta tersebut. 

b. Sural barns memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau 

perikatan. 

Surat tersebut harus berisikan suatu keterangan yang dapat 

menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut 

6:\R. Subekri (1), Hulrnm Pembuktian, {Jakarta : Pradnya Paramita, 1987), hal 27. 

f>bgunaryati Hartono, Penelitian. Hukum di indonesia pada Aklrir A bad ke~20, Cet. ke-1, (Bandung 
:Alumni, 1994), haL 33. 

"
1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet hoek). Op. Cit., psi 1874 ayat (1). 
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dalam swat haruslah merupakan perisliwa hukum yang menjadi 

dasar dari sualu hak atau perikalan. 

c. Sural diperuntukkan sebagai alal bukli. 

Sural dibuat secara sengaja untuk dijadikan alat bukti. Menurul 

ketentuan Aturan Bea Malerai Tahun 1921 Pasal 23 ditentukan 

bahwa semua tanda yang ditandatangani yang diperbuat sebagai 

buktinya perbuatan kenyataan atau keadaan yang barsifat Hukum 

Perdata dikenakan bea materai tetap sebesar Rp. 25,- (dua puluh 

lima Rupiah). Oleh karena ilu sesuatu sural yang akan dijadikan alai 

pembuktian di pengadilan harus ditempeli baa maleriti secukupnya 

{sekarang sebasar Rp. 6.000,- (enarn ribu Rupiah)). 

Berdasarkan ketentuan dan "J'lll'31-syaral tersebut di atas, maka sural 

jual bali, sural sewa menyewa, bahkan sehelai kwitansi adalah suatu akta, 

karena dibual sebagai alat bukti dan suatu pecistiwa hukurn dan 

ditandatangani oleh yang berkepantingan. 

Alat-alat bukti yang di atur di dalam Pasal 1866 KUHPerdata. terdiri 

atas: 

a. Bukti lulisim; 
b. Bukti dengan saksi-saksi; 
e. Persangkaan-persangkaan; 
Q, Pengakuan; 
e. Sumpah;68

_ 

Akta Notacis adalah dokumen atau akta resmi yang dikeluarkan oleh 

Notacis berupa alat bukti tulisan yang merupakan salah satu dari alal-alat 

bukti yang diatur di dalarn pasal tersebut, yang mempunyai kekuatan 

pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris sebagai akta otentik tidak 

perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selarna ketidakbanarannya 

liM Ibid .• psl1866. 
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" 

tidak dapat dibuktil<an, tetapi akta otentik itu masih dapat dilumpuhkan 

oleh bukti lawan, " ... terhadap pihak ketiga alat bukti akta otentik itu 

merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas yaitu bahwa 

penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan Hakim ... :"' Akta Notaris 

merupakan bukti yang sempurna dan merupakan earn pembuktian yang 

paling utama, 70 jika seluruh ketentuan prosedur pembuatan akta 

terpenuhi, namun apabila prosedur tersebul tidak dipenuhi maka akta 

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. 

Berdasarkan Ketentuan Umum Bab I Pasal I ayat (7) UUJN, akta 

Notaris " ... adalah akta otentik yang dibuat oleh atau diltadapan Notaris 

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan .... "71 Akta yang dibuat oleh 

Notaris disebut Relaas Aleta atau Akta Berita Aeara, yang berupa uraian 

Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para 

pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan ke dalarn Akta 

Notaris. Sedangkan Akta yang dibuat dihadapan Notaris disebut Parlij 

Aleta atau Akta Pihak, yaitu berupa uraian atau pernyataan para pihak 

yang diberikan di hadapan Notaris, untuk dituangkan ke dalam Akta 

Notaris.72 Akta otentik tidak hanya dibuat oleh Notaris, tetapi juga oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPA T), Pejabat Lelang, dan Pegawai 

Kantor Catatan Sipil.11 

Adapun perbedaan yang dapat diuraikan antara alat bukti akta Notaris 

sebagai akta otentik dengan akta yang dibuat di bawah tangan, yaitu 

sebagai berikut : 

®Sudikno Mertokusumd, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet 2, (Yogyakarta : Liberty, 1985), 
haL 125. 

7fiR. Subekti (2). PokokrPokok Hulwm Pmlata, Cet XXVI, (Jakarta: PT.lntermasa, 1994), hal. 
180. 

71Subekti (I), Op.Cil., hal. 28. 

'1:-obing, Op.Cil., hal. SL 

"M. Ali Boediano. Kompilasi Kaidah Hukum Putusan MMI«lmah Agung. Hukum Acara Perdata 
Serengah Abad, (Jakana: SWll Justitia. 2005), hal. 146. 

Untvendtas lndonesla 

--···--
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KeteraDgan 

DasarHukum 

Bentuk 

Kekuatan 

Pembuktian 

Akta Notaris sebagai Akta di Bawah Tangan 

Akta Otentik 

Pasal l ayat (7) UUJN, 

Pasal 1868 KUHPerdata 

Pasall875 KUHPerdata 

Dibuat dalam bentuk yang Dibuat dalam bentuk 

sudab ditentukan oleh yang tidak ditentukan 

undang-undang (Pasal 38 oleh undang-undang, 

UUJN), dibuat dihadapan tanpa perantara atau 

Pejabat-pajabat yang tidak dihadapan Pejabat 

diberi wewenang dan di Umum yang berwenang. 

tempal di mana akta 

tersebut di buat 

Mempunyai kekuatan Mempunyai kekuatan 

pembllktian yang pembllktian sepanjang 

sempurna. Kesempumaan pam pihak mengakuinya 

akta Notaris sebagai alat (mengakui apa yang ada 

bukti, maka akta tersebut di dalam akta dengan 

harus dilibat apa adanya, membubuhkan tanda 

tidak perlu dinilai atau tangannya) atau tidak 

ditafsirkan lain, selain ada penyangkalan dari 

yang tertulis dalam akta salab satu pihak. Jika 

terse but. ada salab satu pihak 

yang tidak mengakui, 
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maka beban pembuktian . 

di~an kepada pihak 

yang menyangkal 

tersebut, dan penilaian 

penyangkalan 

di~kepada 

Hakim. 
. 

Tanggal Akta Mel\iamin kepastian Tidak menjamin 

tanggal (Pasal l P JN). kepastian tanggal. 

Kekuatan Grosse Akta Otentik Tidak mempunyai 

Eksekutorial mempunyai kekuatan kekuatan eksekutorial 
eksekutorial seperti 

putusan Hakim (Pasal I 

angka 11 UUJN). 
-

Kehilangan Akta Hiiangnya Akta Otentik Hilangnya Akta 

lebih kecil, karena Minuta Dibawah Iangan lebih 

Aktanya disimpan oleb besar dan asli dari akta 

Notaris sebagai bagian tersebut tidak dapat 

dari Protokol Notaris. digantikan. 
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2.1.5.2. Syarat Akta Notaris 

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, keotensitasan suatu Akta Notaris 

ditentukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a. 'Akta_itu hams dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) 
seomng Pejabat Umum. 

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang
undang. 

e. Pejabal Umum oleh - atau dihadapan siapa akta itu dibua~ harus 
mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut." 

Sedangkan menurut pendapat Philipus M. Hadjon, behwa syarat 

akta otentik . yaitu "... di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang

undang (bentuknya baku) dan dibuat oleh dan dihadapan Pejabat 

Umum ... "." Se~dijelaskan pula oleh lrnwan Soerodjo, bahwa syarat 

fonnal suatu akta otentik apabila memenuhi 3 (tiga) unsur esenselia. 

yaitu · 

a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 
b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umurn. 
e. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang 

berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat:76 

Adapun menurut C.A. Kraan dalam bukunya yang beijudul De 

Authentielre Akte, bahwa akta otentik mempunyai ciri-clri sebagai berikut 

a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibual semata-mata untuk 
dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana 

7~Kitab Undang~undang Hukum Perdata (Burgerlij!t. Wctbcek), Op,Cif., psll868, 

75Philipus M. Hadjon, "F(Jt'mulir Pendaftwan Tanah Bukan Akta Otenlik," Surabaya Posl, (31 
Januari2001): 3. 

16Irawan Socrodjo, J(epastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, (SW1lbaya : Arkola, 2003), 
bal. 148. 
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disebutkan di dalarn tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat 
yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditanda1angani oleh atau 
hariya ditandatangani olch pejabat yang bersangkulan saja. 

b. Suatu tulisan sarnpai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari 
pejabat yang berwenang. 

c, Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan 
tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya 
memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat 
dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukanljabatan 
pejabat yang membuatnya, data dimana dapat diketahui 
mengenai hal-hal tersebut). 

d. Seorang pejabat yang diangkat oleb Negara dan mempunyai sifat 
dan pekeJjaan yang mandiri (onajhankelijk-independence) serta 
tidak mernibak (onpartiijdighcid-impartiality) dalam 
menjalankan jabatannya. 

'--e. Pemyataan darl fakta atau tindakan yang dlsebutkan oleb pejabat 
adalah bubungan hukum di dalarn bidang hukum privat.71 

Dari pendapat-pendapat yang telah diknmukakan tersebut di alas, 

maka dapat diuraikan dan ditarik kesimpulan, bahwa syarat-syarat suatu 

akta otentik adalah apabila . memenubl ketentuan Pasal 1868 

· KUHPerdata, yaitu : 

L Akta dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) Pejabat 

Umum. 

Berdasarkan ketentuan di dalarn Pasal 1 ayat (7) UUJN, bentuk 

dan tata cara yang ditetapkan terhadap Relaas Akta atau Partij Akta 

mengacu kepada Pasal 58 ayat (2) UUJN, yaitu harus dicatatkan 

setiap hari dalam Daftar Aleta (Repertorium), baik dalarn Minuta 

akta maupim· Originaii~ deilgan mencatttumkan nomor Urut, nomor 

bulan, tanggal, sifat akta, dan nama-nama para pibak yang 

menghadap. 

Pembuatan akta-akta ini didasarkan pada keinginan atau 

kehendak pem pibak, dimana menuru! Pasal 15 ayat (2) huruf e 

n Herlien Budiono, "Notaris dan Kode Etiknya." (Makala.h dtsampaikan pada Upgrading & 
Refreshing Course Naslonallkat.an Notaris Indonesia, Medan,. 30 Maret 2007), hal. 3. 
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UUJN, seonmg Notaris berwenang untuk rnemberikan penyuluhan 

hukum sehubungan dengan pembuatan akta tersebut, baik Re/aas 

Akta atau pun Partij Akla sehingga apa yang dituangkan di dalam 

akta merupakan kehendak para pihak. 

Perbedaan antara Re/aas Akta dan Partij Akta dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

Ketcrangan PartijAkta Relaas Akla 

Definisi Akta Partij Notaris 

mencantumkan secara menerangkan atau. 

otentik memberikan dalam 

keteranganketerangan jabatannya sebagai 

dari orang·orang yang Pejabat Umum 

bertindak sebagai kesaksian dati sernua 

pibak-pibak dalam apa yang dilihat, 

akta, bahwa orang- disaksikan dan 

orang yang hadir dialaminya, yang 

tersebut telah dilakukan oleh para 

menyatakan pihak. 

kehendaknya dan 

dicantumkan di dalam 

akta. 

Tanda tangan Merupakan suatu Tidak merupakan 

parapihak keharusan dan syarat keharusan bagi para 
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keotensitasan akta. pihak untuk 

Minimal berupa menandatangani. 

keterangan mengenai akta, cukup Notaris 

alasan tidak yang memberikan 

ditandatanganinya akta kererangan di daillm 

itu oleh para pihak, . akta dan akta 

yang dieantumkan oleli tersebut tetap 

Notaris pada akhir otentik. 

akta. 

Kebenaran isi Dapat digugat terhadap Tidal< dapat digugat, 

akta isi akta, tanpa kecuali dengan 

menuduh akan menuduh bahwa akta 

kepalsuannya, dengan itu palsu. 

menyatakan bahwa 

keterangan yang 

tercantum di dalam 

akta adalah tidal< 

benar. 

Contoh Akta Hibah, Jual Beli, Berita Acara RUPS, 

Sewa Menycwa, Akta Pencatatan 

Wasiat, Kuasa, Bunde!, dan 

Pengakuan Hutang, sebagainya. 

dan sebagainya. 

2. Akta dibuat dalam bcntuk yang ditentukan oleh Urulang-undang. 

Sebclum lahir UUJN, keootariatan di Indonesia diatur 

berdasarkan Instuctie voor de Notarissen Residerende in Nederlands 

_ Universitas Indonesia Tinjauan Yuridis..., Laila Anditta P.D., FH UI, 2009



43 

Indie dengan Stbl. No. 11, tanggal 7 Maret 1822,78 yang kemudian 

dirubah menjadi Reglement op Het Nolan's Ambt in Indonesie {Stb. 

1860 : 3), yang dikenal sebagai PJN. Peraturan-peraturan tersebut 

tidak berbentuk undang-undang, melainkan hanya berbentuk 

Reglemenl. Hingga Oktober 2004, labirlab UUJN sebagai peraturan 

. kbusus di bidang kenotariatan berbentuk undang-undang. UUJN ini 

menjadi pedoman yang mengatur segala hal-hal yang berkaitan di 

bidang kenotariatan, termasuk mengenai bentuk Akta Notiuis, yang 

diatur di dalam Pasal38 UUJN, yaitu setiap Akta Notaris terdiri dari 

kepala akta, badan akta dan penutup akta, 

3. Pejabat Umum oleh - atau dibedapan siapa akta itu dibuat, harus 

mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. 

Wewenang Notaris meliputi 4 (ernpat) hal, yaitu: 

a. Notaris hams berwenang sepanjang yang menyangkut akta 
yang dibuat itu. · 
Seorang Pejabat Umum hanya dapat rnembuat ak:ta-akta 
tertentu, yakni akta-akta yang ditugaskan atau dikeeualikan 
kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan .. 

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai Orang-orang 
untuk kepentingan siapa akta itu dibuat 
Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk 
kepentingan setiap orang, misalnya dalam Pasal 52 UUJN, 
Notaris tidak diperbolebkan membuat akta, untuk diri 
sen~ isteri/sua.m4 atau orang lain yang mernpunyai 
hubungan kekeluargaan dengan Notaris, balk karena 
perkawinan maupun hubungan darah dalam garis 
keturunan · luros ke bawah danlatiu ke atas tanpa 
pembatasan derajat, dan dalam garis ke samping sampai 
dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri 
sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun 
perantaraan kuasa. Maksud dan tujuaunya adalab untuk 
rnencegab teljadinya tindakan memihak dan 
penyalabgunaan jabatan. 

?!!Notodisoerjo, Op.Cit., haL 24-25. 
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c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat 
dirnana akta itu dibuat 79 

Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan : 

Notaris ketikn menjalankan tugas jabatannya 
(membuat akta) di luar tempat kedudukannya, maka 
Notaris tersebut hams beroda di tempat akta akan 
dibuat. 

__ Pada akbir akta harus disebutkan tempat (kota atau 
kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta. 

- Mei\ialankan tugas jabatan di luar tempat 
kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu 
propinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau 

''' tidak terns menerus (Pasal 19 ayat (2) UUJN). 80 

Dengan demikian, Notaris banya berwenang membuat akta 
di tempat wilayab jabatannya, sedangkan akta yang dibuat 
di luar wilayab jabatannya adalab tidak sab. 

d. Notaris hams berwenang sepanjang mengenai waktu 
pembnatan akta itu. 
Notaris tidak berwenang membuat akta selama ia masih 
cuti atau dibedbentikan dati jabatannya, sebingga untuk 
mengisi kekosongan maka Notaris yang bersangkutan 
dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasall ayat (3) UUJN) 
atau Pejabat Sementam Notaris (Pasal l ayat (2} UUJN), 
demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum 
ia memangku jabatannya yaitu sebelum diambil 
sumpalmya. -

Apabila dati ketiga persyaratan di atas, ada salab satu yang tidak 

terpcnubi, maka akta yang dibuat menjadi tidak otentik dan mempunyai 

kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan. 

"robing Op.Cil, hal. 49. 

110Adjie {2), Op.Cit., hat 133. 
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2.1.5.3. Bentuk dan lsi Akta Notarls 

Akta Notaris baik yang dibuat di badapan atau oleh Notaris bentuk 

dan isinya ditentukan di dalam Pasal38 UUJN, yang terdiri dari : 

(I) Setiap Akta Notaris terdiri dari: 
a. awal akta atau kepala akta; 
b. badan akta; dan 
c. akhir atau penutup akta. 

(2) A wal akta atau kepala akta memuat : 
a. j udul akta; 
b. nomor akta; 
c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan 

. d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. 
(3) Badan akta memuat : 

a. nama lengkap, tempat dan tanggal labir, kewarganegaraan, 
pekeJjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para 
penghadap danlatau orang yang mereka wakili; 

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak pengbadap; 
c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dnri pihak 

yang berkepentingan; dan 
d. nama lengkap, tempat dan tanggal labir, serta pakeJjaan, 

. jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tlap saksi 
pengena1. 

(4) Akhir atau panutup akta memuat : 
a. uraian tentang pemhacaan akta sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) hurufl atau Pasal 16 ayat (7); 
uraian tentang penandatanganan dan tempat 
penandatanganan atau penerjemaban akta apabila ada; 

b.. nama lengkap, tempat dan tanggal 1abir, pekeijaan, jabatan, 
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan 

c. uraian tentang tidak adanya perubahan yang teljadi dalam · 
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang 
dapat berupa penambaban, pencoretan, atau penggantian. 

(5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat 
Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat 
nomor dan tan~al penetapan pengangkatan, serta pejabat yang 
mengangkatnya. 1 

111Indonesia ( J ), Op.Cit., psi. 38. 
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Bentuk dan isi akta yang diatur dalam Pasal 38 UUJN mempunyai 

perbedaan dengan susunan yang ada di dalam PJN, yaitu susunannya 

terdiri dari : 

!. Judul dari aklli; 
2. Ketemngan-keterangan dari Nolaris mengeriai para penghadap 

atau atas permintaan siapa dinuat -berita acara atau lazim 
dinamakan "kOmparisi"; 

3. Keterangan pendahu!uan dari para penghadap Gika ada) atau 
lazim dinamakan '>'~premisse"; 

4. lsi ak:ta itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
dari peJjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan; 

5. Penutup dari alcta. yang biasanya didahului oleh perkataan· 
perkataan : "Maka akta ini" dan seterusnya atau "Akta ini 
dibuat'~ dan seterusnya. 82 

Perbedaan antara kedua peratumn ini terlihat di dalam kepala ukta 

dan badan ukta. Dalam P JN, kepala akta hanya memuat judul, 

keterangan-keterangan tetnpat kedudukan Notaris dan nama-nama para 

penghadap, sedangkan dalam Pasal 38 ayat (2) UUJN, memuat judul 

akta, nomor akta, pukul, han, tanggal, bulan dan tabun, dan nama 

lengkap serta tempat kedudukan Notaris. Sedangkan perbedaan yang 

terHhat _di dalam badan alcta yaitu mengenai identitas para penghadap, 

dimana di dalam PJN hal tersebut merupalam bagian dari kepala akta, 

sedaugkan menurut UUJN, identitas para penghadap adalah bagian dari 

badan ukta."' 

Kepala ukta Notaris merupakan sy-Mat subyektif dari peJjnnjian (Pasal 

1320 KUHPerdala), sedangkan syarat obyektifnya ter!etak di dalam isi 

atau badan akta. Sehingga, apabila di dalam kepala akta tidak memenuhi 

syarat subyektif, muka atas permintaan pibuk ketiga, ukta tersebut dapat 

11:2Tobing, Op.Cit., hal. 215. 

lrJ Adjie (J). Op.Cit., hal. S I. 
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dibatalkan, sementara apabila syarat obyektif tidak terpenuhi di dalarn isi 

atau badan akta, maka akta tersebut batal derni hukum. 

2.1.5.4. Kekuatan Pembuktian Aida Notaris 

Setiap. Akta Notaris mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan 

_ pembuktiant yaitu : 

I. Kekuatan Pembuktian Lahiriab (Uitwendige Bewijsracht). 

" ... Jalah syarat-syarat formal yang diperlukan agar sesuatu 

Akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik. ... "" Kemarnpuan 

lahiriah suatu akta adalah kemarnpuan akta itu sendiri untuk 

membuktikan keabsahannya karena telah memenuhi aturan syarat 

sebagai akta otentik, sehingga tidak diperlukan lagi alat bukti 

lainnya. Syarat sebagai akta. otentik ditentukan berdasarkan Ianda 

tangan Notaris yang bersangkutan, apekah sab atau tidak sab, dan 

hanyn dapat diadakan melalui valsheidsproceduret "' ... dimana hanya 

diperkenankan pembuktian dengan surat-surat (bescheiden), saksi

saksi (getuigen), dan ahli-ahli (deskundigen) .... "" 

Apabila ada pihak lain yang menyangkaJ. dan ingin 

membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah, 

mak.a beban pembuktian berada pada pihak tersebut. Kernampuan 

pembuktian lahiriah ini tidak terdapat dalam akta yang dibuat di 

bawah Iangan (Pasall875 KUHPerdata). 

2. Kekuatan Pembuktian Formal (Formele Bewijskracht). 

~otodisoetjo. Op.Cit., hat 5$. 

S!!Tobing, Op.Cit., haL 56. 
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•• ... yaitu kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut 

dalam akta betul-be!ul dilakukan oleh Notaris atau diterongkan oleh 

pihak-pihak yang menghadap .... " 86 Dalam arti formal untuk 

membuktikan kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, 

pukul, identitas para penghadap, paraf dan tanda tangan para 

penghadap, saksi. dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, 

disaksikan, didengar oleh Notaris (pada Relaas Akta), dan 

mencatatkan keterangan pala penghadap (Partij Akta )-

Apabila terdapat pihak lain yang ingin mclakukan 

pcngingkanan atas aspek fonnal akta Notaris, maka ada 2 (dua) 

kemungkinan yang dapat dHakukan. Pertama, pihak tersebut dapat 

langsung memberikan bantahannya dan karenanya ada suatu 

pemalsuan, dan horus dibuktikan melalui valsheidprocedure. Kadua, 

pihak tersebut dapat mengatakan, bahwa Notaris melakukan 

kekhilafan atau kesalahan dan memberikan keterangan yang tidak 

benar, sehingga dalam bal ini tidak le!jadi pemalsuan melaiukan 

kekhilafan, yang mungkin . tidak disengaja, sehingga tuduhan 

tersebut bukan terhadap kakuatan pembukdan formal melaiukan 

kekuatan pembuktian material dari keterangan Notaris tersebut" 

3. Kekuatan Pembuktian Material (Materiele Bewijskracht). 

"... ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalara akta itu 

merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak ycng 

membuat akta atau mereka yang mendapat hak .dan berlaku untuk 

umum~ kecuali ada pembuktian seba1iknya. ... ~'88 Keterangan yang 

dimuat dalara Relaas Akta, atau yang disampaikan para penghadap 

• dalara Partij Akta harus dinilai benar, jika temyata keterangan 

~otodisoerjo, Lcc.Cil. 

117Tobing, Op.Cit., haL 58. 

"Notodisoetjo. Lac. Cit. 
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tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung 

jawab di antara para pihak atau para penghadap i(U sendiri. Notaris 

tidak bertanggung jawab atas kebenaran keterangan yang telah 

disampaikan para penghadap. 

Namun apabila terdapat pihak yang ingin membuktikan aspek

materiil akta, maka ia harus membuktikan bahwa Notaris tidal< 

menerangkan atau menyatakan yang sebenamya 'dalam akta, atan 

para pihak yang Ielah benar berkata di hadapan Notaris menjadi 

tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk 

menyangkal aspek materiil dari akta Notaris." 

2.1.5.5. Contob Akta Notaris 

IllBAH 

Nomor; 

-Pada hari ini, ......... , tanggal ...... ( .................................. ), pukul .... .. 

( ............. : ........... Wak:tu Indonesia Barat). -----------------------------

·Berhadapan dengan saya, ........................ , Saxjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-narnanya akan disebut 

pada bagian akhir akta ini : -----------··-------------------------------

!. Tuan X, dilahirkan di ................ , pada tanggal 

(. ........................... ), ......... , Warga Negara Indonesia, bertempet 

tinggal di ......... , Jalan .............. , Rukun Tetangga ......... , Rukun 

Warga ........... , Kelurahan ......... , Kecamatan ......... , Kotamadya 

.......... , Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ........................... , 

yang berlaku hingga tanggal ................. --------Untuk selanjutnya 

ukan disebut PIHAK PERTAMA. -------------------------------

89Adjie (I}, Op.Cit., hal. 74. 
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II. Tuan X, dilahirkan di ............... '' pada tanggal 

( ............................ ), ....... .,, Warga Negara Indone.c;ia. bertempat 

tinggal di ......... , Jalan .............. , Rukun T etangga , ........ , Rukun 

Warga ........... , Kelurahan ....•.... , Kecamatan ......... , Ko!amadya 

.......... , Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ........................... , 

yang berlaku hingga tanggal ................. ----------·--'-------

·Untuk selanjutnya akan disebui P!HAK KEDUA. -----·-------

Para pengbadap menerangkan dengan memperbatikan ketentuan-

ketentuan dalarn anggaran dasar Perseroan tersebut di bawah ini : -·--·· 

bahwa P!HAK PERT AMA dengan ini menghibahkan kepada 

P!HAK KEDUA yang dengan irii•·menerima hibah dari P!HAK 

PERTAMA, atas 100 (seratus) saham huknya/miliknya PIHAK 

PERTAMA dalarn perseroan terbatas PT .......................................... .. 

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang anggaran 

dasamya di muat dalarn Akta tanggal ........ ( .......................... ), 

Nomor ........ , dibuat di hadapan ............. , Satjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, anggaran d...,- mana telah memperoleh pengesahan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalarn 

Surat Keputusannya, tanggal ......... ( ............................ ), Nomor ..... , 

dan telah diumumkan di dalom Lembanm Berita Negara Republik 

Indonesia, tanggal ...... (. .................... ), Nomor ... , Tambaban Nomor 

-Untuk selanjutnya akan disebut Perseroan; ---·-----·----·----

masing-masing bemilai nominal Rp. 100.000,· (semtus ribu 

Rupiah) setiap saham; --------------------···----·-------·-------

demikian berikut tanda-tanda bukti dividen dan talon dari saharn

saham yang bersangkutan. --··-·-··--------·--·--···-

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa hibah ini 

dilangsungkan dengan syarat-syarat den petjanjian-perjanjian 

sebagai berikut : --···-·····----·---·-·-·--··-------·---··········-

--------··----··---·--·--· Pasal !-----·--·----------·-···---

Unhrersitas Indonesia Tinjauan Yuridis..., Laila Anditta P.D., FH UI, 2009



51 

Hibah ini dilakukan tanpa PIHAK KEDUA diwajibkan untuk 

memasukkan kembali apa yang telah dihibahkan dengan akta ini ke 

dalam harta peninggalan PIHAK PERTAMA. ---------------------------

-------------------------------------- Pas a! 2 -----------------------------------

PlHAK KEDUA menerima segala sesuatu yang dihibahkan dengan 

akta ini dalam keadaan nyata pada hari ini. Dan mengenai keadaan

itu PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan tuntutan apapunjuga.-

------------------------------------ Pasal 3 ----------"---------------·-------

Segala sesuatu yang dihibahkan dengan akta ini dan segala 

keuntungan atau kerugian yang didapat atau diderita dengan apa 

yang dihibahkan tersebut mulai hari ini menjadi miliknya atau 

dipikul oleh PIHAK KEDUA. ----------------------------------------------

-------------------------------------- Pasal 4 ---------------------------------

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa apa yang 

dihibahkan dengan akta ini tidak dipertanggungjawabkan dengan 

cara apapun juga kepada orang/pihak lain dan bebas dari sitaan. 

Selanjutnya PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini memberi 

kuasa kepada PIHAK KEDUA dengan hak substitusi guna 

melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan yang 

dianggap perlu sesuai dengan peraturan dalam anggaran dasar 

Perseroan serta peraturan-peraturan dari yang berwajib berkenaan · 

dengan Hibah ini. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bilamana 

perlu juga memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk: selama 

saham-saham tersebut belum dipindahkan/dibaliknama atas nama 

PIHAK KEDUA, mewakili PIHAK PERTAMA sebagai yang 

berhak atas saham-saham tersebut dalam rapat-rapat Perseroan serta 

dalam segala hal, urusan dan tindakan, tidak ada yang dikecualikan, 

sehingga PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan dan 

mengerjakan sebagai PIHAK PERTAMA sendiri berhak untuk 

melakukan dan mengerjakannya. ------------------------------------------

------------------------------------- Pasal 5 ------------------------------------
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Akhinya para penghadap menerangkan bahwa mengenal akta ini, 

pelaksanaannya dan segala akibat yang mungkin timbul dari akta ini, 

kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman hukum { domisili) 

yang telah umum dan tetap, di Kantor Penitera Pengadilan Negeri 

........ di ····· ---------- -------------------------------------------

'Para penghadap saya, Notaris, kenai. ---------------------------

--------------- DEMIKIANLAH AKTA !NI -----------

-Dibuat sebagal minuta dan dilangsungkail di Jakarta, pada hari dan 

tanggal tersebut dalam kepala akta iru, dengan dibadiri oleh ; -------

1. Nona A, dilahirkan di ................ , pada tanggal ...... .. 

( ............................ ), ......... , Warga Negara Indonesia, bertempat 

tinggal di ......... , Jalan .............. , Rukun Tetangga ......... , Rukun 

Warga ........... , Kelurahan ......... , Ke<;amatan ......... , Kotamadya 

.......... , Pemegang Kartu Tanda Penduduk . Nomor 

........................... , yang berlaku hingga tanggal ................. -------

2. Nona B, di!ahirkan di ................ , pada tanggal ....... . 

( ............................ ), ......... , Warga Negara Indonesia, bertempat 

tinggal di ......... , Jalan .............. , Rukun Tetangga ......... , Rukun 

Warga ........... , Kelurahan .......... Kecamatan ......... , Kotamadya 

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ........................... , 
yang berlaku hingga tanggal ................. _____ :..., _____________ _ 

-kedua-duanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenai 

sebagai saksi-saksL ------·---------·--------------

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para 

penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu ditandatanganilah akta . 

ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----~---

-Dilangsungkan dengan ..... -----------------·-··--------
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2.2. TINJAUAN KJIUSUS (Tiojauan Pasal 8 ayat 1 huruf e junero -Pasal 3 

huruf g, Pasalll, dan Pasall7 huruf d Undang-undang Jabatan Notaris) 

Ketentuan Pasal 11 UUJN mengatur terhadap Notaris yang diangkat 

sebagai Pejabat Negara wajib mengarnbil cuti selarna menjalankan jabatannya 

sebagai Pejabat Negara dan wajib menunjuk Notaris Pengganti yang akan 

menggantikan Notaris tersebut sebelum cuti menjadi Pejabat Negarn, apabila 

tidak- menuajuk Notaris Pengganti maka Majelis Pengawas Daerab (untak 

selanjutnya disebut MPD) akan menunjuk Notaris lain sebagai Pemegang 

Sementara Protnkol Notaris untuk menerima Protokol Notaris yang daerab 

hukumnya melipuli tempat kedudukan Notaris yang diangkat sebagai Pejabat 

Negara tersebut dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pejabat 

Negara, maka Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara dapat melanjutkan 

kembali tugas jabatannya sebagai Notaris. 

Prosedur mengenai cuti dengan Notaris Pengganti dalarn pasal tersebut 

telah menimbulkan pro dan kontra di bidang kenotaristan, permasalahan 

muneul apabila ketentuan Pasal 11 UUJN rersebut dikaitkan dengan Pasal 17 

huruf d UUJN, yaitu Notaris dilarang merangkap sebagai Pejabat Negara. 

Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka di dalarn pelaksanaannya akan 

menyebabkan pemn;;kapan jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan 

(conflict of interes() sehingga dapat mempengarubi kemandirian seorang 

Notaris yang tidak boleh memihak, bal ini terlihat di dalarn pembuatan kepala 

akta Notaris dan protnkol·protokol Notaris yang diganti tersebut, di mana dalarn 

kepala akta mencantumkan nama Notaris yang menjabat sebagai Pejabat Negara 

beserta nama Notaris Penggantinya sedangkan Notaris tersebut sudah tidak 

mempunyai kewenangan . lagi sebagai Notaris, tetapi narnanya tetap 

dicantumkan dan disebut sebagai Notaris. Dengan demikian tujuan UUJN 

menempkan ketentuan euti bagi Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara 
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bel urn ter<apai secara menyeluruh. 90 Contoh kepala akta yang memuat kalimat 

mengenai pengganti Notaris yang sedang cuti : 

Berhadapan dengan saya, ABC, Srujana Hukum, berdasarkan Surnt 

K.eputusan Majelis Pengawas Pusat, tertanggal.25-05-2009 (dua puluh 

lima Mel dua ribu sembilan), Nomor : l576NIMPP/CT/2009, 

pengganti dari Nyonya XYZt ,Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; 

dengan dihadiri saksi-sak.si yang ruuna-nrunanya akan disebut pada 

hagian akhir akta ini : --------------------------------·---

Perangkapan jabatan juga terlihat dari eksistensi Notaris yang diangkat 

sebagai Pejabat Negara, dapat dikategorikan bahwa Notaris tersebut masih 

berpraktek, terlihat dari papan namanya sebagai Notaris tetap terpasang dan 

kantomya yang tetap buka serta tetap rnemaksi Protokol Notaris yang diangkat 

. tersebut. mesklpun jahatan dan namanya dipakai oleh Notaris Penggantinya. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan terse but., maka menurut Pasal & ayat (I) humf 

e juncto Pasal·3 hurof g UUJN, Notaris yang diangkat sebegai Pejahat Negara 

dianggap teleb merangkap jebatan sehingga Notaris tersebut harus berhenti atau 

diherhentikan dari jabatannya. 

Selain itu permasaleban prosedur yang hares diarnbil untuk diangkat 

sehagai Pejabat Negara jika dibandingkan dengan Peraturan Kepala Badan 

Pertaneban Nasional Nomor l Tebun 2006 tentang Ketentuan Pelak.sanaan 

Peraturan Pemerinteb Nomor 37 Tebun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Taneb (untuk selanjutnya disebut Per. Ka. BPN) dan Undang

undang Nomor 10 Tebun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakya~ Dewan Perwalrilan Daerah, dan Dewan Perwalrilan Rakyat 

Daerah {untuk selanjutnya disebut UU No. 10/2008), sebstansinya mengatur 

secara berbeda-beda, artinya peraturan-peraturan tersebut tidak sejalan dengan 

ketentuan yang diatur di dalam UUJN. 

wSri Lestari Budia.rti, «Im.plikasi Curl Notaris T effiadap Pelaksanaan Jabatannya.," (f esis Magister 
Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2005), hat 76-77. 
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merangkap jabatan atau profesi lain~lain jabatan yang dilarang peratirran 

perundang-undangan, kemudian ayat (2) menyebutkan babwa PPAT yang 

merangkap jabatan tersebut wajib mengajukan permohonan berhenti kepada 

kepala BPN dan menurut ayat (3) jika masa jabatannya Ielah berakhir dapat 

mengajukan permohonan kembali sesuai pe~uran perundang~undangan ·yang 

berlaku. Oengan ketentuan ini, maka prosedur yang harus diambil oleh PPAT 

yang merangkap sebagai Pejabat Negara adalah wajib berhenti dan 

mengnndurkan diri. 

Sedangkan apabila ditil\iau dengan ketentuan Pasal 12 huruf I UU No. 

!0/2008 yang berbunyi :91 -

I. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, 
advokatlpengacara, notaris, pajabat pembuat akta tanah (PPAT), dan 
tidak melakukan paketjaan panyedia barang dan jasa yang berhubungan 
dengan keuangan negara serta peketjaan lain yang dapat menimbulkan 
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang. dan hak sebagai anggota 
DPD sesuai peraturan perundang-undangan; 

dan ketentuan Pasal50 ayat (I) hurufl UUNo. 10/2008, yaitu :92 

L bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, 
advokat/pangacara, notaris, pejabat pambuat akta tanah (PP AT), dan 
tidak melakukah pekerjaan penyedia baraog dan jasa yang berhubungan 
dengan keuangan negara serta paketjaan lain yang dapat menimbulkan 
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggola 
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupatenlkota sesuai peraturan · 
perundang-undangan; 

maka berdasarkan kedua pasal lersebut, Notaris/PPAT yang menjadi anggola 

legislatif untuk anggota DPD dan anggota DPR, DPRD 

91Indonesia (4), Undang~undrmg ientang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwokilan Rakyat, 
Dewan Perwakifan Daerah, dan Dewan Perwokl/an Rakyat Daeruh, UU No. 10 Tahun 200&, pst 12 
huruf I. 

¥.<Ibid,, psi 50 ayat (I) huruf I. 
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Kota!Kabupaten/Propinsi harus bersedia untuk tidak berpraktek, ketentuan tidak 

berpraktek berlaku sejak Notaris!PPA T tersebut . menjadi peserta pemilu, 

sehingga sebelum pemilu dilaksanakan, Notaris/PPAT tersebut wajib untuk 

·tidak berpraktek, hal ini guna menghindari timbulnya konflik kepentingan 

dengan tugas, wewenang, dan hak sebegai anggota DPD, DPR dan DPRD. 

Sedangkan di dalam ketentuan UUJN ketentuan tersebut tidak diatur secara 

jelas, tetapi di dalam pelaksanaannya, Notaris yang menjadi peserta pemilu 

masih diperbolebkan untuk berpraktek dan menjalankan jabatannya secara 

nyata dan setelah Notaris tersebut dipastikan terpilih maka Notaris yang 

diangkat sebagai Pejabat Negara wajib mengambil cuti. 

Mengenai adanya perbedasn·perbedaan pengaturan terbadap prosedur yang 

diambil untuk menjadi Pejabat Negara dan terhadap pro dan kontra mengenai 

cuti Notaris yang akan menyebabkan terjadinye perangkapan jabatan, maka hal 

ini menimbulkan suatu pertanyaan, prosedur manakah yang sebaiknya diambil 

oleb Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Negara, apakah diberhentikan 

dengan honnat atau diberhentikan sementara, ataU m~ngambil cuti dengan 

pengganti atau tanpe pengganti. Prosedur tersebut haruslah prosedur yang 

bertujuan untuk menghindari benturan kepemingan tetapi telap mengutamakan 

pelayanan untuk masyarakat umum dan menjaga kesinambungan jabatan 

Notaris. Penulis akan meninjau permasalahan dan perbedasn penafi;iran dan 

pandangan terbedap peraturan-peraturan ll:rsebut, berdasarkan pro dan kontra 

yang timbul di bidang kenotariatan. 

Pertama, pro yaitu apa yang diatur di dalam Pasal II UUJN yaitu cuti 

dengan menunjuk Notaris Pengganti tidak menimhulkan suatu permasalahan, 

karena ketentuan . cuti tersebut telah jelas diatur di dalam UUJN yang . . . 

merupekan dasar dan pegangan begi Notaris dalam pelaksanaan jabetannya. 

Selain itu, Sumpah Jabatan Notaris sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN 

yaitu patuh dan setia terhadap UUJN dan undang-undang lainnya." juga harus 

dijunjung tinggi oleh seorang Notaris. 

931ndonesia (I), Op.Cit., psi. 4 ayat(2). 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harun Karnil, S.H, Notaris di 

Jakarta, ketcntuan CUti dengan Notaris Pengganti tidak menyebabkan suatu 

perangkapan jabatan, walaupun papan nama Notaris yang diangkat sebagai 

Pejabat Negara masih terpasang dan kantomya tetap buka, Notaris tersebut 

tidak memi!iki kewenangan lagi dalam menjalankan jabatannya, karena yang 

menjalankan jabatan dan aktivitas kantor Notaris tersebut adalab Notaris 

Penggantinya. Ketika pelantikan dan penyeraban Protokol Notaris kepada 

Notaris Pengganti, ·jabatan Notaris tersebut telab diserabkan kepada Notaris 

Pengganti, maka seketika itu Notaris Penggantinyalab yang berwenang, 

sedangkan Notaris yang diangkat tersebut sudab tidak memiliki kewenangan 

lagi sebagai Notaris. 94 Notaris yang diangkat sebagai I'ejabat Negara tidak 

bertangguag jawab terbedap kineJja Notaris Penggantinya, sehingga 

pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) beralih 

kepada Notaris Pengganti, tetapi Notaris yang diangkat tersebut dapat ditegur 

oleh MPP apabila Notaris tersebut memberi pengaruh dan memasuki daerab 

kewenangan Notaris Penggantinya" 

Sedangkan nama Notaris yang masih dipakai di dalam kepa!a akta Notaris 

Pengganti bukan pula merupakan suatu perangkapan jabatan, karena ketentuan 

mengenai adanya nama Notaris tersebut adalab berdasar pada teknik pembuatan 

kepaks akta Notaris yang sedang cut~ sehingga nama Notaris Pengganti dnn 

nama Notaris yang diganti barns dicantumkan di dalam kepala akta. Selain itu, 

Notaris yang diangkat tersebut tidak berhenti, melainkan cuti yang berarti ia 

masih berstatus sebegai seorang Notaris yang untuk semen!Na tidak 

menjalankan tugas jabatannya. Sehingga dengan ketentuan itu, nama Notaris 

tersebut wajib dicantumkan di setiap akta yang dibuat oleh Notaris 

Penggantinya sebagai penjelasan babwa Notaris Penggantinya rnerupakan 

pengganti dari Notaris yang sedang cuti. 

9-4Hasll wawancaradengan Harun KamiJ, S.H., Notar:is di Jakarta. 18 Maret2009. 

95Hasil wawancara dengan Majelis Pcngawas Pusat Notarls, Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia. 11 Maret 2009. 
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Menurut Bapak Harun Kamil, S.H., Pasal II UUJN tidak menghendaki 

Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara untuk diberhenlikan, karena pada 

saat perumusan RUU UUJN, pasal tersebut dipeljuangkan agar Notaris dapat 

menjadi Pejabat Negara tanpa barus mengundurkan diri dan barhenti sebagai 

Notaris, hal tersebut dibuat meugiagat persyaratan dan prosedur teknis 

pengangkatan Notaris tidaklah mudah, membutuhkan. waktu, tenaga dan biaya 

yang tidak sedikit, Notaris yang Ielah selesai menjalankan jabatan sebagai 

'Pejabat Negara harus mengikuti ujian kembali dan ditempatkan seperti 

layaknya Notaris yang baru menjahat Hal ini yang menjadi pertimbangan 

mengapa prosedur yang diambil adalah cuti bukan dibarhentikan. Di dalam 

pambahasan RUU UUJN, Pasal 26 ayat (2) yaitu ketentuan pengambilan cuti 

paling lama 5 {lima) taltun,96 dibuat karena Notaris dianggap sewaktu-waktu 

dapat meqjadi Pejahat Negara. 

Menurut Pasal Ji) ayat (I) huruf c Per. Ka. BPN, PPAT yang diangkat 

sebagai Pejabat Negara harus mengajukan permohonan pengunduran diri 

sebagal PPAT, apabila UUJN dan Per. Ka. BPN dibaadingkan maka prosedur 

diberhentikan tersebut di dalam Per.· Ka. BPN tidak sejalnn dan bertolak 

balakang dengan prosedur cuti dalam Pasal 11 UUJN. Hal ini tidak dapat 

dijadikan perbandingan betul atau salah prosedur cuti yang diambil oleh Notaris, 

karena Notaris dan PPAT adalahjahatan yang berheda walaupun Notaris dan 

PPAT OOgai satu mata uang dengan dua sisi yang berbada Ketentuan Pasal 30 

ayat (1) huruf c tersebut merupakan piliban bagi PPAT, walaupun dalam 

palaksanaannya sedikit banyak akan merugikan PPA T yang bersangkutan. 

Tetapi Pasal30 ayat (1) Per. Ka. BPN dinilai kurang mempeJjuangkau hak-hak 

PPAT sebagal individu Yang mentiliki persamaan di dalam hukurn, ketentuan 

tersebut tidak memberi kesempatan dan celah bagi PPA T untuk menjadi Pejabat 

Negara tetapi letap menjadi PPAT, walaupun tujuan dibuatnya ketentuan 

prosedur dibarhentikan sudah pasti untuk menghindari adanya benturan 

kepentingan (conflict of interest). 

~ndoncsia (1)., Op.Cit., pst 26 .ayat{2). 
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Sedangkan apabila Pasal II UUJN dibandingkan dengan Pasal 12 huruf I 

dan Pasal 50 ayat (l) hurufl UU No. I 0/2008, maka kata-kota "bersedia untuk 

tidak berpraktekH mempunyai pengertian bahwa Notaris yang diangkat sebagai 

Pejabat Negara tidak harus berlienti, Notaris tersebut tidak boleh berpraktek 

dalam arti tidal: boleh menjalankan jabatannya, kata-kata bersedia untuk tidak 

berpraktek bukan berarti bersedia untuk berhenti, sehingga ketentuan cuti 

Notaris dapat dikotegonkan tidak berpraktek. Oleh !<arena itu prosedur yang 

harus dilaksanakan terhadap Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara 

dalam Pasal II UUJN dengan UU No. I 012008 tidak bertentangan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak-pihak yang pro terhadap 

prosedur cuti dengan Notaris Pengganti berpandangan bahwa apabila Notaris 

yang diangkat sebagai Pejabat Negara bertentangan dengan Pasal 11 UUJN, 

artinya ia tidak mengambil cuti maka hal tersebut baru dapat dikatakan sebagai 

suatu permasalahan, selanjutnya terhadap Notaris tersebut akan diberhentikan, 

ketentuan diberhentikan tersebut juga merupakan bagian dari sanksi 

administtatif yang diatur di dalam Pasal 85 UUJN. UU No. l 012008 merupakan 

Lex specialis dari aturan yang mengatur mengenai Pejabat Negara, sehingga 

prosedur yang harus dilaksanakan harus sejalan dan mengacu kepada ketentuan 

dalarn undang-undang tersebut Ketentuan UUJN tidak bertentangan dengan 

UU No. 101200& !<arena Notaris yang sedang cuti dianggap tidak berpralctek, 

sedangkan Per. Ka.BPN bertentangan dengan UU No. 10/2008 karena definisi 

tidal: berpraktek bukan berarti harus diberbentikan. Hubungan Pasal 8 ayat (1) 

huruf e juncto Pasal 3 huruf g, dengan Pasal I I UUJN adalah Pasal 8 ayat (1) 

huruf e juncto Pasal 3 huruf g UUJN merupakan akibat atau konsekuensi tidal: 

dilaksanakannya Pasal ll UUJN, yang berarti bahwa apabila Notaris yang 

diangkat sebagai Pejabal Negara tidak mengambil cuti maka ia dianggap telah 

merangkap jabatan dan harus diberhentika.n, korena telah terjedi benturan 

kepentingan yang mana hal ternebut harus dihindari dalam pelaksanaan tugas 

jabatan Notaris. 

Kedua, kontta artinya Pasal II UUJN menimbulkan suatu parmasalahan 

yaitujika dikaitkan dengan Pasal17 huruf d UUJN, kedua pasal tersebut saling 
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bertentangan dan mengalcibetkan teijadinya perangkapan jabatan. Hal ini 

terlihat di dalam pembuatan kepala al<ta Notaris Pengganti, jabatan Notaris 

yang sudah diangkat sebagai Pejabat Negara tetap melekal dan tetap dianggap 

sebagai Notarls, artinya seke:tika itu Notaris yang diangkat tersebut menjalankan 

2 (dua) jabatan sekaligus yaitu Pejabat Negarn dan Notaris V{alaupun secara 

fisik Notaris tersebut tidak sedang tnenjalankan jabatanoya tetapi dengan 

jabaiannya yang masih sebagai Notaris serta papan nama dan kantomya yang 

letap buka serta Protokol Notaris yang diangkat tersebut tetap dipak:ai, · 

dikbawatirkan ada intervensi Notaris yang diangkat tersebut dengan Notaris 

Penggantinya serta Notaris tersebut masih mendapat penghasilan dari ak.tivitas 

kantomya yang masih berjalan, apa yang dijalankan oleh Notaris Pengganti 

adalah kelanjutan dari jahatan Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara, 

sehingga Notaris terSebut secara tidak langsuog masih menjalankan jahatannya 

dengan diwalcili oleh Notaris Penggantinya, dengan demikian ketentuan cuti 

dalarn Pasalll UUJN dianggap masih melaksanakan tugas jabatan. 

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., 

M.Hurn, Notaris di Surabaya, terhadap Notaris yang dlangkat sebagai Pt;iabat 

Negara berlaku 3 (tiga) aturan hukum, yaitu UUJN, Per. Ka. BPN dan UU No. 

1012008, berdasarkan ketiga peraturan terSebu~ atunm hukum yang mengatur 

kedudukan Notaris/PPAT yang menjadi Pejabat Negara secara substansi sangat 

berbeda Pasal II UUJN, Nntaris wajib cuti dan menunjuk Notaris Pengganti 

dan untuk PPAT berdasarkan Pasal 30 ayat (l) huruf c Per. Ka. BPN, 

diwajibkan untuk berhenti, sedangkan menurut Pasall2 huruf I dan 50 ayat (I) 

huruf I UU No. 1012008, Notaris/PPAT bersedia untak tidak berprak:tek atau 

tidak menjalankan tugas jabatannya sebagal Notaris/PPAT!7 

Berdasarkan Pasal 12 hurufl dan 50 ayat (l) hurufl UU No. 1012008 yang 

merupakan Lex spesia/is dari ketiga peraturan tersebut yang mengatur 

kedudakan Notaris/PPAT yang diangkat sebagai Pejabat Negara, prosedurnya 

adalah Notaris!PPAT dilarang berpraktek. Menurut Pasal 1l UUJN, untuk 

wHasU wawancara dengan Dr. Habib Adjie, S.H.. M.Hum, Notaris dl Surabaya, tanggal28 Maret 
2009. 
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Notaris wajib cuti dan rnenunjuk Notaris Pengganti yang akan menerima 

protokolnya dan setelah tidak lagi rnernangku jabatan sebagai Pejabat Negara, 

Notaris dapat rnelanjutkan kembali tugas jabatannya sebagai Notaris, maka 

ketentuan tersebut dapat dikategorikan babwa Notaris yang bersangkutan masih 

berpraktek, meskipun jabatan dan namanya dipakai oleh Notaris Pengganti, 

tetapi papan namanya sebagai Notaris tetap dipasang serta kantomya tetap buka 

dan menjalankan aktivitas. 

Sedangkan menurut Pasal 30 ayat (!) huruf c Per. Ka. BPN, PPAT 

diwajibkan untuk berhenti dari jabatan dan dari segala aktivitas yang 

berhubungan dengan jabatannya, dengan dentikian papan nama PPA T tersebut 

dituruakan dan kantomya ditutup, sehingga berdasarkan Pasall2 hnmfl dan 50 

ayat (1) huruf 1 UU No. 1012008, ketentuan di dalam Per. Ka. BPN sudah 

seja1an dengan UU No. l 012008, karena prosedur pengunduran diri atau 

berhenti memenuhi kategori "di!arang berpraktek" dalarn UU No. 1012008. 

Menurut Bapak Habib Adjie, Notaris yang rneojadi Pejabat Negara dengan 

menunjuk Notaris Penggganli masih dikalegorikan "praktek" atau menjalankan 

tugas jabatannya, oleh karena itu Notaris tersebut bukan lagi barus euti, tetapi 

harus mengundurkan diri atau berhenti tetap sebagai Notaris dan menyerahkan 

protokolnya kepada Notaris lain dan menurunkan papan namanya dan menutup 

kantomya. Dengan mengundurkan diri, maka konsekuensi hukumnya, apabila 

Ielah selesai menjalankan tugas sebagai Pejabat Negara, dapal berpraktek 

kembali sebagai Notaris dengan menempuh prosedur pengangkatan sebagai 

Notaris barn, misalnya barns melihat formasi pengangkatan Notaris serta ikut 

ujian Notaris kembali, dengan kata lain tidak diperlukan keistimewaan apapun 

pada dirinya atau perlakukan khusus kepada Notaris ters.ebut.. 

Notaris yang lidak berhenti tetapi menunjuk Notaris Pengganti, 

dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan diluar wewenang atau sudab 

tidak mempunyai kawenangan lagi, sehingga akta-akta yang dibuat oleh alau di 

badapannya tidak mempunyai kekuatan mengikat seeara hukum. Notaris yang 

sedang cuti tapi masih membuat akta akan meugakibatkan Pasal 1868 

KUHPerdata yaitu akta yang dibuatnya ters.ebut mempunyai kekuatan sebagai 
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menghindari perangkapan jabatan dan menjamin kepastian hukum~ khususnya 

bagi Masyarakat. 

Dari pro dan kontra di atas, Penulis mempunyai pandangan bahwa 

ketentuan prosedur cuti dengan Notaris Pengganti masih menjadi pennasalahan 

di bidang kenotaria!afl. Perbedaan antara pandangan pro dan kontra terletak 

pada definisi praktek a tau masih menjalankan jabatan. Dalam UU No. I 012008, 

substansi ''bersedia untak tidak praktek" menimbulkan makna yang tidak jelas, 

apakah tidak berpraktek mernpunyai arti bahwa Notaris yang diangkat sebagai 

Pejabat Negara boleh tidak herhenti artinya euti dengan Notaris Pengganti 

diperbolehkan sepanjang Notaris tersebut tidak menjalankan jabatannya sebagai 

Notaris, atau kalimat tersebut mempunyai arti babwa Notaris tersebut 

diwajibkan untuk berhenti. Untuk mengetahui makaud dan tujuan kalimat 

tersebut barns ditelusuri dengan interpretasi historis di Parlemen, sehingga tidak 

menyebabkan pandangan yang berbeda·bcda dalam menafsirkan kaiimat 

tersebut. Prosedur untuk diangkat sebagai Pejabat Negara yang diatur di daiam 

UUJN dan peraturan 1ainnya harus menyesuaikan dengan prosedur yang diatur 

oleh lJU No. I 0/2008 sebagai peraturan yang lex spesia/is. Oleh karena itu, 

penting kiranya untuk membuat satu aturan yang jelas terhadap prosedur yang 

akan diambil, guna menghindari rangkap jabatan dan pertentangan kepentingan. 

Menurut Penulis, rangkap jabatan secara !ersirat terlihat dalam pembuatan 

kepala akta Notaris Pengganti, jabatan Notaris yang sudah diangkat sebagai 

Pejabat Negara tetap melekat dan tetap disebut sebagai Notaris, hal tersebut 

sangat mempengaruhi terjadinya rangkap jabatan karena secara prosedural 

jabatan yaitu dimana jabatan labir akibat ada prosedural dan pembarian 

. wewenang, maka pada saat itu kewenangan Notaris sudab diherikan kepada 

Notaris Penggantinya serungga Notaris yang diangkat tidak dapat lagi disebut 

sebagai seorang Notaris karena jahatannya sudab diserabkan kepada Notaris 

Pengganti. Selain itu rangkap jabatan terlihat pula di dalam Protokol Notaris, 

Protokol Notaris yang diganti tetap dipakai dan dilanjutkan oleh Notaris 

Pengganti, artinya Notaris Pengganti tersebut melanjutkanjabatan Notaris yang 

diangkat, apa yang menjadi kinerja Notaris Pengganti tercatat di dalarn Protokol 
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Notaris tersebut, sehingga pelaksanaan jabatannya merupakan bagian dari 

pelaksanaan jabatan Notaris yang diangkat. Hal ini berbeda dengan Pejabat 

Sementara Notaris yang untuk sementara menjalankan jabatan Notaris yang 

meninggal dunia, diberhentilam . atau diberhentikan sementara, Pejabat 

Sementara Notaris melanjutkan pula jabatan Notaris yang digantinya dalam 

mengurus pekeJjaan yang belum selesai, tetapi di dalam pelaksanaannya Pejabat 

tersebut mempunyai protokol sendiri, sehingga pelaksanaan jabatan Notaris 

yang diganti dan yang mengganti tidak akan tercampur dan tidak akan 

menimbulkan rangkap jabatan. 

Rangkap jab a tan yang menyehabkan pertentangan kepentingan ( conflici of 

interest) akan mempengaruhi kemandirian seorang Notaris menjadi terganggu, 

hal ini terlibat apabila salah satu jabatan baik di Legislatif, Yudikatif dan 

Eksekutif dipegang atau dirangkap oleh Notaris, maka kepentingan yang 

berkaitan dengan masyarakat akan menimbulkan kon.tlik apabila menyentuh 

kepentingan Notaris yang diangkat tersebut, kewenangan Notaris tidak dapat 

diberikan atau dilekatkan kepada ·ketiga lembaga tersebut1 oleh karen"a itu 

lembaga Notaris harus dipisabkan dari ketiga lembaga tersebut, artinya tidak 

boleh tetjadi nmgkap jabatan karena akan mengga.nggu kemandirian seorang 

Notaris dalam membuat akta sehingga tidak menjamin kepastian hnkum bagi 

masyarakat. Sebagai contoh Notaris yang diangkat dapat mempengaruhi ldneJja 

Notaris Penggantinya dalam bal biaya dan waktu pembuatan akta, tetapi akan 

sangat sulit untuk membuktikan bahwa Notaris !ersebut tidak mandiri dan telah 

memberi pengaruh kepada Notaris Penggantinya karena kemandirian dan 

keberpengaruhan tidak dapat dilihat dari hasil akta yang telab dibuat, tetapi di 

dalam proses pernbuatan aktanya dapat dipengaruhi. Hal tersebut akan 

· mengganggu kemandirian seorang Notaris namun di sisi lain hal tersebut juga 

tidak dapat dihlndari, sehlngga dalam pribadi Notaris tersebut sudah pasti akan 

teijadi konflik kepentingan (conflict of interest). 

Ketentuan Pasal II UUJN memiliki 2 (dua) option atau pilihan prosedur 

yang diambil oleh Notaris yang diangkat sehagai Pejabat Negara, prosedur 

tersebut diatur seeara berbeda dan mempunyai akibat yang berbeda pula. Pasal 
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akta di bawah tangan apabila akta tersebut tidak dibaruskan oleh undang

undang untuk dibuat dalam hentuk akta otentik, tetapi akta tersebut akan . 
• 

menjadi batal demi hukum apabila diharuskan oleh undang-undang untuk 

dibuatkan dalam bentuk akta otentik. Dalam hal ini, Masyarakat adalah pihak 

yang paling dirugikan akibat pembuatan akta tersebu~ oleh karena itu pelayan'!ll 

kepada Masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan Notaris. 

Berdasarkan W:aian tersebut di alas, pihak-pihak yang kontra lerhadap 

prosedur cuti dengan Notaris Pengganti herpandangan bahwa Pasal II UUJN 

bertentangan dengan Pasal 17 huruf d UUJN, permasalahan timbul karena 

Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara dianggap masih menjalaakan 

jabatannya·dan masih herpraktek, sehlngga hal teisebut mengakihatkan adanya 

pemngkapan jabatan yang menyebabkan pertentangan kepentingan dan dapat 

mempengaruhi kemandirian seorang Notaris yang tidak boleh memihak. 

Oleh karena telah teijadi perangkapan jabatan, maka berdasarkan Pasal 8 

ayat (I) huruf e juncto Pasal 3 huruf g UUJN, Notaris yang diangket sebagai 

Pejabat Negara barus berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Prosedur 

berhenti adalah pilihan bagi Notaris yang diangkat sebagai Pejahat Negara, 

apakah tetap meneruskan jabatannya sebagai Notaris atau berhenti 

melaksanakan jabatannya dengan konsekuensi yang ada. sebagai perbandingan 

ketentuan prosedur diberhentikan ini juga bcdaku untuk profesi lain, seperti 

PPAT yang diarur di dalam Per. Ka. BPN, Pegawai Negeri, Tentara. dan 

sebagatnya. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) hurof e juncto Pasal 3 huruf g 

UUJN yang mengbendaki Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Negara 

barus berhenti atau diherhentikan dari jabatarmya. dan Pasal 11 UUJN yang 

memuat ketentuan bahwa Notaris tersebut wajib mengambil cuti.dan menunjuk 

seorang Notaris Pengganti, maka kadua pasal tersebut terlihat saling 

hertentangan dalam mengatur prosedur yang horus diambil oleh Notaris yang 

diangkat sebagai Pejabat Negara. Seharusnya terhadap Notaris tersebut hanya . 

diberlakukan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e juncto Pasal 3 huruf g untuk 
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II ayat (I) UUJN menghendaki Notaris tersebut wojib mengarnbil cuti dan 

mennnjuk Notaris Pengganti sehingga mengakibatkan rangkap jabatan, 

sedangkan Pasal 11 ayat ( 4) memberi option bahwo Notaris terse but boleh tidak 

menunjuk Notaris Pengganti dan MPD akan menunjuk Notaris lain sebagai 

Pemegang Sementars Protok01 Notaris, akibatnya tidak akan teijadi rangkap 

jabatan. Hal ini menimbulkan suatu ketidakje1asan dan inkonsistensi dalam 

mengatur prosedur yang diambil. Selaln itu, di dalam Pasal II ayat (4) UUJN, 

apabila diinterpretasi teoritiskan maka kata-kata "menunjuk Notaris Jain untuk 

menerima Protokol Notaris" meropunyai arti bahwa Notaris yang ditunjuk 

tersebut berkedudukan sebagai Notaris Pengganti atau sebagai Pemegang 

Sementam Protokol Notaris, karena keduanya merupakan pejabat yang 

berfungsi Wltuk menggantikan Notaris yang diangkat dan keduanya menerima 

Protokol Notaris tersebu~ apabila MPD menunjuk Notaris lain sebagai Notaris 

Penggimti maka aktivitas kantor, papan nama serta jabatan Notaris yang 

diangkat tersebut masih berjalan, tetapi apahila MPD menunjuk Notaris hun 

sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris (Pasal II ayat (5) UUJN), maka 

aktivitas kantor serta jabatan Notaris tersebut berhenti sementara. sehingga 

maksod dan tujuan kalimat tersebut tidak jelas dan menimbulkan pluralisme 

dalam menafsirkannya. Kemudian Pasal II ayat (5) UUJN tidak menjelaskan 

mengenai SK pangangkatan Notaris yang diangkat, apakah SK tersebut tetap 

dipegang oleh Notaris yang bersangkntan atau SK te!'Sebut diserahkan kepeda 

MPD dengan ketentuan sewaktu-woktu dapat dikembalikan apabila jabatannya 

sebagai Pejabat Negara telah berak:hir atau SK tersebut diseodrkan kepada MPD 

dan terbodap Notaris yang diangkat tersebut diberlakukan ketentuan prosedur 

.pengangkatan kembali dengan SK pengangkatan baru. Hal ini barns dicermati 

karena Pasal 11 ayat (5) UUJN hanya menjelaskan mengenai penyernban 

Protokol Notaris saja tetapi tidnk menjelaskan apa yang hams dilnkukan 

terhadap SK pangangkatannya, mengingat Protokol dan SK Notaris sama-sama 

mempunyai kedudukan penting dalarn pelaksanaanjabatan Notaris. 

Selain itu, apabila dilihat dari segi keweoangan seorang Notaris yang ada 

dalam Pasal 15 UUJN, pada saat serah terima protokol Notaris yang euti 
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tersebut, kewenangan mana yang buleh didelegasikan kepada Nota:ris 

Penggantinya. Apakah wewenang yang didelegasikan tersebut adalah 

kewenangan yang diperolehnya berdasarkan wewenang alributi f, a tau 

wewenang yang lainnya. Apabila wewenang atrlbutif Notaris sudah 

didalegasikan kepada Notaris Penggantinya berarti Notaris yang cuti sudah 

tidak mempunyai jabatan Jagi sebagai Notaris, karena seketika itu ia tidak lagi 

mempWlyai kewenangan untuk menja1ankan jabatannya sebagai seorang 

Notaris, sehingga hal ini liaros dicermati karena akan berpengaroh terhadap 

perangkapan jahatan. 

Sebagai parbandingan, menurut Pasal 10 PJN jabatan yang mutlak tidak 

boleh dirangkap 'oleh Notaris adalah Kepala Daerah Tingkat I, Anggota dari 

Badan-badan Peradilan, Presiden, Anggota atau Sekretaris Balai Harta 

Peninggalan, Pengacara, Procureur, Solisiteur dan Jurusita." Jabatan-jabatan 

tersebut adalah jabatan dalam ruang lingkup kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif, 

se<langkan jabatan dalam kekuasaan Legislatif tidak dilarang untuk dirangkap. 

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 17 huruf c, d, e, f dan g UUJN, Notaris 

dilarang merangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, 

Pemimpin atau Pegawai BUMN, BUMD atau swasta dan PPAT. Lerangan 

rangkap jabatan Notaris meliputi kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. 

Apahila ditinjau dari ruang lingkup kekuasaan yang tidak b6leh dirangkap oleh 

Notaris, !Ualka Notaris masih diperbolebkan merangkap jahatan sebagai anggota 

Komisi Pemiliban Umum (KPU), mengingat KPU adalah badan yang 

indeperulcn dan lerlepas dari kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, 

sehingga tidak melanggar ketentuan UUJN. Hal ini menbubulkan pertanyaan, 

jahatan yang bagaimanakah yang tidak boleh dirangkap o!eh Notaris, tidak 
-

mungkin epebila Notaris yang merangkap sebagai anggota KPU tidak 

mengahuni partentangan kepentingan, mengingat Notaris dan Anggota KPU 

adalah jabatan yang menyita waktu dan baros berhubungan langsung dengan 

Masyarakat. J.)engan demikian aturan dan kritena larangan rangkap jabatan 

barus dipeJjelas, tidak hanya barpusat pada UUJN sebagai acuannya, sehingga 

~an Thong Kie, Op.Cil., haL lOS. 
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para Notaris dapat menjaga kemandirian dan ketidakberpihakannya di bidang 

kenotariatan. 

Menurut Bapak H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Notatis yang menjalankan 

cuti tetap berstatus sebagai Notaris tetapi pada tenggang waktu yang ditentukan 

Notaris tersebut tidak boleb menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Walaupun 

kantor dan papan namanya masih terpasang, hal tersebut tidak menjadi 

pennasalahan karena yang menjalankan tugas jatmtan adalah pengganti dati 

Notaris tersebut. Notaris yang ttiangkat sebagai Pejabat Negam dapat 

menggunakan hak cutinya tanpa harus diberhentikan, sehingga masib rancu 

apabila dikatakan sebagai rangkap jabatan. Namun untuk menengahi perbadaan 

pandangan pro dan kontra terhadap hal tersebut, sebaiknya ketentuan cuti 

direvisi berdasarkan tukar pikiran dan pandangan dati pihak yang pro dan 

kontra.99 

Penulis berpendapat, untuk menghindati adanya rangkap jabatan dalarn 

Pasal 11 tnJJN dan Pasal 17 huruf d mJJN, serta adanya pertentangan prosadur 

yang diatur oleh Paaal 8 ayat (l) huruf ejuncto Pasal 3 huruf g UUJN dengan 

Pasal 11 ayat (I) mJJN, make jalan tengah sementara yang dapat diambil 

adalah dengan menerapkan prosedur cuti tanpa Notaris Pengganti (Pasal ll ayat 

(4) UUJN), berdaaarkan hasil V.'awancara dengan Majelis Pengawaa Daerah 

Notaris (MPD) Jakarta Selatan. apahila Notaris yang diangkat sebagai Pejabet 

Negara tidak menunjuk Notaris Pengganti maka MPD akan menunjuk Notaris 

lain sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris untuk menerima penyerahan 

protokol Notaris tersebut. MPD menunjuk Notaris lain sebagai Pemegang 

Sementara Protokol Notaris dengan kriteria kinerja dan kondite Notaris tersebot 

barns dinilai baik berdaaarkan basil pengav.'aSan MPD.100 Pemegang Sernentara 

Protokol Notaris hanya berwenang untuk menge1uarkan salinan dati minuta 

akta yang Ielah dibuat oleh Notaris yang diangkat tersebut sebelwn menjabat 

sebagai Pejabat Negam. Pemegang Protokol tidak diperkenankan membuat akta 

~asil wawancara dengan H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung, tanggal20 Maret 2009. 

100Hasil wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Noraris Jakarta Selatan, Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 13 Maret 2009. 
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atas nama Notaris yang sedang cuti, ia hanya bertugas meneruskan pelayanan 

Notaris yang sedang cuti dalam hal mengeluarkan salinan, kutipan dan grosse 

akta alas permintaan pihak yang berkepentingan, Apabila memilih ketetentuan 

cuti tanpa Notaris Pengganti, berarti prosedur dalam Pasal ll ayat (I) UUJN 

harus dihapuskan dan diberlakukan ketentuan · Pasal 11 ayat (4) UUJN 

sedangkan terhadap Pasal8 ayat {I) hurufejuncto Pasal3 hurufgUUJN tidak 

lagi teJjadi pertentangan dan tidak lagi dipermasalahkan, karena cuti tanpa 

Notaris Pengganti akan menghindari adanya perangkapan jabatan dan 

pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pembuatan kepala akta 

Notaris dan protokol Notaris yang diganti tersebut , 

Jalan tengah yang' lainoya, yaltu diberhentikan sernentara, prosedur ini 

bukan berdasar atas apa yang diatur di dalarn Pasal 9 ayat {I) UUJN, rnelainkan 

aturan baru yang diberlakukan terhadap Notaris yang diangkat sebagai Pejabat 

Negara tetapi rnengacu kepada Pasal 62 june/a Pasal 63 ayat (3) UUJN, 

Protokol Notaris diserahkan kepada MPD yang kernudian akan rnenunjuk 

Notaris lain sebagai Pemegang Sernentara Protokol Notaris. Penyerahan 

protokol dilakukan apabila pemberhentian sernentara diajukan lebih dari 3 (tiga) 

bulan, dengan ketentuan ini bagi Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara 

yang mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun, tidak menunjuk Notaris 

Pengganti retapi rnenunjuk Pemegang Sementara Protokol Notaris. Seperti 

halnya dengan cuti tanpa Notaris Pengganti, Pemegang Sementara Protokol 

Notaris hanya betwenang mengeluarkan salinan, kotipan, dan grosse akta dari 

minuta ak:ta bardasarkan protokol Notaris yang dipegangnya, ia tidak 

diperkenankan mernbuat akta alas nama Notaris yang sedang cuti. Dengan 

ketentuan ini maka substansi Pasal ll diubah menjadi diberilentikan sernentara, 

selaln itu dengan diberhentikan sementara maka tidak ada perrnasalahan antara 

Pasa! 8 ayat {I) huruf e juncto Pasal 3 huruf g UUJN dengan Pasal II UUJN, 

karena dengan dibarhentikan sernentara, Notaris yang diangkat tidak rnerangkap 

jabatan sebagai Notaris, untuk sernentara ia melepas jabatanoya tersebut dengan 

ketetentuan apebila masa jabatannya sebagai Pejabat Negara sudah selesai, 

protokol dan SK pengangkatannya dikernhalikan oleh MPD, 
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Kedua prosedur ini1 sama-sama memmjuk Pemegang Sementara Protokol 

Notaris, karena hanya dengan jalan ini Notaris .Yang diangkat sebagai PejabJit 

Negara dapat terhindar dari perangkapan jabatan dan pertentangan kepentingan. 

· Ketentuan ini merupakan win win solution terhadap permasalahan pro dan 

kontra yang ada sekarang, di satu sisi Notaris yang diangkat sebagai. Pejabat 

Negara tidak-horus dlbethentikan sehingga tidak dirugikan baik dari segi waktu, 

tenaga dan · biaya. di sisi lain dengan tidak membuat alcta dan hanya 

mengeluarkan salinan, lrutipan dan grosse akta maka tidak ·akan ditemui 

pennasalahan perangkapan jabatan dan pertentangan kepentingan lagi di dalarn 

kepala akta Notaris. Dengan demikian tujuan pro dan konlra dapat tercapai, 

mengingat kedua patidangan ini sependapat bahwa Notaris harus menghindari 

pertentangan kepentingan dalarn menjalankan jabatannya dan mengutaruakan 

pelayanan kepada Masyarakat dalam menjaga kesinambungan jabatan. 

Prosedur mana dari 2 (dua) prosedur di alas yang paling baik untuk 

diambil harus dlsesuaikan dengan apa yang diatnr da!am UU No. 10/2008, 

meogingat kalimat "bersedia untuk tidak berptaJ.;tek" masih tidak jelas definisi 

dan tujuannya, tetapi deogan kedua prosedur tersebut Notaris yang diangkat 

sebJigai Pejabat Negara sudah memenuhi kriteria "bersedia untuk tidak praktek", 

sehingga selanjutnya apabila ketentuan prosedur cuti dengan Notaris Pengganti 

akan dirubah, maka sebaiknya di samakan dengan ketentuan yang eda di dalam 

UU No. I 0/2008 agar ketentuan yang ada di dalam UUJN dengan ketentuan UU 

No. 10/2008 mengenai prosedur yang diambil oleh Notaris yang diangkat 

sebagai Pejabat Negara, dapat sejalan dan mewujudkan unifikasi hukum. 
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PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

1. Pengaturan terhadap Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara 

terdapat di dalam Pasal 11 UUJN. Notaris yang diangkat sebagai Pejabat 

Negara wajib mengrunbil cuti dm menunjuk Notaris Pengganti. Apabila 

Notaris tersebut tidak menuujuk Notaris Pengganti, maka Majelis 

Pengawas Daerab (MPD) akan menunjuk Notaris lain sebagai Pemegang 

Sement:ara Protokol Notaris, un~uk menerima protokol_ Notaris yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat 

menjadi Pejabat Negara, jika Notaris yang dian~! menjadi Pejabat 

Negara tidak !agi menjabat sebagai Pejabat Negara, maka Notaris terse but 

dapa! kcmbali meqjalankan jabatannya sebagai Notaris. Apabila Pasal !I 
. 

UUJN tidak dllaksanakan, artinya Notaris yang diangkat sebagai Pejabat 

Negara tidak mengambil cuti dan tidak menunjuk Notaris Pengganti, 

maka kousekuensi a!au alcibat dari Pasal tersebut adalab Pasal 8 ayat (!) 

huruf e juncto Pasal 3 huruf g UUJN dan Pasal 85 UUJN, yaitu Notaris 

iersebut dianggap merangkap jabaian sebagai Pejabat Negara dan akan 

dikenal<;an sanksi ailminstratifberupa pemberhentian dari jabatannya. 

2. Efektifitas ketentuan larangan rangkap jabatan yaitu Pasal 17 huruf d 

UUJN terhadap pasal yang mengatur Notaris yang diangkat sebagai 

Pejabat Negara yaitn Pasal II UUJN, pada pelaksanaannya di dalam 

praktek kenotariatan ketentuan pasal-pasal tersebut tidak bOijalan efektif, 

karena ketentuan mengenai cuti dengan Notaris Pengganti yang wajib 
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diambi1 oleb Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara akan 

mengakibatkan perangkapan jabatan karena peraturan yang mewajibkan 

Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara terSebut untuk mengambil 

euti dan menunjuk Notaris Pengganti, berarti behwa dalarn '!"lillp akta 

~yang dibuat o1eh Notaris Pengganti tersebut akan menyebulkan nama 

Notaris dimaltaud sehingga mengakibatkan terjadinya perongkapan 

jabatan. Hal ini terlihat pula pada papan nama Notaris yang tetap 

teipasang dan kantomya yang tetap buka serta tetap memakai Protoko1 

Notaris yang diangkat tersebut, meskipun jabatan dan narnanya dipakai 

oleh Notaris Penggantinya, hal-hal tersebut merupakan kelanjutan dari 

jabatan Nocaris · yang diangkat yang akan menyebebkan terjadinya 

perangkapan jabatan dan pertentangan kepentingan atau conflict of 

interest. Contoh kepala akta yang memuat ka1imat mengenai pengganti 

Notari.s yang sedang cuti : 

- Berhadapan dengan saya, ABC, Sarjana Hukum, berdasarkan Sural 

Keputusan Majelis Pengawas Pusat, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh 

lima Mei dua ribu sembilan), Nomor : 1576NIMPPICT/2009, pengganti 

dari Nyonya XYZ, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri 

saltai-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -

Selain itu, Pasal 11 UUJN tidak mengatur mengenai SK pengangkatan 
. 

Notaris yang diangkat, apakah SK tersebut tetap dipegang oleh Notaris 

yang bersangkutan atau SK tersebut diserahkan kepada MPD dengan 

ketentuan sewaktu-waktu dapat dikembalikan apabila jabatannya sebagai 

Pejabat Negara teleb bera.khir atau SK tersebut diserahkan kepada MPD 

dan terha<lap . Notaris yang diangkat tersebut diberlakukan ketentuan 

prosedur pengangkatan kembali dengan SK pengangkatan barn. Pasal 11 

UUJN hanya menjelaskan mengemd pel;lyereban Protokol Notaris saja 

tetapi tidak menjelaskan apa yang hams dilakukan terhadap SK 

pengangkatannya. Oleh karena itu berdasarkan hal-bal tersebut ketentuan 

yang diatur di dalam Pasal 11 UUJN lidak beljalan efektif dan 

menimbulkan permasalalum di bidang kenotariatan. 
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3. Penyelesaian untuk menghindari pertentangan kepentingan dalam rangkap 

jabatan adalah merevisi ketentuan prosedur yang sudah diatur .di dalam 

Pasal 11 ayat (1) UUJN dengan ketentuan baru yang mengacu kepada 

prosedur yang ada di dalam Pasal 11 ayat (4) UUJN atau Pasal63 ayat (3) 

UUJN. Altematif sementara antara lain ketentuan cuti dengan Notaris 

Pengganti diubah menjadi cuti tanpa Notaris Pengganti (Pasal II ayat 4 

UUJN), sehingga Protokol Notaris yang menjabat sebagai Pejabat Negara 

berada dan disimpan oleh Majelis Pengawas Daerab (MPD) yang 

kernudian akan rnenunjuk Notaris lain sebagai Pemegang Sementara 

Protokol Notaris. Untuk tetap menjaga kesinambungan jabatan Notaris, 

Pemegang Sementara Protokol Notaris hanya benvenang untuk 

mengeluarkan salinan-salinan akta dari minuta yang telah dibuat oJeh 

Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebelum ia menjabat 

sebagai Pejabat Negara, sehingga tidak ditemul.-an permasalaban rangkap 

jabatan yang terlibat di dalam pembuatan kepala akta Notaris dan 

protokol-protokol Notaris yang diganti tersebut. AJtematif lainnya, yaitu 

tidak menunjuk Notaris Pengganti, Notaris yang bersangkutan minta 

diberhentikan untuk sementara waktu atau SK dan protokolnya diserahkan 

kepada Menteri atau MPD (selama masa jabatannya sebagai Pejabat 

Neganl) dengan ketentuan di kemudian hari dapat dikembalikan lagi 

kepadanya bila masa jabatannya sebagai Pejabat Negara berakhir. MPD 

selanjutnya akan menunjuk Notaris Jain untuk menerima Protokol Notaris 

tersebut sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris (Pasal 63 ayat (3) 

UUJN), dengan kondisi berhenti sementara waktu, maka tidak akan te!jadi 

perangkapanjabatan. 
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3.2. Saran 

Berkenaan dengan adanya konflik yang menyebabkan perangkapan jabatan 

dalam Pasal II ayat (I) UUJN mengenai Notaris yang diangkat sebagai Pejabat . . . 

Negara .wajib mimgambil cuti dan menunjuk Notaris Pengganti, maka Penulis 

mempun)'ai saran agar pasal tersebut direvisi dengan ketentuan prosedur yang baru, 

yaitu sebagai berikut : 

l. Prosedur dalam Pasafll ayat (I) UUJN dibapuskan dan dibarlakukan ketentuan 

Pasal 11 ayat (4) UUJN, artinya P!!Sal II UUJN secara keseluruban tidak 

dihapus tetapi prosedur yang direrapkan barus dipetbaiki dengan memberlakukan 

prosedur dalarn Pasal I 1 ayat ( 4) UUJN yaitu cuti tanpa menunjuk Notaris 

Pengganti. Dengan ketentuan ini niaka Protokol Notruis dan SK Pengangkatan 

Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara wajib diserahkan kepada MPD 

dan disimpan, kemudian MPD akan menunjuk Notaris lain sebagai Pemegang 

Sementara Protokol Notaris untuk melayani Masyarakat atau pihak-pihak yang 

'berkepentingan meminta salinan, kutipan dan grosse akta dari minuta yang telah 

dibUat oleh Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebeluffi ia rnenjabat 

sebagai Pejabat Negara. Protokol yang diseral1kan tersebut dan SK Pengangkatan 

yang disimpan akan dikembalikan oleh MPD apabila masa jabatan sebagai 

Pejabat Negara berakhir. 

2. Pasa! II secara keseluruban dihapus dan diberlakukan prosedur baru daiarn Pasal 

62 juncto Pasal 63 ayat (3) UUJN yaitu diberbentikan sementara. Dengan 

ketentuan ini maka prosedur diberhentikan sesuai dengan prosedur yang diatur 

daiam Per. Ka. BPN, Notruis yang diangkat sebagai Pejalbat Negara tidak cuti 

dan tidak menunjuk pengganti, Notaris rersebut untuk sementara dibarbentikan 

dari jabatannya. Pro.tokol dan SK Pengangkatannya diserahkan kepeda MPD, 

kemudian MPD akan menunjuk: Pernegang Sementata Protokol Notaris untuk 

menerima Prorokol rersebut guna melayani Masyanakat dan menjaga 

kesinambungan jabatan Notruis, sedangkan terhadap SK Pengangkatannya tetap 

disimpan oleh MPD dengan ketentuan Protokol dan SK lersebut akan 

dikembalikan kepada Notaris apabila jabatannya sebagai Pejabat Negara telah 

berakhir dengan tidak m.enempuh prosedur pengangkatan sebagai Notaris baru. 
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KATA PENGANTAR 

Jasa Notarls di dalam pfoSes pembangunan makln 
men1ngkatkeberadaannya, karena Nol.aris adalah salah sa\IJ 
XebutiJhan hukum masyarakat Untuk menjamin ·kepas~an. 
ketertlban dan pet1iodungai1 hukumnya dibuluhkan alat bukli 
tertuUs yang bersifat otentik mengenai keadaan, perisUwa a tau 
perbuatan hukum. Sebagai perlindungan ·dan jam1nan demi 
lercapalnya kepasUan hukum, karena Notaris merupakan 
jabatan tartentu yang menja!ankan proiesi da!am pelayanan 
hukum kepada masyAr~kal 

·Kaml dari penerblt 1ngln mencoba membantu masyarakat 
untuk dapat leblh memahami undang-undang yang dikeluarkali 
Pe:merintah yai\IJ Undang-Undang Repub!lk lndQflcsia Nomor 
30 Tahun 2004 Teniang Jabata:n Notaris,dengan penerbitan 
tmdang~undang tersebut diha.rapk.an masyarakal akan 
menge:r1i dan me:mahami, serta dapat dipakal sebagai 
referonsl masyarakat yang berprofes! sebagai Notaris. 

Semoga buku ini bermanfaat bagi Notaf.s khususnya 
dipakai sebagai acuan dalam menjalankan profesinya dan 
bag! masyarakat pada umumnya, Amian. 

Bandung, Desember 2.004 

Penerblt 

,L 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA • 
NOMOR 30 TAHUN 2004 

TENTANG 
JABATAN NOTARIS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPliBLIK INDONESIA 

Menimbang: . 

a. ,bahwa Negara Republik lndone.sia seb<igai nagara 
hukum berdasarkan Pancasila dan Undang~Undang 
Dasar Negara Repub!ik Indonesia T ahun 194 5 menjamin 
kepastian, ketertiban, dan pe!indungan hukum, yang . 
beri:Jtikan kebenaran dan keadilan; 

, . 
b, bahwa untu'k manjarnin kepastian, .k.etertiban·dan 

Perlindungan hukum dibuluhkan a!at bukti tertu!is yang 
bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, alau 
perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatah 
tertentu; 

I C, bahwa notaritr merupak~n jabalan lerlentu r.ang 
menjalankan proiesi delam pelayanan hukum kePada 
masyarakal, perlu mendapatkan perlindungan dan · 
jaminan demi tercapainya kepastlari hukum; 

i 

Q', b'ahwa jilsa nolalis daiam Proses pe.mbangunan makln 
men!ngkat sebagai salah Satu*kebuluhan hukum 
masy.arakat; . 

e. bahwa Regta'mBnt OpHe! NclarisAmbtin lndonesle (Stb, 
1860;3} yang mengatur man9enai jabatan notaris tldak 
sesqai !agi Oengan perkembangan hukum dan kebu:uhan 

· n:iasyarakat; 
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r 
f. bahwa bcrdassrkan. perlimbangan sebagaimana 

dlmaksud dalam huruf.a, hwruf b, huruf c, huruf d. dan 
htuuf e, peflu meinbenluk.UndElng-undang tentang 
Jabatsn Nota•is: I 

Menglngat; 

Pasal 20, Pasal21, dan Pasal 24 ayal (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Repubhk lndon~!a Tahun 1945. 

Oenfjan Perselujuan Bersama 

3. No\arls Pengganti adalah sea rang yang untul< semEmtara 
'diangkat sebagai Notaris untuk msnggantikat:~ Notaris. 
yang sedang cull, saki!, atau untuk sementara berhalangan 
menJa!ankan jabalennya sebagai Notaris. 

4. Notaris Per-ggan!i Khu:o:usadalah seoraog yang diangkat 
sebag.ai Nota!is khusus untuk: membuat akta lertentu 
seOagaimana disebulkan dalarn sural penetapanrlya 
sebagai No!aris karena didalam satu daerah kabupatcn 
atau kola terdapat hanya seorang, Notalis, sedangkan . 
Nolaris yang bersangkulan menuM ketentt.ran Undang- . 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA I 5. 
dan . 

undang ini tidak boleh membuat akta dima}:sud. 

Organisasl Nclaris adalah organisasi profesi Jabatan 
Nolaris yang berbentok perkumpu!an yang berbadan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA I 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENfANG JABATAN NOTARIS. 

BABI 
KEfENTUAN 

Pasal t 
• 

Datam Undana·~mdang inl yang dimaksutl dengnn: 

1. Notaris adalai pejabat w:r.um yang berwenang unM: 1 
mambvat ak~a otcnlik dan ~ewenangan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam pndang-undang 

2. Pejabat Sementara Nctaris adalah j,j,eorang yang untuk 1 
sementara menjabatsebagal ~otaris untuk menjalankar. 

' ' jabalan Nclaris yang menlngga! dunia; diberhentlkan, 
atau diberMntikan sementara. 

• 2 Citra Umbara 

huk.um. 

6. Maje!is Pengawas adalah svato bad an yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk melaks:anakan· 
pembinaan_dan pengawasan terhadap Nola!is. 

7. Akta Notaris 3daJah ak!a otentik yang dlbuat o!eh atau 
dihadapan Notatis menurut bentuk !1211 tata cara yang 
ditetapkan dalam Undang-undang ini. · 

8. Mlnlr!a Akta adalah as1i Akta Notaris. 

9. SalinanAkta adalah salinan kata deffii kata dari se!uruh 
a!da dan pada bagian bawah salinan ak!a tercantum frasa 
Hdiberikan sebagai sa!inan ya.1g sama burtyinya.• 

10. Kutlpan Akta adalaQ kulipan kala demi kala dari satu 
atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah 
kufipan akta tercantum fr.w.a~diberlKan sebagal kufipan~. 

1L Grosse Akta adalah salah salu salinan akla untuk 
pengakuan utang dengan kepal.a akta 'OEM! KEADilAN 
BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA", yang 
mempunyai kekuatan eksekutoriaL 

12. Fom1asi Jabatan Notatis ada!ah penentuan jumlah · 
Notaris yang dlbutuhkan pada suatu wilayah jabatan ' 
Notarls. 

Citra Umbara 3 
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13. Protokol Notaris adalah kurrpulan dokumen yang 
merupakan arsip negara yang haruc; disimpan dan 
dipclihara oleh Ndtaris. 

i 4. Menteri adalah Mentcri yang bidang tugas dan langgung 
jawabnya·melipuli bidang kenotan'alan. 

BABII 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOT ARlo 

Bai:Jian Pertama 
Pengangkatan ~ 

Pasar 2 

Notaris diangkat dan diherhentikan oleh Menteri. 

Pasal3 

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris seJagaimana 
dimaksud dalam Pasa/2 adalah: 

a. warga negara Indonesia; 

Q. bertakwa kepa"da Tuhan Yar.g Maha E~a; 
c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahuri; 
d. sehatjasmani dan rohani; 

e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua 
kenotariatan; 

f. Ieiah menjalani magang atau nyata-nyata Ielah bekerja 
sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua b~las) 
bulan berturut-tufut pada kantor Notaris Cllas prakarsa 
sendiri a tau alas rekomendasi Organisasi Notaris seteiah 
lulus slrata dua kenotariatan; dan , ;· 

g. lidak berstqtus sebagai pegawai negeri, pejabat iiegara, 
advokat, a tau tidak sedang memangku jabatan lain yang 

4 • Citra Umbara 

oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan 
jabatan Notaris. 

Pasa/4 

(1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib 
mengucapkan sum~ah/junji menUrut agamanya di 
hadap"an Menteri atau pejabat yang ditunjUk. 

(2) Sum~ah/janji sebagaimana dimaksud pada" ayal (1) 
berbunyc.i sebagai berikut:. 

'Saya bersumpah/berjanji: 
bahwa saya akan patuh dan_se.tia-kepad.a..Negara 
~ggubJ.!~..!.ndone$ia, PancaSila dan UnQang~Undang 
Oasar Negara Ropublik Indonesia Tah~n 1945, Undang
undang tentang Jaba_tan Notaris serta peraturan 
perundang-undangan /3innya. 

~ahwa -~~ akan menialankan jabatan saya dengan 
amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. 

bahwa saya akan menjaQa_§ikap, tingkah laku· saya, dan 
· akan menjal:mkan k:;wajiban saya sesuai dengan kode 

etik profesi, kehormalcm, mSrtabat, dan tangg'ung jawcib 
saya sebagoi Notari::;. 

bahwa saya a~an merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. ~"1 ~I< n9\-(QR 

-: bahwa say a untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama 
atau dalih apa puri tidak -pernah .dan tidak·\;,lkan 
memberikao a tau menjanjikan sesu8tu kepada siapa pun." 

PasaiS 

.Pcngucapan sumpah/janji jabatan Notaris. sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal4 dilakukan dalam waktu paling lambat 
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2 {dua) bulan terhilung sejak 1angga! kepulusan pengangka!anJj· 
sebagai Not.aris, 

Pasai 6 

Dalam hal pengucapan surnpah!janji lidiJik diJakukan dalami. 
jangk~ w~klu sebagaimana dlmaks·ud dalam Pasal 5, 
keputusan pengangkatan Notaris dapal dibalalkan cleh~· 
Menten .. 

' 
Pasal7 

Dalam'jangka wak:tu 30 {!iga puluh} hari tcrhi!ung sejak•· 
tanggal pengambilan sumpahljanjt jabatan Notaris, yang 
bersangkutan wajib: 
a, menjalankan jabatannya dengan nyata; •. 
b. memyampaik.3n berf~ acarasumpahljartjijabalan Notaris 

kepada /lknterl, Organisasi Nolarls, dan Majelis Pengawas 
Daerah; den 

c. menyampaikan ala mat kantor, contoh tanda tangan, dan 
paraf, serta teraan c.ap!srempeljabatan Nota tis herwema 
metah kepada Menterl den pejabat lain yang 
hertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan, 
Organisasi Notaris, ketua penQadiian negeri, Majelis 
Pengawas Daerah, serta Bupat! ataw We!ikota di temp a! 
Nol<~ris d!angkat · 1 iJ 

B3g!an Kedua 
Pembe'rhentlan 

Pas<l.f8 

i (1) Notaris berhcnli atau diiJerhenUkan dar! jabetannya 
dengan hormat karnna: 

6 ·Citra Umbara 

a. meningga! dunia; 
b. Ielah berumur 65 (ena111 lima) tahun; 
c. perrnint:1an sendirf; 
d, , tidak rt]ampu secara rohani danfatau jasmani untuk 

mefaksanakan lugas jabatan Notaris secara terus 
menerus lebih dari 3 {tiga) lehun: atau 

re. merangkap jabatan sebagalmane d1mal<sud dalarn 
Pasal3 huruf g. 

_ (2} Kelentuan omur sebagaimana dimaksud pada eyat (1) 
huruf b dapat diperpanjang sampal berumur 67 (enam 

!ujuh) tahundengan mempertimbangkan kesehatan 
yang bersangkutan. 

Pa!'al9 

(1) NotarisdiberhentiKan sementara dad jabatannye karena: 
a. dalam proses paim atau penundaan keWajiban 

pembayaran utang; 
b. berada di bawah pengampunan; 
e. melakukan perbuatan tercela; atau 
d. mGia~ukan pelanggaran terhadap kewajlban dan 

larangan jabatan. 

'(2} Sebelum pemberheritian -semen tara sebagaimana 
dimaksud peda ayat (1) dilakukan, Notaris dil:ieri 

- . kesempatan untuk membe-la did dihcidapan Maje!is 
Pengawas secara be!jenjang: 

(3} ·Pemberhenti~n sementara' Notaris sebegalmana 
dJmaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Men!eri atas uswl 
Mejelis P.engawas Pusat · . 

{4) Pembeihenlien sementara beidasarkan alilsan sebagaimana 
dimaksud padaayat (1) huruf c dan hunif d berlaku paling 
lama 6 (ena~) bufan. · · 

Ci!ra Umbara • 7 
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Pasal 10 t Pasal 12 

(1) Notaris yang diberhentik 
0 

<' • ;~Notaris.d\berhenlikan dengan tidak hornlat dari jabata~nya 
dimaksud dalam Pasal 

9 
~y "

1
elml)ehntara sehagarman "Oieh Menteri alas usul Maje\i;, Pengawas Pusat apabila: 

d . a uruf a :3tau huruf , apat dr~ng~~~ kembali menjadi Notaris o/eh Mente; ;·a. di~yatakan pai\i\ berdasarkan putusan·per..gadi/al) )'ar'lg 
se!elah drpu/rhkan haknya. · te\ah mempero\eh kekuatan hukum ·tetap; 

(
2
) N_otaris yang diberhentikan sef11entnr<J sebag i .. :_b. be;ada di bawah pen·gampunan secara terus-menerus 

c;lrmnks~d dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c al<JU ~~aln,? lebih dari 3 (tiga) tahun; 
dapat drangkat k b r ru ,, selel·h em "menjadi footaris oleh Mente~ :c. melakukan perbuatan yang rr.erendahkan kehormatan 

0 masa pemberhen!ran sementara ~erakhir. i dan martabat jab alan Nolaris: atau · 
Pasa/

11 
"d. mel_akuka_n pelanggar:t~·b.~ra.t te~hadap·kewajiban dan 

}, larangan Jaba!an. 

(1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajibl 
mengambil culL 

(2) Cuti sebagaimana dlmaksud pada' ayat {1) bertaku 
selama Notaris memangku jaba!an sebagr;~i pejabat' 
Negara. 

(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
menunjukkcm Notaris Pengganli. 

(4} Apabila Notaris lidak mcnunjvk Notaris Pengganti 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Maje!is Pengawas 
Daerah menunjuk Not.sris lain untuk r.1enerima Protokol 
Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kedudvkan Nolaris yang diangkat menja.ji pej.?bat ! 

p (5) 

• 

negara. 

Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pad a ayar 
{4) merupa_kan pemegang sementara Protokol Notaris. 

I 

Pasal ·13 

Notaris d'1berhentikan dengan tidak hormat· oleh Menteri 
karen a dijatuhi Pidana p,enjara berdasarkan· putusa·n 
pengadilan yang Ieiah memperoleh kek~atan hukum. jetap 
karena melakukan tindak pidana yang ·diancam ~engan 
pidana pe~jara 5 {lima) tahun atau lebih. 

Pasal 14 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan lata cara 
pengangkatan dan pemberhentikan sebagai(nana dimaksud 
dalmn pasa/3, Pasal 8, pasal9, Pasal 10, Pasa/11, Pas.al 
12. dan Pasal13.diaturdalam Pera,turan Meriten. 

BAB Ill 
t (6) 

-1!/ 
:-it 
'· t!f . 

Notaris yang tidal: lagi menjabat sebagai pejabat negara 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dapat nre.1jalankan 
kembali jaiJatan Notaris dan Protokol Notaris 
seba.gaimana dimaksud pad a ayat (4)· diserahkan 

KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN 
Bag/an Pertama 

Kewenanga_il 

'I 

I 
I 

kembali kepadanya. · 

8- Citra Umbara 
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Pasal15 

{1) NotJris berwenang membuat a~ta o!enlik mengenai 
semua perbualan, perjanjian, da!'l ketelapan y'ang 
diharuskan oleh petatumn perur.dttng·un<langan. danl 
alau yanp dlkeheMaki oleh yc.ng berkepen!ingan un!uk 
dinya!akan da:am akta oten!ik, menjamln kepastian 
!angga! pemhuatan akla, menyim;n~n ak!a, memberikan 
grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 
sepanjang p..:mbua!an ak!a.ak!a itu lidak juga ditugaskan 
atau dikect!alikan kep:ada pejaballain alau orang lain 

. yang dit6tapkan oleh Uodang-undang. 

{2) Notaris berwllnang pula: 

a. mengesahkan l"anda tangan dan menelapkan 
kepaslian tanggal sural di bawah langan dengan 
me!ldaftar dalam buku khu-sus; 

b. membukukan surat~surat di hawah tangan dengan 
me!ldaftar dalarn buku khusus: 

c. rnembuat kop! dari asli surat-surat di bawah Iangan 
berup.!i salban yaOg memual uralan seOagalmana 
ditu!is dan digambarkan dalam sural yanf 
bersangkutan; -P cor~· c..c\1 ,,.J)c·~ 

d. melaf:ukan pengesahan kecocokan fo!Okopi dcngan 
sural aslinya; _., fr>t'OKt'pl 1;c~v""1 Noll 

e. member!kan penyuluhan hukam sehubungan 
dengan pembuatan ak!a; 

f. membuat a:Rta yang berkaitan deng;;m pertanahan; 
atau 

g. membuat akta rlsa1ah 1elang. 

{3) Selain kewenanga11 sebagaimana dimaksuc pada ayal 
(1) dan ayal (2), Notar:s mempunyai Kewenangan lain 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangart 

10 ·Citra Umbara 
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Bag ian !<edua 
Kewaj;ban 

Pasal16 

(1) Dalam ~cnjalankan jabalannya, Notarls bertewajlban.: 
a, bert!ndak jujur. saksama, rnahdiri, tidak berplhak, 

dan mcnfa{la kepenlingan pihak yang terkail dalam 
perbualan hukum; 

b. memhuat akta dalam bentuX Minuta Akta dan 
rnenyimpannya sebagal bag ian dari Protokol Notaris; 

c. mengeluarKan Grosse Akta, Salinan Akta, atau 
Kutipan Akta bcrdasarkan Mtnula Akla; 

d.· membe:rikan pelayanan sesuai dengan ketenluan 
dafum Undang-undang ~nl, terkecua11 ada a!asan 
untul< meno1aknya; 

e. merahasia&:an seg;~!a sesuatu mengeoai akla yang 
d!buatnya' dail segala keterang'an ·yang diperoleh 
guna pembu~tan a!dl:l sesuai denga!l sumpahfjanji 
jabatan kec:ua!i Undang-undang menentukan lain; 

r. menji!id akta yang d!buatnya da!am 1 {satu} bulan 
menjadl bulm yang memuat tidak 1ebih dari 50 {lima 
pu!uh} akt.a. dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat 
da!am salu bulw, alda larsebut dapat d,jilid menjadi 
lebih diui satu buku, dan mencatat jumlah Minuta 
Akia, bulan, dan tahun pembua!annya pada sampul 
seliap buku; 

g. membuat daftar dar! akta proles terhadap tidak. 
dibayar atau lidak dlterimanya surat berharga: . 

h. me.mbuatdaftar akla yang berkenaan dengan wasiat 
menurut urutan waklu pemovatan akta setlap bulan; 

L mengirimkan dailar akta sebaga1mana dimaksud 
dalam huruf h aiau da!tar nihi.1. yang berKenaan 
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dengao wasiat ke Dafiar Pus at Waslat Departemen 
yang tOgas daO tanggvng jawabr.ya di bidang 
kenotaria:an dalam wa!:tu S (lima) har'tpada mlr.ggu ~·,· . 
pertama se~ap bulan ·berikunya; 1 

(5) Akta criginali yang berlsi l<uasa yang belum diiSi nama 
peOerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 {satu) 
rangkap. 

mencatat dalam rePertorium langgal pengiriman ~ (S) 
0-aftar wasiat pi3da setiap akhlr bulan; 

BBntvlt dan ukuran caplstempel sebagaimana dlma~sud 
~ada a):at (1) huruf k riilelapkan deligan PeralUran 
Menteri. 

k. mempunyai cap/stempet yang memuat lamQ-ar19 
negara RepubJik !ndonesla dan pada ruang yang 
me!;nnkarinya dituliskan nama, jabatan, dantempat 
kedudokan yang befsangkutan; 

I. membacakan akta dihad2pan penghadap dengan 
dihadiri o!eh pa!1ng sedikit 2 (dua) orang sal<si dan 
dt!anctatangani pada saat itu j~a o!eh penghadap, 
san~si, dan Nolaris; 

m. menen'ma magal'lg ca!on Notaris. 

{2) f'.Aeny\mpan Minuta Akta sebagaim<:~na r.limaksud pada 
ayat (1) hurui b tldak berlaku, do/am haf Notaris 
mengeluarkan akla dalam bantu.~ orig!narr. 

(3) Alda originafi sebagaimana d:maksud pada ayat (2) 
ada!ah akta: 

a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; 

b. penawaran pembayaran tunai; 

c. protes terhadap tidak dibaya1nya atau tidak 
dlterlmanya surat berharga;. 

d. akta kuasa; 
e, keterangan kepemi!ikan; atau 

(7) Pembacaan akta sebaga.imana d!maksud pada ayal (1) 
huruf 1 tidak wajib d!laX:.!kan, jlka penghadap 
mengl'lendaki agar akta lidak dibacakan karen<i 

" penghadap te!ah memb::~ca sendlri, mengetahul, dan , 
memahami 'ts!oya, denganketentuan bahwa hallersebut • 
dinyatakan dalam penutup akta serta pada Setiap ' 
haiaman Minuta Akta dlparaf penghadap, salo:si, "dan 

Notarls. 
{8) Jlka salah satu syaratseba.gaimana dimaksud pada ayat 

(1) nuruf I dan ayal (7)' tldak dipenuh1, akta yang 
bersangkulan hanya mempunyai kekuatan pembukt!an 
sebagai akta di bawah tangan. 

(j:)} Ketentuan sebagalmana dlmaksud veda ayat (8) tidak 
berlaku untuk pembuatan akta wasiat. · 

Nolaris dilarang: 

Bagian Ketlga 
La rang an 

Pasal1i' 

a, menjalankan jabatan di !oar wilayah jabatannya; 
f. akta !ainnya berdasarkan peraturan perundang~ 

urnlangan. 
· (4} Akla Oligin?fi sebagaimana dimaksiX! paia ayat (2) dapat 

dibuat leb!h dari 1 {satu; rnngkap, ditaodatomgani pada 
waktu, ben!uk, d3n isi yang sarna, dengan ketentuan 
pad a se5ap akta tertti!ts Xata-kata~berlaku sebaga! satu 
dan satu berlaku untuk semua". 

Q. men·1nggalkan w\1ayah )abatannya leblh dari 1 {tujuh) hari 
kerja berturuHurut tanpa alasan yang sal\; 

c. merangkap sebagai pegawai negeri; 

d. merangkap jabalan sebagai pejabal negara; . 

12 • Cltra Umbara • 
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e. merangkap jaba!an sebaga! advokat; 
Pasal20 

f. meran~kap jabatao sebagai pemtmpin atau pegawa 
bad an usaha mil!k negara, bada11 u~aha milik daer'a '. (1) NotariS dapat menjalankan jabatannya da!am bentuk 
alau badan usaha swasta; perserikatan perda!a dengan tl:!tap memperhatlkan 

g. mernngkap jabatan sebagalPej3ba! PembiJatAkta ranan ~emandirian d.an ketii:lakberpihakan dalam menjaiankan 
di luarwifayah jabatan t-.tntaris; 1abatannya. 

h. menjadl Nolaris Per.gganU· alau ; {2) Seniuk perserikatan perdata sebagaimana dlmaksud 
~Jakukan ek · 11 1 · ' • · ~· pada ayat {1} diatur o!eh para Notaris berdasarkan 

P e!Jaa ,. arn yang bertentangan denga~: ketentuan peraturan perundang·undang::m. 
norma agama, ke.<Jusdaan, a!au kepatutan yang dapat

1 

• • • 

i. 

mef!'lpeng:~ruhi kehurrnatan dan martaba' . b 1 · (3) Ketantuan leb!h lanJut mengena1 persyaratan dalam 
Notaris. . ' ja a an menjalankan jaba!an Notaris sehagaJmana: dimaksud 

pada ayal (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 

BAS IV 
TEMPAT KEDUDUKAN, FORMASI, DAN WILAYAH 

JABATAN NOTARIS 

Bag!an Pertama 
Kedudukan 

Pasal18 · 

(1) Notarl.<; mempunyai !e:mpat kedudukan di daerah 
,kabupa!en alau kota. 

(2) · NOtaris mempunyai wf!ayah jabatan meliputi seJuruh 
wl!ayah provins1 dart tempatl kedudukarmya, 

Pasal.19 

(1) Noiarls wajib mempun~·ai hanya se!u kanl.or, yaitu di 
tempat k&dudukannya, 

(2} Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan 
·jabatan dlluar teiripat kedudukannya, 

14 ·Citra Umbara 
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Bagian Kedua 
Formasi Jabatan Notarls 

Pasal21 

Menteri berwenang mencnlukan Formasl Jabatan Notaris 
pada daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 18 ayat 
(1) dengan mem,oertimbangkan usul dari OrganiSas,i Nolaris. 

Pasal22 

{1) Formas.i Jabatan No..>aris ditetapkan berdasarkan: 
a, kegialan dunia usaha; 

b. jumlah pendudu~; daniatau 

c. rata·ra:a jumlah akta yang dibtlat oleh dan!atau di 
hadapan Notaris setiap_ bulan, 

(2) Ketentuanlebih tanjutrrumgenai Forrrlasi jabatan Notaris 
· seba}jaimar,a dimaksud pada ~yat,(1) diatur dalam 

Peraturo.n Mcnteri. 
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Baglan Ke!iga Pasal25 
Plndah: Wilayah Jabatan Notarls 

• (1) Notaris ,mempunyal hak. culi . 
P.asal~3 

(1) Notaris dapat mengajukan perml)honan pindah wi!ayah 
jabalan ~olaris secara tertulfs kepac!a Menteri. 

(2} Syarat plndah wi!ayah jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adatah setc!ah 3 (tiga) tahun bertmut-turut 
melaksanakan lugas jabalan pada daerah kabtlpalliln •
atau kOla lertentu tRmpat kedudukan No!aris. 

(2) Hak cuU sehagalmana dimaksud pada aYZJt {1) dapat· 
d1ambi1 setelah Notaris menja!ankan jabatan selaina 2 
(dua) tahun. 

(3) Selama menj,lankan cuti, Notaris -wajlb menunjuk 
seoran~ Nolaris Penggan\i. 

Pasal26 

\3) Permohonan.sebggalmana d'imaksud Pada ayat (1) · (1) Hak cutl sebagaimana dirnaksud dalam Pa~al25-ayat 
dlajukan setelah mendapatrekotnendasi dar! Organisasl - {1).dapat diambil setiap tahun alau se.kaiJfiUS untuk 
Notarts. beberapa tahun. 

{4) Waktu sebagaiman~ dimaksud pada ayat (2)Udak , (2) Seliap.pengambilancuti.Palinglamas·(lima}tahunsudah 
letmasuk cuU yang telah dija!ar.kan oleh Notaris yang termasuk peQanjangannya. 
bersangkulan. 

{5} Ketenluaolebih lanjut mengeoai tata cara permohonan 
pjndah wilayah jabatan Naiaris dlatur d;:lam Peraturan 
MenlerJ. 

Pasal24 

{3) St~ama masa jabatan Nolaris jumlsh waktu 'cu:i 
keseluruhan paling lama 12 {dua belas) !.ahun, 

Pasa127 

J (1) ·Notaris mengajukan permohonan cull secara tertulis 
Oalam keadaan "rto 

1 1 
h . t disertai usulan !)enunjukkan Notaris Pengganti. 

_ "" wn 1.1 a as p!:!rmo onan Nolans yang 
bersangkutan, Menlcti dapal memindahkan seorang Nolaris (2} Permohonan C1Jtf sebagaknana dimaksud pad a ayat (1) 
dari satu Wilayah jabatan ke wi!ayah jabatan lain, diajukan kep.ada pejabal yang berwenang, yaltu: 

BABV 
CUT! NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI 

Baglan Pertama 
, Cut! Notarls 

16. Citr.l Umb"" 

II 

\ 

a. Majelis Pengawas Daerah, da/am hal jangka waklu 
cuti tidak febih darl6 (enam) bulan: 

b. MaJelis Pengawas Wilayah, dalam hal j~ngka waktu 
culi lidak lebih darl6 (enam/ bulan sampal dengan 
1 (satu) tahun; atau 

c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu,cutl 
!ebih dar1 t {satu) tahun. 

C/.trl.l Um~a.ra;- 17 
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(3) Permohonan Cutf dapatdilerima atau dftolak c~h peiaM Pasai3C 

yang berwenang memberikan izln cut! ' 
(4} Tembusan """'r h b , , , {1) Menteri atau pejabat ya:1g ditunjuk berwenang 

""'" m? onan. se aga1mana d1maksud pada mengeluarkan serti~kat cuti. 
ayat (2} huruf b diSampatkan kepada Meje!is Pen awa 
Pusal. 9 '· (2) Sertifikal cuti sebagaimana dimal:sud pada ayat (1) 

{S} Tembusan pe-ohona ba . . ~ memoat data pengambllan cutL 
"'' n se ga1mana dJmaksud pada~ . . . . , . 

ayat {2) hvruf c d!sampaikan kepa<la Mafel!s Pen , Pl Data pengamb1lan cuU s~baga<mana d.maksud pada ayat 
,Daerah dan Maje!Js Pengawas INilayo:h, gawas (2} (:li~atat oleh Majells Pengawas sebagaimana 

· Pasa! 28 

Oalam keadaan mendesak, saami/islri alau keluarga sedaral'i 
da!am 9aris turus darl N<l!aris dapatmengajukan permchonan 
cuti kepada Majells Ptmgawas se-bag2lroana dimaksud dalam 
Pasal 27 aya! (2). 

Pasal29 

{1) Surat keterangan iz1rt cuti paling sedikit memuat: 
a. nama Notaris; 

b. tanggal mu!al dan berakhimya culi; dan 
-

c. narr.a Notaris Pengganll disena; dokumen yang 
mendukung ·Nolaris Penggar,ti !ersebut 
sebagaimana diatUr daJam peraturan perund'ang~ 
undangan. 

(2) Tembusan surat ·kete.rangan lzin cull dari Mejelis 
Pengawas Daerah disampa!kan kepada Mentcri, Majells 
Pengawas Pusa.t, dan Majelis Pengawas Wilayah, 

(3) Tembusan surat keterangan izln cutl <iari MC!jells 
Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dar. 
Ma~~is Pengawas Ptisat. . ' 

~4} Tembusan surat keterangan izin cutl dari Mente.ri 
dlsampaikan kepida Majelis Pengawas Pusat, Majelis 
Pengawas Wllayah, dan Maje1Js Pengawas Daerah, 

18 • Citr9 Umhnra · 

dimaksud dalam Pasal 7.1 ayal(2). 

·{4) Pada setiap permohonan cuti di!ampirkan sertifikat cuU 
sebagaimana dimaksud pada ayal (2). 

{5) IV£nteri at au pejabat yang ditunjuk dapat menge!uarkan 
duplikat sertiflkal cuti atas szrtifikat cuti yang sudah tidal' 

. dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan 
Notaris yang bersangXu!an. 

Pasal 31 

{1) Permohonan culi dapat d!tolak o!ell pejabat y_ang 
hetw~nang membe_rikan cull. 

(2) Penolakan permohonan cuti llaft!s disertai ·alasan 
peoolakan. 

(3} Penola:{al'l permohonan cuU oleh Majelis Pengawas 
Oaerah dapat diajukan banding ~epada Majelis 
Pengawas Wilayah. 

(4} Penclakan permohonan cu~l oleh Majelis Pangawas 
Wiiayah dapat diajukan-banding k.epada Majelis 
Pengawas Pwsat. 

Pasal32 

{1) Notar1s y;mg menjalankan cuti wo)ib mc.nyerahkan 
Pllllokol Nnlans kepada Nola/is Pengganti. 
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{?J Notaris Pengganli menyerahkan kembali ?rotokol 
Nolaris kepada Notaris sete!ah cuU berakhir, 

(3} Safah terirnaSebagaimam:; dimaksud pad a ayat{1) dant 
ayat (2}dibuatkan berita acara dan disampeikan kepada 
Majefis PenaaVv~s W1tayah. 

8agian l<cdua 
Notar!s Penggantl, Notarls Pengganti Khusus, dan 

Pejabat Sernentara Notaris 

Pasal 33 

(3) Nctarls Pengganti Khusus se~agaimana dimaksud pada 
ayat {1)wajib dlambil sumpahljanji jabatan oleh Meftteri 
arau pejabat yang dltun]ult 

Pasal35 
I 

,' 

: . 
(1} Apablla Notaril) meninggal dunla, suarni/istri atau · 

keluarga sedarah dalam garis lurus kelurunan semenda 
dua w.ajib memberttahukan kepada Majells Pengawas 
Daeral1. · · 

{2) Pembe;itahuan sebagaJmana dlmaksud pada ayat (1) 
disampaikal'i da!am waktu paffng lama 7 {tujuh) har:i kerja. 

Pi Apabila Notalis meningga! dunla pada saal menjalankan 
culi, iugas jab a tan No!aris · dljalankan oleh Notaris 
Pengganti seb!igai pejahal Sementara Notarls paling 
lama 30 (!iga puluh} hari lerMung sejak tanggal Notaris 

(i} Syarat untvk dapat dfangkal mf:lojadl No!a1is Pengganti, 
liotaris Pengganti Kr.usus, dan Peiabal Sementara 
Notaris <l\lalah warga neg:ara Indonesia yailg berijazah 
sa~ana hukum dan telah bel<erja sebagal karyawan 
Kantor Notarls paling sedikit 2 {dua) !ahun berturut-turut l (4) 

meninggal·dunia. 

Pejabal Sementara Notaris menyenihkan Protokol 
Nolaris dari Notaris yang meningga! dunia kepada (2) Ketentuan yang berlaku bag! Notaris sebagaimana 

dimaksud dalan Past~t iS, Pasa! 16, dan Rasal 17 
OOrlaku bagi Notaris PengganH, Notar1s. Penggant! 
Khusus, dan Pejaba! Sementara Notaris., kecualll (5) 
Undang·undang ini menentukan lain. 

Pasal34 

{1) Apabila da!aw satu wilayah jabaian hanya !t,rdapal 1 
(satu) Notarls, Majc!ls Pengawas Daeroh dapat 
menunjuk Notsris PengganU Khusus ya,1g befWE:nang 
untuk membuat al<ta tmtuk kepentinQan !){ibadi Notaris 
tersebut alau keluarganya. 

Maje!ls Pengawas Daerah paling !ama 60 {enam puluh) 
hari terhaung sejak langgal Notarls menin~gal d~nla. · 

Pejabat Sementara Notaris sebagaJmMa dimaksud pada 
ayat (3) dan ayal {4) dapat rilembuat ak!a a!as namanya 
sandiri dan mempunyai Prolokol Notafis. 

6A6VI 
HONORARIUM 

Pasal36 

{2) PenunjuKan sementara sebaQaimana dima~sud pada 
ayat {1) twak disertai de119an serah terima Prvloi:o! 
No!aris. 

{1) Notaris berhak menerima honorarium atas jaza hu!o.IIT). 
yang dibefikan sesuai dengan kewenangannya. · 
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(2) Besamya honcnnium yang diierima oloh Noiar~ 
didasarkan pada ni!ai ekoncmis dar, ni!a; sosiologis da 

· selia;rakla yang d!bu:atn~a. 

(3) Nilai ekooomis sebagaimana dimoksud pada ayal {2:1 

dilent'ukan rtari objek setiap axta sebagai bllfikut 
a sa:mpai dengan Rp. 100.000.000,00 (f>&ralus jula 

rupiah) atau ekuivalen gram em~ ketika flU. honorarVrn
1 

yang diterima paling besar adalah 2,5% (.jua koma~, 
lima persen) 

b. ·di alas Rp. ·wo.ooo.ooo,oo (sera~us )uta rupiah)l: 
sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
rupiah) hDoornrium yang dilefima paling besar 1 ,5%' 

· . (salu kama lima persen);'atau 
·· .. e.· di alas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)~· 

honorarium yang diterima didasarkan pada,. 
· · kesepakatan antara · Notaris de~an para pihak, 

• ·tetapi tfdak: melebihi 1% {satu persen) da1i objek 
yang dibualkan aktanya. 

{4) .Nilai soslo!cgis di!enlukan bctdasarka1 fungsi so sial d<lri 
.' objek setiap akta dengan honorarium yang diterima 
· j)aling besar Rp. 5.000.000,00 (lim• jula rupian). 

Pasal37 

Notaris wajibmemberikan jasa huY.um di bidang kenotaria!an 
secara curria-cuma kepada orang yang !klak mampu. 

22 • Citra Umbara 

BABVII 
AKTA NOTARIS 

Baglan Pertama 
Bentuk dan SlratAkta 

Pasal 3S 

{1) Setiap akla Notaris lerdiri dar!: 
a. awaf akla atau kepa!a akta: 
b .. badan akta: dan 
c: akhir atau ponutup akta. 

(2) Awal aHa atau kepala akta memua(; 
a. jOOu! akta; 
b. nomor a!da; 

c. jam,'hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan 
d. nama lengkap dan tempat k.edudukan Notaris. 

(3) Badan akla memual: 
. a. nama lengkap, tampa! dan t8nggal !.~hi;, 

kewar~enegaraan, peKe~aan, jabatan, kedudukatl, 
tempal Unggal para penghadap dania tau ~rang Yang 
mereka wakili; 

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak 
pengha::lap; · 

c. lsi al<ta yang men.lpakan kehe.ndak dan keinginan 
dari pihak yang berkepen!ingan; dan 

C, nama lengkap, tempal dan tangflallahir, .s;·erta 
pekerjaan, jabatan, kedudu.kan, dan tempat tinggal 
dari tiap-tiap saksi tJengenal. . 

(4) AXMr alau ~enutup ai\ta memual: 
G. uraiafl lentang pembacaan akt(! sebagaimana 

dimal<sud dalar.l P8'al16 ayal (1) hurufl alau Pasal 
16 ayal(7); 

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat 
penandalanganan atau penerjemahan akta apabila 
ada; · 

c. nama lengkap, tempat dan tanggal Jahit, peke~aan,: 
jabatan, keduduKan, dan lempat tinggal dati liap~ 
uao saksiakla; dan 
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d. uraian tentang lidax adanya perubahan yang leQOdi I 
_ dalam pembuatan akta alau uraiao tentang adanya 
perubahan yang dapat berupa penambah<m. 
pencoretan, atau penggantian. 

{5) ·_Aida Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan [ 
Pejabat Sementara Notaris, se!ain memuat ketentuan 
sebaga!mana dimaksud pad a ayat (2/, ayot (3), dan ayal'' 
{4}, fuga memuaf Mmor dan tanggzl penetapar. 
pengangkatan, serta pejabat yang mengang~atnya. 

Pasal 39 

(1} Penghadap harus mertlermhf syarat sebagai berikul: 
a. pal!ng sedikit berumur 18 (delapan belali)'tahun a tau 

. telah menikah; rJan ·· 
b. cakap melakukan perbua!om hukum. 

(2) Penghadap han.ts dikenal oieh Notarls· atau 
dlperkena!kan kepadanya oleh 2 (dua) orang sanksi 
pengenar yang berumur paling sedikit 18 (defapan belas) 
tahun atau telah menikah dan caKap melakukan 
perbuatan hukum atau Olperkenalkan oleh 2 (dua) 
penghadap la!nnya. 

(3} Pengenalan sebagmimana dimaksud pada ayat (2} 
dinyatakan sewra tegas dalam ak:ta. 

Pasal40 

(1) Setiap akta yang 'dibCJcakan oleh Nolaris dihadiri pa!in~ 
sedikit 2 (dua) orang sakSi, keooali peraluran perunaang
undan)]an rnenentukan lain; 

{2) Saksi se_bagaimena {limaksud poda ayat {1) herus 
rnemenuhi syaral sebaga1 beriklll' 

a. · paling sediYilberumur 18 (delapan belas) tahun alau 
telah menikah; 
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b. cakap melakuY.an perbua\an hukum; 

c. mengerti bahasa yar~g d!gunakan dalam kata; 

d. dapal membubuhkan Ianda Iangan dan Parnf; dan 
~. lidak mempunyai hubungan perkawinan atau 

hubungan darah dat~m ·gBl'is ke samping sampai . 
riengan derajat ke:liga dengan No!aris atau para 
p1hak. 

\3) Saksi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) hams ". 
dlkenal oleh Notarls alau diperkena!kan kepada Notaris 
atau dlterangkan tentang identilas dan kewenaf\gannya 
!retl"da Notans oleh penghadap. 

(4) Pengen61an alau pernyataan tentang ·identites dan 
kewenangao saksi dinyatakan secara leg as dalam akta. 

Pasal41 

· Ap:abila ketl;!nluan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak 
dipenuhi. akta tersebut hanya mempunyai kekuatan 
pembuklian sebagai akta di bawah tangan. · 

Pasal42. 

(1) Aida Notaris dituliskan dMgan jelas dalam hubungan 
satu sama lain yang tidak terputus·putus dan tidak 
menggunakan stngkalan. 

(2) Ru"ang '.Jan sela kosong del am akta digaris ·oengan jelas 
sebelum akta ditanda\angar~i, kecua!i urtluk akta yang 
dicetak dalam bentuk formulir ben:lasarkan· peraluran 
perundang-undailgan. 

(3) Semua bilangan untuk menentukan banyali.nya atau 
jumlahnya sesuatu yarig c!isebutdalaJn akla, penyebulan 
tanggal, bu.!(Jn, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan 
harus didahulul dengan angka. 
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(4) Ket~ntua'l sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
berlaku bagi surat kuasa yang·be:fum menyebutkan nama 
penerina kuasa. 

?asal43 

{1) Akta dibuat dalam bahasa Indonesia. 

{2) Dafa,rn hal penghadap lidak mengerti bahasa yang 
d·1gunakan dalam akta, Notar1s waj1b menerjemahkan 
atau menjelaskan lsi akta i!u datam buhasa yang 
dimengenl oleh penghadep. 

{3} Apabila Notads tidak d2pat menerjcmahkan atau 
menje!askannya, alda :ersebul dilerjemahkan ala~ 
dijelas!<an o!eh ueseorang pene~emah resmi. 

(4i Akla dapat dibuat dalom bahasa lain )'ling dipahami olen 
Notarls dan saksi apabila pihak yang berkepenlingan 
menghendaki sepan!ang Undang·undang tidak 
menentukan lain. 

(5) Dalam hal akla dibuat sebagaimana dimaksvt p(ld£.: ayat 
{4), No!aris waFb menerjemahkannya ke da!am bahasa 
Indonesia. 

Pasal44 

{1} Segera setelah akta dibacalian, akta ters£:bUt 
ditandatangan1 oleh setiap panghadap, saksi, dan 
Notaris, k~cuali apabila ada penghadap yang lidak dapat 
membubuhkan tanda tangan dcngan menyebutkan 
a!asannya. 

(2) Alasan sebagaimana dlmaksud pada aya\(1} d!nyc.takan 
" secara tegas dalam alda. 

(3) Akla sebagalinana oimaksud da~m pasal43" ayal (3) 
ditanoatanganl oleh ~nghadap, Notaris, shksi, dan 
pene~emah resml, 
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(4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan 
penandatanganan sebagaimanatlimaksud pad a ayat (1) 
dan ayal (3) dan Pasal43 ayat (2), ayat (3), dan ayal (5) 

· dloyalalian secara tegas pada akhir kala. 

?asai4S 

{1) Dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya 
pad a baglan tertentu dari akta, hanya bagian kata lertentu 
!ersebul yang dibacakan kepadanya. 

(2) Apabila bagian l.enentu sebagaimana dimaksud pada 
aya:~ (1) dile~emahkan atau dijelaskan, perighadap 
membu!uhkan paraf dan tanda Iangan pada bagian 
tersebul 

{3} Pembacaan, penerjemahan atau penjciasan, dan 
penanda!anganan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1} 
dan ayat (2) <!inyalakan secara teg:as pada akhir akta. 

Pasal 46 
• 
(1} Apab~a pada pembuatan pencatatan Marga kekayaan 

atau berita acara mengenai svatu perhuatan atau · 
perist!wa, terdapal penghadap yang; 

a. menolak membubuhkan tanda langannya; atay 

b. tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan 
penghaJap· belum menandalangani akta tersebut; 

< • 

hal tersebul harus <iinyatakan dalam akta dan akta 
lersebul tetap merupakan akta otenlik. ' 

(2} Penc!akan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} haruf 
q harus dinyatakan Qaram akta dengan me::gemukakan 
alaSannya.-
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" '"1 Pa3al47 

{ 1) Surat kuasa olentlk atau surat!ainnya yang mer-ladi dasai 
kcwenangan pembualan aida yang dikeluarkan d~lam 
benl.uk originafi atau sural kuasa di baweh langar. wajih 
dilekatkan pada Minu:a Mla. 

(2) Sural kU2:sa otentik yang dlbtlat da!am bentuk Minuie~ 
Akla dluralkan dalatn akta. 

{3) Ketentuan sebagaimana dimaksoo' pada ayplt(ij Jidak 
wa~bdi!akukanz.pabila surat kuasa Ielah dllekatkan pad a. 
akta yang dibuat dihadapan NOJtaris yang saffia dan hal 
terseOOt dinya!<~kan dalam akta. 

Pasal48 

(11 lsi akta tidak boleh dlubah atau dita:r.bah, balk b~rupa 
penu!lsan tindih, penyisipan, pencoretan, atau 
penghapusan dan menggan!inya dengan yang lain. 

{2) Parubahan atas akla berupa penambaho:n, penggantian, 
atau pencoratan da!am akta llanya sab apabila . 
perubahan tersebutdiparaf aiaudlberl tanda per.gesahan 
lain oleh per.ghadap sa.ksl, dan Notaris. 

Pasal 4fl 

(1} Setiap pef1;ba~an alas akta dibual di ~isi !dri aktZl, 

(2) A!)Cibila suatu perubahan tidak dapat dibu-at dl sisl kirl 
akta, perul>ahan tersebutdibuat pad a akhir akla, st!be!urn 
penutup akta, dengan nwnunjuk bagian yeng diubah atau 
dangan menyisipkan !embar tambahan, 

. (3) Perubahan yang dUak:.rkan tanpa menunjuk bag ian ya"ng 
diubah mengakibatkan perubahan ters<Jbul ba!aL 

'23·Citra Umbera 

' Pasal sn ,i..y 

{1) Apabi!a da:am akla perkt d!!akukan pencoretan kata, 
huruf, atau ancka. halt-ersehut di!akuli.an demiklan rupa. 
sehingga tetap Oapal dlbaca sesuai dengan yang 
tercantum semula, dom jumlah kata, huruf, atau :angka. 
yang dic:ore! dlnyatakan pada sisi ak!a. 

(2r Pencoretan sebagaimana dimaksud pad!! ayat (1) 
dinyatakan sah setelah dlpa~af atau dlberl ianda 
pengesalian lain aleh penghadap, sak!l1, dan Notaris. 

(3)' Apabi!a te~adi perubahan lain terhadap perubahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat {2). perubahan itu 
dllakukan pad a sisr talda sesuai dengan ketentuan datam 
Pasal49. 

(41 Pad a penutup setiap akla dlnyatakanjumlah perubahan, 
pencorotan, dan penambahan. 

Pasa!'51·· 

· (1} Notaris berWenang untuk membetulkan kesa!ahan tu!is 
dan/atau kesalahan ketik yang terdapal pada Mlnuta 
Akla yang telah dilandt~!anganL 

(2) Pembetulan sebagairr.ana dlmaksud pada aya! {1) 
dHaku~ar. dengan mP.mbuat berHa acara· dan 
memberlkan calatan tentar:g hal lcrsebut pada Minuta 
Akta asl! dengan menyehul~an tanggal dan nomor akta 
berita acara pembetulan. 

(3) Sa!inan akta berlta aca'ra sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib Clsampalkan kepada para p1hak. 

Pasal5l 

(1} Nolaris lidalr. dlperkenankan membuat akla untuk diri 
sendiri, istrffsuaml, a tau orang lain yang mempunyai 
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hubungan kekP.Iuargaan dengan Notaris baik karena 
perkawinan maupun hubun.gan darah dalam garis 
keturunan lurus ke bawah dan/atau ke alas tanpa 
pernbatasan derajat, serta dalam garis ke sarnping 
sampai dengan derajnt ke!iga, se11a menjadi pihak unluk 
diri perantaraan kuasa. 

(2) Ketentuan sebagairn:ma dima~sud pada ayat (1) lidak 
berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuaiT 
Notaris sendiri, rner1jadi penghadap dalam penjualan di 
muka umur.1, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan 
di hadapan Notaris, persewaan umum, atau 
pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang 
risala~nya dibuat oreh Notaris. 

(3) Pe!anggaran terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud pad a ayat {1) berakibat a~ta hanya mempunyaj 
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan 
apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa 
menguranJi kewajiban Notaris yang niembuat akta ilu 
untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bung a· kepada 
yang bersangkutan. 

Pasal 53 

Akta No'.aris tidnk boleh memuat penetapan atau ketentuan 
yang memberikan Sesuatu hak danfatau keuntungan bagi: 

a. Notaris, istri atau suami Notaris; 

b. saksi, istri atau·suami saksi; at au 

c. orang yang IJlempunyai hubUngan kekeluargaan dengan 
Notaris atau saksi, baik hubungan damh dalam garis 

· Jurus ke .alas atau ke bawah tanpa prmllaf.asan ~erajat 
maupun hubungan perkawinan sampai dengnn dercjat 
ketiga. 
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Baglan Kedua 
Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutip.an A~ta 

Pas a I 54 

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau 
memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Sa!inan Akta ·a tau 
Ku!ipan Akta, kepada orang yang berkepentingqn langsun.g · 
pada akta, ahli waris, atau orang yomg memperoleh hak, 
kecua!i ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 

Pasal55 

(1) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akla membuat 
catatan pada miriuta akta mengenai penerirna: Grosse 
Akla dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut 
ditandatangani oleh Notaris. 

(2) Grosse Akta Pengakuan utang yang dibuat. di hadapan 
Notaris ndalah Salinan Ak!a yang mempunyai kekuatan 
eksekutorial. 

(3) GrosseAk!asebaggimanadimaksud pad a ayat {2) pad a 
bagian kepala akta memuat frasa ~DEMI KEADiLAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG W""HA ESA", dan 
pada bagian akhir atau p!:!nutup akta mefnuat frasa 
'diberikan sebagai grosse pertama-; dengan 
menyebutkan nama orang yang mem!ntanya dan untuk 
siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya. 

{4) Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat 
diberikan kepada orang sebagaimi:lna dimaksud dalam 
Pasal54 berdasarkan penetapan penyadilan. · 

Pasal 56 

(1) Akta originu!i, Grosse Akta, Salinan Ak.ta, atau Kutipan 
· Akla yan9 dike!uark.an oleh Notaris wajib dibubuhi tera8n . 

caplstemrer. 
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(2) Te:oan cap sebagaimana <limaksud pad a ayal (1) harus 
pula dlbubuhkan pad a salinan Sl.lratyang d~leKatkan pada 
Minuta Akta. 

{3} Sumt di bawah tangen yang d'tsahkan alau dilagalisasl,
surat dl bawt1h Iangan yang Oidaflar dan pencocokaf) 
fotokopl oieh Nolaris wajib dibeli teraancap/stompelserta 
paraf dan tanda tangan Notaris, 

Pasal 51 

Grosse Akta, Salinun Akta, Kulipan Akta Notaris, atau 
pengesahan suratdi hawah tang an yang dijekalkan pad a ak!a 
yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat 
dikeluilrkan oleh. Notar!s yang membuatnya, Notaris 
Pengganti, atau pemegang Protokci Nolaris yang sah. 

Bagian Ketiga 
Pembuatan, Penyimpan:m, dan PcnyeraMn 

Protokol Notaris 

Pasarsa 

{1) Notaris membuat daftar akta, Qaltar sttrat di bawah 
tang an yang disahkan, daftarsuratd! b<:wah Iangan yang 
dibukukan, dan daftar surat lain yang Giwajibkan oleh 
Und8ng~l'!dang ini. 

(2) oar am dal!ar akla seba\}aimana dimaksUd pacaayal\1), 
Notaris setiaphari mencatat semua akta yang dibuat o~ 
alau dl hadapannya, baik dalam bentuk Mlnut1.:1 Akta 
maupun originali, tanpa sela·seia kosong, masing· 

. maslng datam iuang yang dUutup dengan garis-garis 
tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomorbulat~an, 
tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang 
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ber1indak baik untuk ditinya sendiri maupun sebagai 
kUasa orang lain. · 

(3) AKta ~ang dikeluarkan da!am beniuk origim;li yang dibuat 
d~lam rangkap2 (dua) atau Jebih pada saat yang sama, 
diCfttat dalam daftar dengan satu nomor. 

(4) Setlap halaman dafam dafiar dibeli nomor urut dan 
dlparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecua!i pada 
halaman pertama dan terakhir dilandalangani oleh 
Majelis Pengawas Daerah. 

{5} ?ada halaman sebclum ha!aman pP.rtama dicantumkan 
ie'terangan J.entang jumlah halarr.an daflar akta yang 
ditandatangan! oleh Majelis Pengawas Daerah·, 

{6) Dalam da(tar sural di bawah tangan yang dis'ahkan dan· 
daftar sural di bawah tangan yang dibukukan 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Notarissetiap hari 
mencatat surat di bawah Iangan yang <llsahkan alau 
d'1bubukan, tanpa sela-sela kosong, :naslng~masing 
dalam ruang yang dilulup dengan garis*garis linta, 
dengan mencan!IJmk:an oomor urut. tanggal, sifa! surat, 
dan nama semua 001ng yang bertindakhaik untuk ditinya 
sendiri maupun sebagai kuasa orang !aln, - · 

Pasal 59 

(1) Notaris membuat daftar Klapper untuk dafter akle dan 
oartar surat di Oawah tangan yang disahkan 
sebagaimana dimaksud daiam Pasa158 ayat {1), dfsusun 
:nenurut abjC!d dan d!lcerjak.an s9Uap bulan. · 

(2) Daflar klnpper sebagaimana dlmaksud pada ayal (1) 
memuat nama semua orang yang menghadap dengan 

. menyebutkan dibelakang tiap·tiap nama, sifat, dan nomor 
akta, atau sural yang dicatat dalam daftarakta dan d0flar 
surat di bawah tangan. 
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Pa:sal60 

(1) AX!a yang dibuat oleh atau di ~adapan Notaris Pengganti 
atau Notaris Pengganti Khusus dicata! dalam daftar akla. 

(2:) Suraldi bawah tang<111 yang disahkan dan surotdi bawah 
tangan yanQ ditukukan, d\catat. dalam d'aftar surat di 
bawah tang an yang disahkan tlan dallar sufat di buwah 
tangan yang (!ibukukan. 

Pasal61 

{1} Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, 
mefiyampaikan secara tertulis.sallnan Yang telah 
disahkannya dari dafulr ak!a dan daf!ar 13in y(!ng dibual 
pad a bulan sebctumnya paling lama i 5 (lima belas) hari 

· Pada bu!an berlkutnyu kepada Majeiis Pengawas 
Dasrah. 

(2) Apabila dalam waklu 1 (satu) bulan Notar:s lidak 
membuat akla, Notarls, secara sendiri atau mela!ui 
kuasanya menya.npa1kan hal tersebut sec6ra tertulis 
kepada Majelis Pengawas Oaerah delam waktu 
seba9aimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal62 

Penyerahan Protokol Notarts dilakUkan dalum hal Nola.~s: 
a. meninggal dunia; 
h. telah berakhir masa jabatannya: 
c. minta sendiri: 

d. tidak mampu secara roh<mi danfatnu jasmani untuk 
melaksanakan tugas jabatan sebagai Nolari:o secara 
terus menerJs leblh dari 3 (tiga) tahun: 

e. diangkal menjadi pejab<Jt negara: 

J4 · Citra Umbara 

I. pindall wilayah jabalan; 
g. diberhentikao sementara; atuu 
h. diberhentil:an dengan lldak hormat 

Pasal63 

{1} Penyerahan Prolokol sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 62 dilaJwl:an paling tama 30 (!iga pttluh) hari 
dengan pembuatan berila acara penyerahan Protokol 
Notaris yang ditandatangani oleh yang menyetahkan dan 
yang menerima Protokol Notarts. · ·-

{2) Oalam har lerjadi sehagPoimana dimaksud dalam Pasal 
62 huruf a, penyerahan Prolokoi Notaris dilakukan o1eh 
ahli waris Notaris kepada Nolaris lain y-ang dilunjuk oleh 
Majelis Pengawas Daerah. 

(3) Dalam hal lerjadi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 
62 huruf g, penyef(lhan Ptolokol Notaris diJakukan oleh 
Notaris kepada Notaris lain yang dilunjuk oleh Majelis 
Pengawa~ Daerah jika pemberhentikan sementarEI !eblh 
dan 3 (tiga) bulan. 

(4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
62 huruf b, hliPJf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, 
penyerahan Protokol Notaris dilaklikan oleh Notaris 
kepada Notads lain yancr dituiljuk oleh Menteri alas usul 
Majelis Perigawas OacrAh. · 

(5} FTotokol No:aris darf Not::uis lain yang pada waktu 
penyerahannya berumur25 (dua:puluh rr!T!a) tahun atau ' 
lebih diserahkall oleh Notatis penerim~ Proto~ol Nataris 
kepada Majelis Pengawas Oaerah. · 

Pasal 64 

(1) Protokol Notaris dari Noialis yang dlangkat menjadi 
pefabal negara diserahkan kepada Nolaris yang dflunjuk 
oleh Maje:lis Peilgawas Da~rah. 
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(2} Notaris p~megang Protokol 1\lotaris sebagaiman:J . 
dimaksud pada ay~l (1) berwenang mengetua;k<Jn 
Grosso Aida, Sa!inan Akta, a tau Kui!pan Akta. 

Pasal 65 

. Notaris, Nota~is Pengganli, Noturis Pengganti Khusus, dan 
Pejabat Sementara Notans bet.angg1mg javmb alas seliap 
axta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah 
Giserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan 
Protnkol Notaris. 

BAS Vlll 
PENGAMBILAN MINUTAAKTA DA~ 

PEMANGGILAN NOTARIB 

Pasal65 

(i) Untuk kepentingan ptoses peradilan, p~nyldik, peount•Jt 
umum, atau hakim dengan perse-tujuan Majefls 
Pengawas Daerah ·berwenang: 

a mengambl! fo\ckopi Minuta.Akia!:Jan!atau s·Jral·surat 
yang di!!l!i.itk21i. pada Minuta Akta atau Protoko!. 
Notaris dalam penyimpanan NoliliP;,:;; dnn 

b. roema'nQQII Neta~s untuk hadir dalam pemeriks~an 
yang· berkailan dengan akta yang dibualnya atau 
Pmtokol Notaris yang berada da:am penyimpanan 
Notaris_. 

(2) Pengambilan fotokopi Min uta Ak\a atau s(;rat~su~at 
sebA_gaimana dimraksud pada ayat {1} fturuJ a, dibuat 
benta acara penyerah.an.: 

. ' . 
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BAS IX 
PENGAWASAN 

Bagir::n Pertama 
!Jmum 

Pasal57 

(1) Pengawasan atas Notaris di!akukan o!eh Menteri. 

{2) Da!am mel:~ksan.akan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayal (1i Menteri membenM: Majelis 
Pengawas. 

(3) Male!is Pengawas sebagalmana dimaksud pada ayat (2' 
berjomlah 9 (sembJian) orang, lerdifi atas.unsur: 

a. oemen~ta~ sebanyak 3 (tigaj orang; 
b. organistlsi No!aris sebany"ak 3 {tlga) oraJlg; dan 
c. ahli/akademisl sebanysk 3 (tigc.) 01ang. ' 

{4) Da!.am hal suatu daerah !idi:!k letdapat unsur lnstansi 
pemerin!ah sebagaimana dimaksud' pada ayat (3) huruf 
a, Keanggotaan dalam Majelis Pengawas dilsl darl unsur 
fain yang dilunjuk oleh Menteri. 

{5) Pengawas sebagaimana dimaksud pad a ayat 0) melipuU 
perllaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. 

\6) ,1\eleotuan mengenai pengawasan sebaga.1mana 
dimaksud pada· ayaf(5} berlaku bagi No!afis Pengganti, ; 
Notaris Pengganli Khu.sus, dan Pejabut Sementara \ 
Notaris. t 

Pasal 68 

Majelis Pengawas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 67 
ayat (2) terdiri alas: 

a. Majells Pengawas Daerah; 
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b. Majelis Pengawas \folilayah; dan 

c. Majelis Pengaw::~s PusaL 

Baglan Kedua 
Majells Pengawas Dacrah 

Pas<~169 

,, 

{1) Majells Pengawzs Daerah dibenUJk di kabupaten atau 
kola. 

(2) Keanggotann Majelis Pengawas Daerah terlji;i alas 
unsur-l.msursebagaimana dimaksudda!am Pas a! 67 ayat 
(3), 

(3} Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Oaerah dipiflh 
rlari dan oleh anggota sehagaimana dima!<sud p<lda ayat 
(2), 

{4} MaSa jabatan keltla, wak!l ketua, dao anggota Maje!is 
Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun ciapiii dianskat 
kembuli. 

(5) Majells Pengawas Oaerah dlbantu oleh seorang 
sekretalis a!au lebih yang di!ujuk da!am Rapat Maje!is 
Penyawas oaarah. 

Pasa! 70 

MaJe!is Pengawas Daerali berwenang: 

a. meoyelenggaraKan sidang unluk memedksa adanya 
dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris a tau pelanggaran 
pelaksanaan jaba!an .Nolaris; 

b. melakukan pemeriksaan lerhadap Protokol Notaris 
secara berkala 1 (salu) kall da!arn 1 (satu) tahun atau 

· setlap waldu yang diar.ggap perlu; 
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·c. memberikan izin culi untu~ waktu -s.ampai dl"!ngan 6 
{enam) bular.; 

d. menetapkan No tarts Penggan1i dengaO mer;1perhatikan . 
usu! Noiarls yang hersar.gkutan; · 

· e, menen!Ut;an tern pat penyimpanan Protokol Notaris yang 
pacta saat serah tetima Prolokol Notaris telah berumur 
25 (:Ju::~ pu!uh lima) tahun atau lehih; 

f. menunjuk Notaris yan9 akan berlindak sebagal 
pemegang sementara Protokol Notads yang dlanggap 
sebagai pejabat negara sebagalmana dlmaksud dalam 
Pasal11 ayat {4) 

g. rnenerima \aporan dari masyarakat mengenai adanya 
dugaan pe!anggaran Kode Etlk Notaris a tau pelanggarart 
keleniuan dalam Undang-undang ini; dan 

h. mambuat dan mer'lyampaikan laporan scbagalmana 
dimaksud pad a huruf a, hurufb, huruf c, nurur d, hurUr e, 
huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wl!ayah. 

Pas.;,j 71 

Majelis Pengawas Oaerah berkewajiban: 

a. mencatal pada bul<u daHar yang termasuk dalam 
Prctokol Notarls deogan menyebutkan tangga! 
pemeriksaan. jumlah akta serta jum\ah surat rli bawah 
Iangan yang disahkan dan yang dlbuaf s~jaK ianggal 
pemetiksaan terakhir; 

b. membuat beriW acara pemeriksaan dan many;iropaikannya 
kapada Maje!is. Pengawas Wftayah selempal, dengan 

· tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, 
Ofganisas1 Notaris, dan Majelis Pengawas Pusal; 

c, ffierahaslakan lsi akta dan hasil pemeriksaan; ' 

d, menerima salinan yang te!ah disahk~n d~ri daftar akta 
dan dafiar !ain dar'1 Notaris dan merahasiakannya; 
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e. memeriksa.laporan masyarakat terhadap Nolaris. dan 
m·enyampaikc:n hasil pemorlksaart tersebot kapada 
Majelis Pengawas Wilayao ;alam wakiU 30 (liga puluh) 
hari, dengan lembusan kepada pihak yang melaporkan, 
Notaris yang bersangkutan, MajeUs Pengawas Pusa~ 
dan Organ!sas! Notarfs. 

f. Menyampa!kan permohonan banding terhadap 
keputusan penolakan c:uit 

Bagian Ketiga 
Maje!ls Pengawas WJiayah 

Pasal72 

{1) Majelis Pengawas Wllayah dibentuk dan berkedu.Jukan 
di ibukola provinsL 

(2) Keanggot2an Majelis Pcngawas Wilayah teidiri ata:; 
unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 atal {3). 

(3) KetuaQan WakH Kei1.Ja Majelis PengnwaS. Wilayah dipilih 
dari dan oleh a,nggota sebagaimana dlmaksud paUa ayat 
(2). 

(4) Masa jabatan ketua, W<Jkil ke\ua, dan anggo\a Majelis 
Pengawas Wilayah adalah 3 (liga) tahun dan dapat 
diangkal kembaiL 

{5) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang 
sekretarls atau lebih yang diiunjuk dalam Rap~t Majelis 
PenQawvs Wilayah. · 

Pasal73 

· {1} Wlajelis ?engawas Wilayah berwenang: 

a. menyele~garakan sldang untuk memeriksa dan 
mengamb!l kePufusan alas laporan masyarakat 
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yang disampaikan melalui Majells Pengawas 
Wilayah; · 

It mernar.ggil Nclar!s terlapor untuk dilakukan 
pemeriksaan alas laporan sebagafmana dlmaksud 
pada huruf a; 

c. memberikan izln cuti lebih dari S (enaffi) bulan 
sampai 1 (satu) !ahun: 

d. memefiksa dan memutus· atas kepulusan Majelis 
Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan 
oleh Notaris pelapor. 

' 
e. memberli<an. sanksi berupa teguran fisan atau 

tertulis; 

I. · mengusulkan pemberian sanksi tarhaOap Notaris 
kepada Majelis Pengawas Pusat berupa: 

1} pemberhentian sementara 3 (llga) bulan sampai 
dengan 6 {enam) bulan; atau 

2) pemberhentian c!engan tldak· hormat. 

g, rnembuat berita acara alas setiap bputusan 
penjatuhan sanksi sebagaimaria dlmaksud pada 
huruf e dan hurur f. · 

(2) Kcputusan Majer1s Pengawas Wilayah sebagidmana 
dimaksud pada ayat {1} huruf e bersifal finaL 

(3} Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanx'si' 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf e dan huruf 
f dibualkan berita acara, 

.. (ll 

Pasal 74 

Perneriksaan da!am s!dar.g Majel!s Pengawas Wiiayah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasoi:l73 ayal (1) huruf a 
bersifat tertutup untuk umum. 
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·[ ' 
{2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pem'eriksaan 

dalam sldang Majelis Pengawas Wi!ayah. · · 

Pas a! 75 

Majelis Pengawas W1!ayah beril:ewajiban: 

a. menyampaikan kepu\Usan sebagaimana dimaXsud 
dalam Pasal73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d. huruf e, 
dan huruf f kepada Notaris yang bersannkuian dP.ngan 
tembusan kepnda Majelis Pengawas Pusat, dan 
Organises! Notafis: dan · 

b. meilyaffipalkan peflgajuan banding dari Nolaris kepa~ 
Majefis Pengawas Pdsatterhadap penja!uhan sanksi dan 
perolakan cutL 

Baglan Keempat 
Majelis Pengawas Pusat 

Pilsa·r 76 

(1) Majelis Pengawas Pusatdibenluk dan beri::edudukanm 
ibu!rota negara. 

{2) Keanggolaan Majelis Pengawas Pusal !erdirl ataS unsur 
' sebaga~imana dlmaksud dalam pasal67 ayat (3) 

{3) KeWa dan Waki: Ketua Majelis Pengawas Pusa! dipllih 
dari danoleh anggota sebagaimana o'imaKsud pado ayat 
(2). 

(4) Masa jaba\an kelua, wakil ketua, dM a;,ggota Majelis: 
Pengawas Pusa: adalah 3 (tiga} !ahun dan dapat 
diangkat k!.!mbali. 

(5) Majelis Pengawas Pusal dibantuoleh seorang sekre!aris 
· atau lebih yang ditunjvk dalam Rapal Majelis Pengawas 

Pus.at. 
i,j 
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Pasa!77 

Majefis Pengawas Pusat berwenang: 

a, menye!engQarakan ~idi:l~g unluk memerlltsa -dan 
mengambll kepu!usan dalam Ungkat banding lerhadap 
penjaiuhan sahksi dan penolakan,cuti; 

b. memanggil Notalis te;rlaoo:untuk dilakukan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c. menja!uhkar sanksi pemberhenlinan ssme.ntara; Can 

d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhen!ian 
dengan t~ak hormat kepada Menteri, 

Pasa!78 

(1) Pemeriksaan dalam sid<~ng Majelis Pe"ngawas· Pusal 
sebag(limana· dirnaksud (lalam Pas a! 77 huruf a bers:!fat , 
letbuka untuk umum. 

{2) Notaris berhak untuk mombera d!ri dalam pomeriksaan 
,<.\dang Majelis Pengawas Pusat 

Pasal79 

Majelis Pengawas Pusa! berkewajtban menyampaikan 
keputusan sebagaimana dimaksud da!am Pasar 77 huruf a 
kepada Menteri dan Nolarls yang bersangkutan dengan 
tembusan kepada Majells PengaWas Wllayah dan Majelis 
~ngawas Daerah yang bersangkutan sertaorganisasi Notaris. 

Pasal SO 

(1} Selama Notaris diberhenlJkan sementera dari jabatannya, 
.Maje!is Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabal 
se_rnentera Notaris kepada Menleri. 
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(2} Menteri menunjuk Notaris'Yang akan menerima Protokol 
Notaris dari Notaris yang diberhentikar. sementara. 

Pasal 81 

Ketentuan lebih tanjut rnengenai tala car a pengangkalan dan 
pemberhenlian anggota, susunan organisasi dan lata ke~a, 
serta lata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur der.gan 
Peraturan Menteri. 

BABX 
ORGANISASI NOTARIS 

Pasal82 

(1) Notaris berhimPun dalam satu wadah Organisasi Notaris. 

(2) Keten!uan mengenai tujuan, IL1gas, wewenang, tata·ke~a, 
dan susunan organisasi ciite!ap'Kan dalam Anggaran 

. Oasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

Pasal 83 

(1) Organisasi Notaris menetapkan dan hleregakkan Kode 
Etik Notaris. · 

(2) · Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan 
salinannya disampaikan kepada Menleri dan Majelis 
Pengawas. 

BABXI 
'KETENTUAN SANKSI 

Pasal84 

Tindakan pelanggaran y~nQ dilakukan oleh Notaris lerh:~dap 
ketentu<in sebagaimali;{dimaksud dalam Pasal16 ayat (1) 
· ' '·I 1 -
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hurul i, Pasal16.ayat(1).huruf,~. Pasal41, Pasal44, Pasal 
48, Pasal49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang· 
mengakibatkan suatu akta hanya -memPunyai. kekuatan 
pembUkti~m Sebagai akta' di bawah t8ngan' a tau sua!~ akta 
menjadi b·atat demi hukum'ctapat me11jadi atasa.n bagi_.pihak 
yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, 
ganli rugi, dan bunga kepada Notaris. 

Pasal 85 

Pelanggaran ketentuan sebagaimana Cimaksud dalam Pasal 
7, Pasal 16 ayat(1) huruf a, Pasa! 16 ayat{1) huruf b, Pasal 
16 ayat (1) hurufc, Pasal16 ayat (1) huruf d, Pasa116 ayat 
(1) huruf e, Pasal16 ayat (1) huruff, Pasal16 ayat (1) huruf 
g, Pasa116 ayat (1) huruf h, Pasal16 ayat (1) huruf i, Pasal 
16 ayat i1) huruf j, Pasal1 S ayat (1) huruf k, Pasal17, Pas at 
20, Pasal27, P<:~sal32, Pasal 37, Pasal54, Pasal 58, Pasal 
59,· dan/atau Pasal 63, dapal dikenai sanksi berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. pemberhentian sementera; 
d. pemberhentian dengan hurmat; atau 
e. pemberhentian·dengan tidak ~annat. 

BABXII 
~ETENTUAil PERALIHAN 

Pasal36 

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, peraturan 
pelaksanaan yang berkaitan dengan jabaian Notaris tetap 
be"rlaku sepanjang tidak berter:tangan atau belum diganti 
berdasarkan Undang-undang ini. · 

Citra Umbara • 45 

Tinjauan Yuridis..., Laila Anditta P.D., FH UI, 2009



f-asal87 

Notaris yang telah diangi<at pada saat Vndang-undang ini 
mulal berlaku, dinyatakan. sebagai Noloris sebagaimana 
diatur daram Undanr-undan,g ini. 

Pasal as 

Pada e:aat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan 
unt~k diangkat menjadi Notaris yang sudah memcnuhi 
persyaratan secara l{l'ngkc:.p dan masih dai<Jm proses 
penyefesaian, telap diprases berdasarkan kclenluan 
peraluran.perundang-undangan yang lama. 

Pasal 89 

Pada saat Undang.undang ini rnu1ai herlaku, Kode Etlk Nolaris 
yang sudah ada tetap berlaku sampafditetapkan Kode Etlk 
Notans yang baru berdasarkan Undang-undang 

Pasal90 

Lulusan pendidika}l .Spesialls Nolalis yang beJum diangkat 
sebagai Netarts pada saat Undang-undan,g 1nl mulai beriaku 
tetap dapat diangkat menjadi Nol.aris menurut Undang· 
undang ini. · 

BABXIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal91 

PadQ saat Undang,undang ini mula/ berlaku: 
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1. Reglemenl op He/ MJtlllisAmlll in lndonesie (Sib 1860:3) 
sebagaimana-lEHah dlubah- teraKhir da!am lembaran 
Negara 'rahun1945 Nomor 101; 

2. Ordonanlie 16 Scptcmbel 1931 tentang Honorarium 
Nolaris; 

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil 
Nolaris dan Wakil Notaris Sementera (lembaran Negara 
Tahun 1954 Nomor 101; Tambahar. Lembaran Negara 
Nomor 700); 

4. Pasal54 Undang*undang Nomor 6 Tatum 20C4 tenlang 
Pervbahan Atas Undang-undang Nomor2 Tahun·19S6 
tt:ntang PeraQilan Umum (~ambaran Negara_Republik. 
lndenesiaTahun 2004 Nomor 34, Tambaha:n lembaran 
Negara Rep•Jblik !ndonesio Nomor 4379); dan 

5. Peraiuran Pemerintah Nemer 11 Tatmn 1949 tentang 
sumpahljanji Jabatan Notaris; 

dic:abut dan dinyatakan !idak berlaku. 

Pasal92 

Undang~undang ini mulai berlak•J pada tang gal diundanQkan, 

Agar se:iap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undaf'\9·undang ini dengan penempatantly.a 
dalam Lembarnn Negara Republlk Indonesia. 
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Disahkan dl Jakarta 
Pada tapggal6 Ok.iober 2004 
PRESIDEN REPUSLIK INDONESIA, 

Ud. 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Diundangkan Qi Jakarta 
Pada tanggal6 Oklober 2004 
SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

tid. 

BAMBANG KESOWO 

LEMBARAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 2004 NOMOR 117 
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PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG·UNDANG REPUBUK INDONESIA 
NOMOR 30 TAHUN 2004 

TEN TANG 

JABATAN NOTARIS 

I. UMUM 

Undang-Undang ~sar Negara RepubHk Indonesia Tahun 
1945 menenlukan secara tegas bahwa negara RepubUk 
Indonesia Jdalah negara hukum. Prinsip negara hukum 
menjamin kepaslian, ketertiban, dan perlindungan hukum 
yang berinlikan kebenaran dan keadilan. 

Kepaslian, keterliban, dan per1lndungan hukum 
menuntul, anta.'tl lain, bahwa lalu !1ntas hukum dalam 
kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat b!Jkti 
yang menen!ukan Qengan jelas hak dan kewajiban 
seseorang sebagai subjek huKum dalam masyarakat. 

Akta otentik sebagai alat bukO lerkuat dan terpenuh 
mempunyai peranan penting dalam setlap hubungan 
hukum dalam kehidupan masyrrakat. Dalatn berbagai 
hubungan bisnis. kegiatan dl bida:ng perbankan, 
pertanahan, ke9latan sosia!, dlln lain-lain, kebutuhan 
akan pembuklian tertulis berupa akta oteotik makin 
menir:gkat sejalan dengan berkembar;gnya tuntutan akan 
kepasllrm hukum dalam berbagai hubungan ekonoml dan 
sosial, baik pada tiogkat nasional, reg1onal 1 maupun 
global. Me!alui aKiaotentik yang menen!ukan secarajelas 
hak dan kewafiban, menjamin kepastlan hukum, dart 
sekaligus dlharapkan pula Qapat dfhindari terjadinya 
sengketo. Walaupun sengketa t.ersebut tidak dapat 
dihlndari, dalam proses penye!e:saian sengketa tersebut, 
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akla oten5K yang merupakan alat bukU tenulis terkuat 
dan terpenuh memberi sumbangan ~wata bagi 
penyalesaian perkara se<:ara murah dan cep.it. 

Notaris adalah pc}abat umum yang berwenang untuk 
membual akla otentik sejauh' pembuatan ekta olentik 
tertentu tidak dikhu$cskan bagi.pej:Jbal tJmum lainnya. 
Pembuatan ak!a· otentik ada· Ya'i'lg dlharuskan ·Oieh 
peratl.tran perundang-unda.ngan da,am rangka 
menciptakan kepasHan, keter1iban, dan peclindungan 
hukum, Selain a!..ta otentlk yang dibuat oleh atau di 
hadapan Notaris, bukaO saja karena diharuskan oleh 
peraluran perundang.undangan, ·tet<:~pi juga karena 
dlkehenda~i oleh pihak yang berkepentingan untuk 
memasUkan hak dan kewajiban para pihak demi 
kepastian, kelertiban, dan per!lndungan hukuin bagi pihak. 
yang berkepentingan seXarigus bogi masyarakat secara 
kese!uruhan. 

Akla otentik. pad a hakika\nya memual kebenaran formal 
sesuai dengan apa yang Ciberilahukan para pihak keJ'ada 
Nolaris. Namun, Nofaris mernpunyai kewajlban untuk 
memasukkan bahwa ap~ yang lermuat dalam Akta 
Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan ~esuai 
dengan kehri'ldak ~ara pihak, yaitll dengan cara 
memoacakannya sehingga mer.Jadi je!as lsi Aida Notark:, 
serta memberikan akses terhadap ioformasi, !ermasuk 
akses terhadap peraturan perundang-und<:ngan yang 
terkait bagi para pihak penandatangtm akta. Dengan 
demikian, para pihak dapat menentukan dengan bcbas 
uniuk menyetujui atau !idak menyelujui i$i Akta Notaris 
yang akan dilarn:lalanganinya. 

Peratutan perunO<.Iflg-undangan yang mengatur 'entang 
Jabatan Nolaris yang kini berlaKu sebagian besar masih 
didasarka:n pada peraturan perundang·um;!angan 
peninggalan zaman kokmia! Hindia Belanda don 
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sebagian lagi meru:;ak:an peraturan perundnng· 
cnd;::ngan nasionat, yaltu: 

1. RegJemer,t Op Het Notaris Ambi in indonesia · 
(Slb.1850:J} sehagaimana telah diubah terakhir 
da!am Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101: 

2. · Ordcnanlie 16 Seotember1931 tentang Honorarium 
Notaris: 

3. Undang-Undang Nomor33 Tahun 1954 Tatwn Wakil 
Notaris dan Wakif Notaris Sementara {lembaran 
Negar.a Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan 
Lemllllran Nogara Nomor 70~); 

<t • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tenfang 
Perubahan Atas Undang-Undany Nomor 2 Tahun 
1996 lentang Per.adilan Umum {lembaran Negara 
Re~uOtik lndone~ia Tahun 2004 'Nomor 34, 
Tambahan lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4379); dan . ' 

5. PeratUran Pemerintah Noffil.lr 11 Tahun 1949 ten lang 
Sumpah/Janjl Jabatan Notaris. 

Berbagai kelenluan daJam peraturan perundang~ 
undangan terse~ot sudah tidak. sesuai lagi dengan 
perkembangan dan kebutuhan huiu.:rn masyarakat 
Indonesia. Oleh karen a ilu, perlu Qiadakan pembaharuan 
dan pengaturan :<embali secara menyeluruh dalam satu 
undang-undang yang mengatur 1entang jabatan notaris· 
sehingga dapet teroip!a suatu unifikasi hukum yang · 
beliaku untuk~emua penQuduk di seluruh wllayah negara 
Repub!ik Indonesia. Da1am rangka mewujudkan ufflfikasi 
hukum di b:dang kenotariatan tetSebut, r.libcntuk Undang
Undang lentang Jabatan Nolaris, 

Dalam L'ndang·Undimg ini diatur secara rinci tenlang 
jabalan umum yang dijabat oleh Notatis, sehingga 
diharapkan bahwa ekta otentik yang dlbuat o!eh a tau di 
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hadapan Notaris mampumenjamin kepas!lan, ketertiban, 
dan perlindungan hukum. Menginga! Akta Notafis 
sebagal akta otentik merupakan ~Ia! bt.kli iertulls yang 
terl<uat Qan terpenuh, dalQ:m Undang-Undzng lni diatur 
ten tang beolul': dan sifa! Akta Nolarls, serta tentaog 
Mlnuta Akta, Grosse Ak!a, dan Salinan Akta, m:.upun 
Kutipan Akta Notaris_ -

Sebagai alat bukti tertulis yang lerlwat dan terpem.:h, ap~ 
yang dinyatak3n dalam Ak!a Notaris harus diterlma, 
kecuali pfhak yang ber'"epen!lngan dapal mer1buktlkan 
hal yang s~baliknya secara memuaskan di hadapan 
persidangan pengadilan, Fungsi Notaris di luar 
pembuatan a:kta otenlik diatur untuk perlama katinya 
secara komprehe.nslf dalam Undang-Undang inl. 
Oemikfan pula ketentuan tenlang pengawasan terhadap 
pefaksanaan jaba!an Notarls Qi1aKukan dengan 
mengikutsertakan pihak ah!i/akadem~si. di samt•lng 
Departemen yang tugas dan langgung jawabnya di 
bidang kenotariatan serta Organisasi Nolaris, Keientu.an 
ini dirnaksudkan unt:.~k meningkat~an pelayanan dan 
per!indungan hukum yang !ebih baik bagi masyarakaL 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup je!as 

Pasar 2 
Cukup je!as 

Pasal 3 
liuruf a 

Cukup jelas 
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Huruf b 
, Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Hurut d 
Yvng dirnaksud denQan •sehat jasmani dan rohani~ 
ada!ah mampu secara jasmani dan rohani untuk 
melaksanakan wewen<~ng dan ~ewaj1ban sebagal 
>.Jotaris, 

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan ~prakarsa sendhi~ uda!ah 
bahwa ca!on notarls dapat memillh seOCirl di kantar 
yang diinginkan dengan tetap mendapatkan 
rekomendasi can Organisasi N<Jtalis, 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan 'pegawal negeri~ dan 
•l)'!jabat negara~ adalah sebagaimana dimaksud 
dalarn Undang·Undang Nomor 4J Tahun 1999 
lentang Pcrubahan atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 

Yang t:limaksud dengan "advokat• adalah 
sabaQaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2003 !enlang Advokat. 

F'asal 4 
Cukup je!as 

Pasal 5 
Cukup jelas 
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Pasal 6 
Cukup je!as 

Pasa! 7 
.Huruf a· 

Cukup jeras 

Huruf b 
Cukup je!as 

Huruf c 

Pasal 8 

Kelent!Jan ini dlm3ksudkan untlrk rncnge!ahui Nolarls 
yang bersangkutan Ielah melaksanakan tugasnya 
dengan nyata. 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup je!as 

Huruf d 
Ketidal:mampuan secara rohanl dan/atau 
jasmani secara terue menerus da!am kelentuao 

dibuk!ikan dengan sural keterangan doktcr 
ah1i. · 

Huruf e 
Cukup jelas 
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Ayat (2) 
Cukup jo!as 

Pasal 9 
Ayat (1) 

Huruf a 
Gukup jelas 

Humf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan ·me!akukan perbuatan 
tercela' ada.lah melakukan perbuatan yang 
bertentangao dengan norma agama, norma 
kesusilaan, dan norma tldaL 

Huruf d 
Cukup jelas 

Ayat {2)· 
Yang dimaksud dengan "secara berjenjang• dalam · 
l<.etentuan 1ni d"im:.~le~i darl Majell'i Pengawas Daerah, 
Majells Pengawas Wi!ayah, sampai dengan Majelis 
Pengawas Pusat 

Ayat {3) 
Cukup je!as 

Ayat {•i) 
Cukup je!as 

Pasal 1D 
Cukup jelas 

Citra Umbara • 5$ 

• 

Tinjauan Yuridis..., Laila Anditta P.D., FH UI, 2009



p..,) 11 
Ayat (1) 

Ketentuan in! dimaksudkan unluk mP.nghindari 
pr,;rtentangan kepentingan ka:rena sebagai Nolaris. 
la berslfat mandiri dan berkewapban !idak berpihsk. 

Ayat (2) 
ClJ kup jelas 

"Ayat (3) 
Cukop je:as 

Ayat (4) 
Cukup )elas 

Ayat (5) 
Cukup je1as 

Ayal (6) 
Cukup je!as 

Pasal 12 
Huruf a 

Cokup jelas 

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 

;;, 

Yang dimaksud dengan •pertuatan yang merar .dahkar; 
kehormatan dan martabat* misalnYa be~udi, mabuk, 
menyalahgunakan narkoba, Qan berzina. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan ~pelanggaran berat~ adalah 
Udak memenuhi kewajiban dan melanggar larnngan 
)abalan Nolarts" 

sa-. Citra urtibilra 

Pasal 13 
Culu.1p je\as 

Pasal 14 
Cukup jelas 

Pasa! 15 
Ayat (1) 

Cukup je!as 

Ayat (2) 
Huruf a. 

Ketentuan ini merupakan !egalisasi teihadap 
aida di bawah Langan yang dlbuat sendiri olefi 
orang perseorangan alau oleh para pihak di alas · 
kertas yang bermaterai cukup dengan jalan 
pandaftaran dalam buku khusus yang dissdiakan 
oletl Notaris. 

Hutuf b 
CuKup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

HUPJf d 
Cu~up jelas 

Huruf e 
Cukup jelas 

Hutuf f 
Cukup jelas 

Huruf g 
Cukup jelas 
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Ayat (3) 
Cukcp jelas 

Pllsaf 16 
Ayat 

Humf a 
CuXup Jelas 

Huruf b 

Kewajiban da!am ketentu.an lni dimaksudkan 
untuk menjaga keotentiken suatu akla clengan 
menyimpan ak!a da!arn bentuk as~nya, sehingga 
apabila ada pemalsuart atau penya!ahgunaan 
grosse, salinan, atau kutipannya dafJal s.;gera 
dikelahur dengan mudah dengan 
men<X~col\kannya dengan as1in}'a. 

·Huruf c 
Grosse AKta yang di~eluarkan berdasarkan 
ketentuan ini adafah Gros!le pertama, sedang 
berikutnya hanya dikaluarkan atas perintah 
pengadilan. 

Huruf d 
Yang dlmaksud dengan "a/asan untuk 
menolaknya· adalah alasan yang 
mengakibatkan Notaris tidak berpihak, sepertl 
adanya hubungan darah a tau semenda dengan 
Nota:is sendiri a tau dengan suamlfls!rinya, salah 
satu pihak Udak mempunyai kemampuan 
bertindak untuk melakvkan pSrtmaltm, atau hal 
lain yang lkiakdibo!ehkan oleh unGang.undang. 

Huruf t> 

Kewajiban U!itck meraha:;;Jakan segala sesuatu 
yang berhubungan dengan akta dan surat-surat 
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la[nnya adalah untuk me!indun!Ji kepenUngan 
semwa plhak yang terkait dengan akta lersebut. 

tluruf f 
"~kta dan sural y~ng dibuat notaxis sebagai 
dokumen resrr.i hersifat otentik memerlukan 
pengarnanan baik terhadap akta itu send1r! 
maupun terhadap isinya untuk mencegah' 
pt!nyalahgunaan secara 1idak bertanggung 
jawab. 

Huruf g 
Cukup jelas 

Huruf h . 
Kewajiban ·yang diatur dalam·ketantuan ioi 
adalah panting unluk memberi jamlnan 
perlindungan terhadap kepentiligan ahll waris, · "" 
.yang setiap saat dapat dilakukan penelusoran 
atau pelacakan akan keber.ar2n dari suatu alda 
wasiat yang Ieiah dibuat di hadapan Nolaris. 

Huruf i 
Cukup jalas 

Huruf f 
Pt::ncatatan dalam repertorium dflakukan ·pada. 
hari penglriman, hal inl penl~ng. vntuk 
membuktikan bahwa kewajiban Notaris 
sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan ~uruf 
g telah dilaksanakan, 

Huruf ,k 
Cu~up jelas 

• .. ,, 
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Huruf I 
Bahwa Notnris harus hadir secara fisik dan 
menandatcngani akta di haciapan penghadap 
dan sanksi. 

Huruf m 
Pcnerimaan magang c:a!on tlotaris berarli 
memperslapkan calon No!aris Ggar mampu 
menjad'l Nolatis,yang proresional. 

Ayat (2) 
Cuk.up j~las 

Ayat (3) 
Cukup je!as 

Ayat (4) 
Cukup jctas 

~yat (S) 
Cukup jetas 

Ayat (6) 
'cukup jelas 

Ayat (7) 
Cukup jelas 

Ayat (8) 
_ Cukup je!as 

Ayat (9) 
Cukup jelas 
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~ Pasal 17 . I larangan ini dimaksudkan untuk menjamln kepenllngan 
- masyamkat yanQ memcrlukan jasa Notarls. 

Huruf a 
Larangian dalam ketentuan ini dimtiksudkan unluk 
memberi kepaslian hukum kepadn masyarakat dan 
sekaligus mencegah terjadinya persaingan Hdak 
~chat an tar Notaris dalam menjalankan jabatannya. 

Huruf b 
Cukup-jelas 

Huruf c 
Uhat Penjelasan Pasal3 hvruf g .. 

Huruf d 
Lihat Pt:!'}jelasan Pasal3 hUruf g. 

Huruf e 
Uhat Penjelasan Pasal3 hurui g. 

Huruf f · 
Cukup jelas 

Huruf g -_ 
Cukup jelan 

Huruf h 
larangan menjadi •Notaris Pengganlf; berlaku untUk 
Notaris yang be!um menjalankan jabalannya, Notaris 
yang sedang menjarani cuti, dan Notaris yang dalam 
proses pindah wilayah jabatannya. 

Huruf i 
Cukup jeias 
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Pasal 18 
CUkup jelas 

Pasa.l 19 
Ayat (1) 

Dengan hanya memp1,myai satu k:anlor, Oerarti 
Notaris dl!arang mempunye:! kantor cabang, 
perwald!an, danlatau hentuk lainnya. 

Ayat (2) 
Akta Notarfs sedapat-dapatnya di!angsungkan di 
kanlor Notaris kecuali pembuetan .:~kla-akta tertentu. 

Pasal 20 
Ayat (11 

Yang dimaksud dengan ~ernerikctan perdala~ dalarn 
'ketenluen ini adalah kan!or bersama Notaris. 

Ayat 12) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasa:l 21 
Formasi adarah kebutuhan akan pengislan jabatan 
Notarls. 

Pasal 22 
Ketentuan mengenai Formasi Jabatan Nola;is OOrlaku 
balk on!u~ pengan,gkatan pertama kali maupun pindah 
wifayah jabatan Notaris. 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
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Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan •kabupaten atau kota 
tertentu· dalam ketentuan ini ada!ah kabupaten aiau 
kota lempat Noiaris melaksanakan tugas jabatan 
Nataris pada saat pengajuan permohonan pindah 
wl!ayah ·iabatan Notaris. 

Ayat (3) 
Yang Jimaksud dengan 'rekomendasi" dalani 
kelenluan ini hanya menyangkut kondite alas 
prestasi keija Nolaris. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
CuKup jelas 

Pasal 2~ 
Yang dimaKsud dengan -'teadaan tertentu~ an!ara rain 
karena bencana alam, keamanan, dan har lainnya 
menurut pertimbangan kemanusiaan. 

Pasar 25 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Ayat (1) 

"Pengambilan cuti seliap tahun" dalam ayat ini !idak 
mengurangi hak Notaris untuk mengambi! cuU lebih 
dan 1 (salu) kall dalam 1(satu) \ahun. 

Ayat (2) 
• Cukup jelas 
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Ayat (3) 
C~kup Jt.:!as 

Pasal 27 
'Cukup jelas 

Pasa! 28 
Yang dima!:sud l'Jengan ·r.eadaan mendesak" tldalah 
apabila seqra:ng Notaris tldak mempunyai kesempalan 
rnengajukan "P~r'moh'onan culi karena berhalangan 
sementara. 

Pasal 29 
Aya! (1) 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
Cutup jelas 

Huruf c 
Cokumen yang mendukung Notafis Penggantl 

· . adalah ~ebagai berikut: 
1. fotokopi ijazah pa:ing rendah sarjana hukum 

yang dlsahkan uleh perguruan tingg~ yang. 
bersangkutan; 

2. · fntokopi kartu tand:; penduduk yang 
disahkan oleh Notaris; 

3. fotokopi akta .r::e1ahiran yang disahkan 
Nolaris; 

4. fotokopi alda pertawinan bagi yang· sudah 
.kawtn yang disahkan o!eh Notaris; 

5. · surat keterangan· k!:!lakuan balk dari 
kepolisian setempat; 
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6. sural keterangan sehat dari dokter 
pemerintah; 

1. pasfoto terbaru berwarn::~ ukuran 3x4 em 
sebanyak 4 (empat) !embar; dan 

8. daUar riwayat hidup. 

Ayat (2) 
Cukup jclas 

Ayat (3) 
Gukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 30 
Cukup jclas 

Pasal 31 
Cukup )etas 

Pasal 32 
Cul(up jelas 

Pasa! 33 
Cukup je!as 

Pasal 34 
· Gukup je!as 

I . Pasal 35 
Ayat (1) 

I Cukup jelas 
i 

.) 
' 

Ayat (2) 

! Cukup je!as 
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Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
6etdasarkan ketentuan ini, ~Pejaba! Sumentara· 
Notaris" bertanggung jawab sendiri atas semua haf 
yang dilakukannya dalam menjarankan tugas.dan 
jabatannyfl. 

Ayat (5) 
Cukt..P jelas 

Pasal 36 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2} 
Cukup )elas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Ak!a yang mempunyai fungsl sos!ai, misalnya akta 
peodlrian yayas~n. akta pendirian seko!ah, akta 
tanah wakaf, akta pertdirian mmah ibadah, atau alda 
pendirian rurrah saki!. 

Pasal 37 
Cu:kup jelas 

Pasal 38 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
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Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3} 
Huntf a 

Cukup jelas 

Huruf b. 
Yang dimaksud dengal\ ~kedudukan berfindi:!:k 
penghadap· adalah d~~ hokum b'artifidak. 

Huruf c 
Cukup jelas 

Hurul d 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5} 
Cukup jelas 

Pasal 39 
Cukup jelas 

Pasal 40 
Cukup jelas 

Pasal 41 
Cukup jelss , 

Pasal 42 
Ayat (1} 

Cukupjelas 
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Ayat (2) , . · IPas?l 45 , · 

Yang dhhaksud dengan "digar"£. da!am ketentuan· Cukup Jelas 
ada!ah t~ntuk menyatakan bahwa ruang atau sera IP 

1 
· 46 

kosong dalarr: akta tidak d!gunakan hagl. • asaC k , 1. u UPJS3S 

Ayat (3) 
CuKup jelas 

Ayat (4) 
CUkup jelas 

Pasal· 43 
Ayat (1), 

.~, t'' 

Bahasa Indonesia yang dlmaksud dafam ketentuarJ 
adalah bahasa lndonesio yang tunduk pada 

kaidah bahasa Indonesia yang baku. 

Ayat I2J 
C\Jkup jelas 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "penerjerpah resmi~ adalah 
pene~~mah yRng disumpah. 

Ayat (4) , 

\Pas'at 47 
1 Cukup jelas 

lP"s~l.4~ 
I Cukup jelas 

Pasal 49 
Cukup jela' · 

Pasal 50 
Cukupjelas 

Pasal 51 
Cukup jelas 

Pasal 52 
Cuk.up jela-; 

Pasal 53 
Cukupjelas 

Yang dimaksud dengan 'pi hal< yang berltepenlingan~ 
ad81ah 'penghadap atau plhak yang diwakili o1eh· :1 Pasal 54 
pengha<lap, . Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Pa.al 44 
Cukup je!as 
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Pasal 55 
1 Cukup jelas 

I 
~ Pasal 56 
1 Cukl.IP jelas 
' 

I I 
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Pasal ~7 
Cukup jelas 

Pasal 58 
Cukup jelas 

Pasal 59 
Cukup je!as 

Pasal 60 
Cukup jelas 

Pasal 51 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan •t5(1ima llolas) nan· adalah 
dihltung dari tanggat ·1 sam'pai dengan tanggaf 15. 

Ayat (2) 
Cukvp jelas 

Pasat 62 
Protokol Nolaris ter<liri alas; . . , 
a. mmut_~ Akta: 
b. buku 'daftar akla alau reperl.orium: 

c. buktJ daftar akta di bawt.h tangan yang 
P!!nandQianganannya dilakukan di hadapan Nctaris 
alau akta di bawah tangan yang dfdaftar; 

d, ~\tu Qaftar nama penghaclap: atau klapper, 
e. buku daft:Ji' protes; 

f. buku daftar wasiat; dan 

g. bt1ku da~ lain yang harus dlsimpan cleh Notaris 
berdasar!t.an ketentuan peraluran perundang
undatlgan. 

7G • Citra Umbara 

Pasa! 63 
Cukup jelas 

Pasaf 64 
Cukup jelas 

Pasa! 65 
Cukup je!as 

Pasai 66 
Cukup jelas 

Pasal 67 
Ay•t (l) 

Yang dfmaksud dengan "pengawasan"' dalam 
keienluan ini termcsu:t. pemblnaan yang dilakukan 
oleh Menlerl terhadap Nnlaris. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
.HurUf a 

Unsur pemerintah ditentukan oleh Menteri. 

Huruf b 
Cukup jefas 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan 4ahlifakademisi• .dalam 
ketentuao ini adalah ahli/akademisl di bidang 
hukum, 

Ayat (4) 
Cukup jelas 
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Ayat {5) 
Cuktlp jelss 

'i 
Aya: {S) 

Cukup jelas 

Pasal 68 
Cukup je!as 

Pasal 69 
Cukup jdas 

Pasal 70 
Huruf a 

Ci.Jk:up jehs 

Huruf b 
Cukup jel<.s 

Huruf c 
Cuku,J jelas 

Huruf d 
Cukup jelas 

Hurqf e 
CuKup je!as 

Huruf f 
Cukup jelas 

Huruf g 
Yang .dimaksl.ld dengan 'laf.)oran rlari masyarakat" 
termasllk laporan dari Notaris lain. 
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Huruf h 
Cukup je:as 

'Pasal 71 
Cukup je!as 

Pasal 72 
Cukup jelas 

Pasal 73 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

; . :~- ; .. 
- ,_ .. :.·· 

Ayat(l) ,, ,, .·• 
Yang dlmaksud dengan '.bersifat flnai•.:ao81~h-
m('mgt'kat-dan lidak dapat diaj-ukan b·andl~g··KeP;Ma_- . 
MajeUs Pengawas Pus at-_. · - ' · -- • -· 

Ayat (3) 
Cukup je!as 

Pasal 74 
Cukup jelas 

Pasal 75 
· Cukup jelas 

Pasal 76 
CUkup jclas 

Pasal 77 
Cukup jelas 

Pasal 7B 
Cukup je:as 
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Pt~.~J:t~l 70 
Cukup jelas 

Pasal ao 
Cukup jelas 

Pasal 81 
Cukup jelas 

Pasal 82 
Cukup jelas 

Pasal 53 
Cvkup jelas 

Pasal 84 
Sanksi yang <iikenakan kepada Notaris berlaku juga bagi ! 

Notarfs Pengganti, Notaris Pengganti Xhusus, dan : 
Pejabat Sementara Notaris. 

Pasal as 
Cukup je:las 

Pasal 86 
Cukup jelas 

Pasal 87 
Cukup jelas 

Pasal as 
Cukup jel.as 

Pasal 89 
Cukup je!as 
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Pasal 90 
Cakup jelas 

Pasal 91 
CUkup jelas 

! Pas a! 92 
Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARAREPUBLIK INOONESIA 
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